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GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI,ANJA

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan

Pemerintah Nomor LZ Tahun 2AL9 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah merryatakan bahwa Sekretaris Daerah

selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas koordinasi penyiapan pedoman

pelaksanaan APBD;

b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan

Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perattrran

Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor @, Tambalran Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);
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3.Undang-UndangNomorlTTahunZaostentangKeuangan
Negara(I,embaranNegaraRepubliklndonesiaTa}run2oo3

Nomor4T,Tambahanl,embaranRepubliklndonesia
Negara Nomor a2861;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

PemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4

Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor aaOO);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 1O4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2a14 Nomor 244, TaIrrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2A2A tentang Cipta Kerja

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tarcrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana

Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a575);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OAG tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?OOG Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6lal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20CI7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

13. Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 58S8) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta}rlun

zOLg tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6aO2l;

L4. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLT tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2aL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

I"5. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL9 Nomor 42, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322!.;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2A2O tentang

peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 2 Tahun

2017 tentang Jasa Konstruksi (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o2O Nomor 1O7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 64941 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
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Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2l Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 66261i

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9o Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor MaTJ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2a Nomor

L78tl;
2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2L

tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2a22 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2l Nomor 9261;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6O/PMK.O2|2O2|

tentang standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 658);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN KEGI.ATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BEI,ANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

3. Pemerintaha:r Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Per-wakilan Ralryat Daerah menurut a?as otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara'

5. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

dengan hak dan kewqiiban daerah tersebut'

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan

pengawasan keuangan daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera utara selanjutnya disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan

DPRD dalam penyelenggaraEul urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

10. Unit Kerja adalah bagran dari Perangkat Daerah yang

melaksanakan satu atau beberapa program.

11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya

disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD selaku
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Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

pengaJrggaran yang memuat rencana pendapatan,

rencana belanja dan pembiayaan SKPD sebagai dasar

pen5rusunan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keda Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

angggaran oleh Pengguna Anggaran.

15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD

adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelolaan keuangan daerah.

17. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola

Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh

kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah.

b. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna

Anggaranl pengguna Barang.

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepa1a Satuan Keda Pengelola Keuangan

Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.



-7-

19. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.

20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan arlggaran

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah yang dipimpinnya.

21. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan

Penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Daerah di

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

22. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daera-h

(BUD).

23. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang

selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disebut PPTK adalah Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa

kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.

26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya

disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha Keuangan SKPKD.

27. Pembantu Pejabat Penatausahaan keuangan selanjutnya

disingkat Pembantu PPK adalah pejabat yang membantu

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang

dilakukan oleh PPK Perangkat Daerah atau SKPKD.
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28. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, mengusulkan

pembayaran atas kelebihan penerimaan, pendapatan pada

tahun berjalan, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-

kan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan

asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

Perangkat Daerah.

29. Bendahara Penerimaan PPKD adalah Pejabat Fungsional

yang ditunjuk untuk menatausahakan dan

mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah

dalam rangka penerimaan uang yang bersumber dari

transaksi PPKD.

30. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

(SKPKD).

31. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat

Fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara

Penerimaan menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang

pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada Unit Keda Perangkat Daerah.

32. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat

fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara

Pengeluaran dalam menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam

rangka pelaksanaan APBD pada Unit Perangkat Daerah.

33. Pengums Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang

diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam

proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

34. Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai

yang diserahi tugas untuk membantu mengurus barang



-9-

milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap

Perangkat Daerah.

35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan

Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris

Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka

penJrusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat

Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat yang lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

36. Program adalah Penjabaran Kebiiakan SKPD dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

37. Kegiatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan

oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebrgai bagran

dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan

keluaran (Output) dalam bentuk Barang/Jasa.

38. Unit Kerja Pengadaan BarangfJasa yang selanjutnya

disebut UKPBJ adalah unit organisasi pemerintah yang

berfungsi melaksanakan Pengadaan BaranglJasa di SKPD

melekat pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Setdaprovsu. UKPBJ dipimpin oleh seorang Kepala.

39. Kelompok Kerja Pemilihan adalah Tim yang ditetapkan

oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan

barang/jasa, yang memiliki persyaratan keanggotaan,

tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan

keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok

Kerja Pemilihan.

4O. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang

selanjutnya disebut pengadaan barangljasa adatah

kegiatan pengada,an Barang/Ja"sa oleh Perangkat Daerah
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yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identilikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

41. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang

bertanggungiawab atas pelaksanaan pengadaan

barang/jasa.

42. Pejabat/Pokja Pemilihan Pengadaan BaranglJasa adalah

personil yang memiliki serlifikat keahlian pengadaan

barangl jasa yEmg melaksanakan pengadaan barangljasa.

43. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PPHP adalah tim yang berfugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barangljasa.

44. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PjPHP adalah pejabat adrninistrasi/pejabat

fungsionalf personel yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekedaan pengadaan barang/jasa.

45. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia

adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa

berdasarkan kontrak.

46. Barang adalah setiap benda baik berwqiud maupun tidak

terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, y€rng dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

47. Pekeqaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian,

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

suatu bangunan.

48. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

49. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang

membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.

50. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar

untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi

dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa.
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51. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan

teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang

bernilai diatas Rp1O0.OOO.0OO.OOO,00 (seratus miliar
rupiah).

52. Kontrak Payung adalah berupa kontrak harga satuan

dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang

belum dapat ditentukan volume danlatau waktu
pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

53. Kualifikasi adalah merupakan proses penilaian

kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan

persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

54. Prakualilikasi adalah merupakan proses penilaian

kualilikasi yang dilakukan sebelum pemasukan

penawaran.

55. Pascakualifikasi adalah merupakan proses penilaian

kualilikasi yang dilakukan setelah pemasukan

penawaran.

56. Pembinaan adalah usaha agar setiap orang yang terlibat

Pengadaan BaranglJasa mengetahui tentang peraturan

dan ketentuan yang berlaku.

57. Pengendalian adalah setiap usaha agar setiap

pelaksanaan kegiatan pengadaan barangljasa dapat

terlaksana sesuai target, waktu, tempat, mutu, tertib

administrasi, tepat sasaran dan manfaat.

58. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi

pelaksanaan pengadaan barangljasa secara elektronik.

59. Tim Pendukung adalah tim yang ditetapkan oleh PA/KPA

untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa,

antara lain terdiri atas Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK), Direksi Lapangan, Konsultansi Pengawas, Tim

Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.

60. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh PA/KPA untuk
membantu PA/KPA dalam pelaksanaan pengadaan

barang/jasa, antara lain terdiri atas tim uji coba,
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panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dan lain-

lain.

61.Tim atau Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis adalah

Tim yang ditetapkan PAII(PA, yaitu Tim yang mempunyai

kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan

teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat

penjelasan.

62. Pendapatan AsIi Daerah adalah yang selanjutnya

disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

63, Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan.

64. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan.

65. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

66. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK

adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah

tertentu dengan hrjuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusa.n daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional.

67. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yarrg

digunakan untuk keperluan penarlganan bencana alam,

bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya

yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan

kewenangan Pemerintah Daerah.

68. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

perolehan lainnya yang sah.
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69- Badan tayanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah yang

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijuat tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produlrtivitas.

BAB II
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2022 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Terhadap Pengaturan Sistem dan Prosedur Penatausahaan

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah belum

diselesaikan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan
penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan mengenai

pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

BAB TV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor S L Tahun 2A2A tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera
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Utara Tahun Anggaran

Sumatera Utara Tahun

dinyatakan tidak berlaku.

(Berita Daerah Provinsi

Nomor 52l,, dicabut dan

2027

2020

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi sumatera
Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 Oktober 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggat 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 I 002

ud
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 30 TAHUN 2022

TANGGAL 3 0t<tooen 2022

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022
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BAB I
PENGELOLAAN KEUANGAN I}&ER{H

A. RUANG LINGKUP KEUANGAN DAEE,{H

R-uang Lingkup Keuangan Daerah, r:aeliputi :

1. Hak daerah uatuk msrnllngut pajak Caerah dan retribusi daerah

serta nt*lakuka:r Pinj aman'

2. Kewqliban daerah untuk menyelenggarakan ufi-tsan

pemerintahan daerah r1a:: rnernbayar tagitran kep*-da pihak

ketiga.

3. Penerimaan daerah.

4" Pengeluaran daerah.

S. Kekayaan daerah ya*g dikel*ia sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutar:.g, barar:g, *erta hak-hak

iain yang dapat diailai dengan uang, termasuk kekayaan yang

dipisahkan pada perusahaan daerah.

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah

daiam rangka penyeleagg*raan tr.rgas pemeriatahan daerah

dan 1 atau kePentingari ufi?Llrc.

E" AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dikelola secara terlib, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel serta t*.at ketentuan peraturan

perund,ang-undangan dengan mentperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan martfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib adalah bah:ara keua*gan daerah dikelola secsra

tepat waktu dan tepat glrna yang didukung deirga:l bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggrrngjawabkan.

2" Taat pada ketentual peraturan perundang-undangan adalah

bahwa pengelolaaa keualgan daerah harus berpedoman pada

ketentuan peratura* dan perundang* undanga*.
3. Efektif mempakan pencapaian hasil program dengan target yang

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran
dengan ha*il.

4. Elisien mer*pakan pea*apaiaa keluaran yang maksimurn
dengan masukan terte*tu atau pengguflas.n masukan terendah

untuk mencapai keluaran tertentu"
5. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan

kuantitas tet'ieatu pa*a tir:gkat harga yaag terendah;
6- Transparan merupaka:: pria*ip keterbukaan yan6

s-ilernlrfi.gkinkan mas,warakat **tuk rnengetahui dan
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yriefldap&tkan akses inforrtasi seiuas-iuasnya tentang kenar:gan

rlaeratr.

7. AkuntaLrel adalah pengelolaan keuangatr )'ang tt:rpat

dipertanggungiawabkan secara penuh dan rlilakukan dengan

keterh*Ekaan dalam rangka pe&capaian tujuan yang telah

ditetapkan.
8. Keadiian adalah ke*eimtrar:.gan distribusi kewenangan dan

pendanaanya dan/atau keseiml:arigarr distribusi hak dan

kewajiban berd.asarkaa pertimbangaa yaag objektif;

9. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang diiakukan

dengat wajar dan Prr:Porsional.
10. h{anfaat untuk masyarakat adalah bahrva keuangan daerah

diutamakan untuk peme*uhae kebutuhan neasy*rakat.

C. KEKUASAAN PENGEL,OLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuang*n Daerah dan mewakili pemerictah daerah daiarn

kepernilikan kek*yaan daerah yartg dipi*ahkan.

2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keu.angan daerah mempunyai

kernenangarr :

a. Menyusr:n Raacaxgan Ferda te*tang APBD, Rancangan

Perda tentang Pembahan APBD, dan Rancaagan PerCa

tentang Pertanggungi awabar: Pelaksanaan APBD ; Menetapkan

kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. Mengajukan Raeca::gan Ferd.a tettartg APBD, Rancangan

Perda tentang Perubahan AFBD, dan Ratca::rgan Perda

tentang PertalggungjawaLran Pelaksanaan APBD kepada

DPRD untuk dibahas bersama;

c. I\rlenetapkaa Ferda t*ntaag APBD, trercta teatarrg Perubahan

APBD, dan Perda tentar:.g Ferta*ggungiawaban Pelaksanaan

APED yang telah meadapat persetujuan bersama DPRD;

d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daera.h;

e. Mengambil tindaka:: terte*tr: da-iam keadaan mendesak

terkait Pengeiolaan Keuangar llaerah yarrg sangat
diLrutuhka.n oleh daerah &artf ataw masyarakat;

f" Menetapkan kebijakan peagelolaan APBD;

g. h4enetapkan KPA;

h. Menetapkan Besdahara Penerimaan dan Bendahara
Pengelu*ral;

i. Menetapkan pejabat yailg yang bertugas melakukan
pemungutaa pajak daerah dan rett"ibusi daera&;

j" Menetapkan pejaL:at ya.ng berir.rgas meiakukan pengujian
*-tas tagiha:: dan t:i*r:?err?itahkan per"cbayaran;
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k. Menetapkan pejahat yang bertugas rxeiakukan pengujian

atas tagihan dan memerintahkan pemhayaran;

1. fuienetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Daerah *esuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

rn. Melaksanakan kewenangan lain s*suai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2" Selain ke,rnenangan di ata$, terdapat kew*natgaa lain yaitu

paiing sedikit meaetapkan bendahara peaerimaan penebantu,

bendahara pengeluaran pemhantu, bendahara bantuan

operasional sekolah, beadaraha BLUD, bendahara r:nit

organisasi bersifat kh,.rsus dar:/atau trendakrara khusr.rs lainnya

yans d"iarnanaikan peraturan perundang - uudamgan"

3. Daiam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan

Sebagian atau seiuruh kekuasaa-r:*ya ya1lg berupa perencallaarr,

penganggaran, peiaksa*aan, penatausahaaa, pelaporan Can

pertanggungiawaban, serta p*rrgawa*an Keuangan Daerah

kepada PejaLrat Perangkat Daerah dengal memperhatikasystem

pengend.alian internal yang did,asarkan pada prinsip pemisahan

ke"wenangan amtara ya.rrg rneraeriatahkar:., menguji, dan

menerima atau mengei*arkan uallg" Pelirrrpahan kekuasaan

ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

4. PejaLrat Perangkat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris daerak selaku koordinator pengel*laa* keuangan

daerah;

b. Kepala SKPKD selak* PPKD; dan

c" Kepala SKPD selaku PA

D. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah mempunyai tugas :

a. Koordinasi dalam pengel*laan keuaagan da*rah;
b. K*ordinasi di hidang penyr.isuila"n raficaflgan AFBD,

rancarrgatr perubahan APBD, dsrl rancangan
pertanggungiawaban pelaksa*aan APBD ;

c. Kocrdinasi per:yiapan pedoman petraksaaaa:: AFBD;

d. Memberikan persetujuan penge*ahan DPA-$KFD;

e. Koordinasi petrak*ar:a** tugas lainnya di bidang pengelolaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-unda*g**; dan

f" Memimpin TAPD.
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2. Koord.inasi dalam pengelolaan keuamgan daerah paiing sedikit

rneliputi :

a" Koordinasi dalam penyuslln*rr sistem pro*edur pengelolaan

keuangal daerah;

t). Koordinasi dalam penyusLrrra* k*Lrijakan akuntansi

pemerintah daerah;

c. Koardinsi dalam penyusunaa laporan keuangan pernerintal,-

daerah.

3. K.*ord.inatcr peegel*la-an keuanga-r: daerah daiarn petraksanaan

tugasnya bertanggung ja:nrah kepada kepala daerah;

4" Kaordinator dalarn perrgcl*lafi:r keuangan daerah dengan peran

dan fungsi Sekretaris Daerah membantu kepaia daerah dalam

menyusun kebijakar: dan ffi.eags*rdina*ikan peayelenggaraan

uru.san pemerintahan daerah terrna*uk pengeiolaan keuangan

daerah.

E. PEJABAT PEI'{GELGL,{.{N KEIJASGAT{ }AERAH

i. Kepala SKPKD selaku PFKD adalah kepala SKPD yang

n'lelaksanakan unsur penunjang uru$an pemerintahan pada

pemerintah daer*.h dalam melaksanakan pengeloiaal keuangan

daerah.

2" Kewenangan PFKD melakukan peagendalian pelaksanaan APBD

sebagaimana fungsinya selaku BUD terdiri dari:

a. Fenyusunan anggaran kas;

b. Laporan posisi kas harian;
c. Laporan evaluasi rea-lisasi AtrBD bulanan;
d. Laporan realisasi pendapatan daerah;

e. Penerbitan SPD-Anggarall;

f. Register ?:eserta peaerbitan SF2D;

g. Fenyusunan Surat Edaran Gubernur perihai pencairan dana

menjelang berakhirnya tahun allggararl dan persiapan
pelaksanaaa tahun arrggaran berikutnya.

h. menyajikan informasi keuangan da*rah berupa laporan

keuangan yatlg terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran;

2l Lap*ran Perubahan $a1do furggaran lebih;
3) Nera*a;

4) Laporan Operasional;

5) l"aporan Aru* Kas;

6) Laporan Perubalsln Ekuitas; dan
7l Catatan Atas Lap*ran Keuangan.
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3" Pejatrat yaag diusulkaa s*hagai Kuasa BUS *ieh PPKD selaku

BUD kepada Kepala Daerah adalah K*pa1a Bidang

Ferbendaharaan BFI(AD.

4. PPKD selaku BUD dapat mengusulkan kepada kepala derah

untuk rnenetapkan lebih dari *atu kuasa BUD di l.ingkungarr

SKPKD dengan pertimbangan besaran jumiah uarrg dii<eioia,

Lreban kefra, lokasi dan/atau rentang kendali yang kriterianya

ditetapka kepala da*ra-h.

5. PPKD selaku BUD dapat melirnpahkar:. kepada pejabat di

lingkungan BPKAD untuk melaksatakan tugas-tugas sebagai

herikut:
a. Menyiapkan SFD-Anggara* ;

b. Mcn3riapkan araggar*:r kas;

*. MenlT-rsut raricangan AFBD dan rancangall perubahan AFED;

ci. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

e. Menyiapkan pelak$anaan pinjaman daa pemberian jaminan

atas nama pemerir:tah daerah;

f. Meiaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan"

daerah;
g. Menyajikan informasi keuangan daerah.

F. PENGGUNA ANGGARAI\TIPEI{GGUNA BARAI{G

Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi

Sumatera Utara selaku Fejabat Penggr:na Anggaran, rnempunyai

tugas :

1. Ivtrenyusun Ranca.ngan Anggaran Kas Perangkat Daerah;

2. Metrakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

3. Melakukan pemLrngutan peaerimaan bukart pajak;

4. Mengeloia trarang milik daerahlk*kay*,aa daeral: yang menjadi

tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Laporan keuangan yang di*usun dan disaarpaikan kepaia

perangkat daera-tr kepada PPKD selaku BUD, terdiri dari;

a" Laporan rea-lisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan *perasi*nal;
d. Laporan perubahan ek:;itas; dan

e. Catatan atas lapcr*.n keuangan {CaLKi
f. lVlengawasi pelaksanaaa al:ggarall pera*gkat daerah yang

pimpinnya berupa p*tag***karr kas iCash Oprrame) minimal 3

{tiga} bulan sekali, sreiqksanakan rapat eva-Luasi peiak*anaan
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anggarari perangkat da*rah, darr pengecekan langsung

tenhadap Pelaksanaan kegiatan;

g. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh cuhernur;

h. Bertindak sehagai PFK apabila tidak melirrprhkan selragian

kewenangannya kepada KPA d.atrarn pelaksaeaafl pengadaan

barangljasa;
i. Melaksanakan tugas pembantuan dal dekonsentrasi

berpedoman kepada petunjuk pelak*anaanlpetunjuk teknis

yang diterbjtkan oleh Kementeriar: Ilembaga;
j. h4enetapkan PejaLrat Pembr-rat K*mitrnen sesuai peraturan

perundang- undangan;

k. Dalam hal tidak ada yang dapat ditunjuk sebagai PPK,

peiaksanaan pengadaan baraagljasa dengan pertimtrangar.l

rentang kendali, d.apat melimpahkan sebagian

kewenangannya kepada kepala *atuan kerja/unit kerja selaku

KPA.riang ditetapkan dellgae Keputusan KepaJa Daerah; dan

1. Bertanggung jawab atas pelaksaftaan tugasnya kepada

Guhernur melalui Sekretari* Daerah.

G. KUASA FENGGUNA AI{GGARAI{ IKUAS& PE}IG{iU}}A BARANG

1. Pengguna AnggaranlPengguna Barang dalam raelaksaflakan

tugasnya dapat rnelimpahkan sebagian kewenangallnya kepada

Sekretaris danlatau Kepala BagianlBidang pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah selaku Kuaea Peaggurra Anggaran.

Pelimpahan kewerralgan berdasarkan pertimtrangan :

a. besaran Perangkat Daerah;

b. besaran Jumlah uang yarag dikelola;

c. beban ke*a;
d. l*kasi;
e. k*mpetensi dan/atau rentang kendaii;atau
f. pertimbaftgan obyektif lainnya.

2. Pelimpaha:: *ebagian kewer:.aagam *leh PA/Pengguna Barang
kepada KFA/Kuasa Fengguna Barar;g pada perangkat daerah
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, meliputi tugas :

a. meiakukan tindakan yang mengaki.tratkan pengeluaran atas

beban anggararr belar:ja;

b. meiakeanakar: anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
c. melakuka* pengujian atas tagihan dan rnemerintahkan

pernhayaran;

d". menandatangaai SFM-?U da:t SPM-LS khusus pada

perangkat daerah BPKAtr dan Sekretariat Daerah;
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e. n:elaksanakan pemunguta* pajak dan retribu*i b*gi

perangkat da*rah pengelcla pajak *lan retritrusi;

f. rnelaksanakan pemungutan penerimaan buk*.n pajak;

g. mengadakan ik*.tanlperjanjian kerjasama dengan pihak

lain dalarc batas anggaraft ya*g telah ditetapkan;

h. mengelala barang milik daerah/kekaya*.* daerah yang

menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;

i. menylrsun dan meEyampaikan laporan keuangan unit kerja

yang dipimPinnYa;
j. mengawa*i pelaksanaan anggaxan unit kerja yang

dipimpinnya
i<. rneiak*anakan tuga-*-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan aleh pejabat Peagguna Anggaraa;

1. dalam peiaksanaa-il pengadaaB Lraranglja*a, KFA dapat

bertindak sebagai Pejabat PemLruat Komitmen; dan

rn. KPA/ Kuasa Pengguna Barang hertanggung jawab atas

pelaksanaan tuga*nya kepada PAI Pengguna Barang'

3" tr{oordinatar peagelciaan ker.eanga* daerah d"itetapkan oteh

Gubernur atas usulan Kepa-la Perangkat *aerah.

4" Kepaia Pera.ngkat Daeral: dapat mengusutrkan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggara* fKr-iasa Pengguna Barang pada unit kerja

yaxg dipimpinnya sebelum dimulainya tahun anggaran

irerkenaan.
5. Penetapan Kuasa Pengguna AnggaranlKuasa Penguna Barang

mempunyai masa kerja lebi?r dari 12 {dua belasi bulan atau tidak
rnemasuki rnasa pensiun dalam tahun a&ggaran tlerAenaan.

H. BENDAHARA PENERiM,4AN DAN BEN}AHARA FENGELUARAN

PEHANGKAT DAERAH.

1. GuberErur atas us*l PPKS me*etapk*rr Keputusan Gubernur
tentang penetapa:: berdahara penerirnaan, bendahara
pengeluaran, bendahara penerimaan pemtrantu dan bendahara
pengeluaran pembantu untuk metraksanakan tugas
kebendaharaan pada perangkat daerah sebelum dimula.inya
tahun anggaran;

2. Bendahara penerimaaa, beadahara pengeluaran, bendahara
penerimaan peratlantu dan beadahara pengeluaran pembantu

adalah Pelaksana ys,ng diberi tugas tambahan melakukan fungsi
kebendaharaan sesuai ketentuam peraturan perundang-

unda*gan;
3. Bendahara peaerimaan dan bendahara peageluaran, Lrendahara

penerimaan per*baptu dan beadahara per:geluaran pembantu
hraik secara trangsung ffrallpun tidak largst-rng diiarang
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melakukan kegiat rt perdaganga*, pekerjaan pernhorongan dan

penjuatran jasa ata:.:" bertindak *ebagai penjarnin atas

kegiatanlpekerjaan/ penjualarr, serta diiarang mernbuka

rekening tabungan/ giroldepcsit<l untuk menyirnpan uang yaflg

dikeioia pada suatu bank atau lernbaga keuangan lainnya atas

nama pribadi;
4 " Dalam trai PA melimpahkan sebagian ker,r.eriangannya kepacla

KpA, Gubernur dapat menetapkan trendahara penerimaan

pembantu dan bendahara p*ageir:.aran pembantu pada unit
keqa terkait;

5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada PPK* selaku BU*;
6. Tugas BenCahara Penerirnaan Ferangkat Daerah, Bendahara

Fenerimaan Pembantu Perangkat Daerah, Bendahara

Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran

Pemi:antu Perangkat Daerah., m*iiputi :

a. Bendahara Penerirriaaa Perangkat *aerah' merfipunyai tugas :

1) Menerima penyetoran p*nerimaan pendapatan daera.h

serta rnenyetorka* seiuruh penerircaar: ke rekening kas

daerah dengan menggurlakan f*rmulir STS paiing lambat 1

hari kerja kecuali hari libur disetorkan pada saat hari kerja
pertama setelah hari libur;

2i Atas pertii-nbangan kondisi ge*gra{is y*.r'g sulit dija-trgkau

Cengan komunikasi dan transportasi atau ti*ak terdapat

layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling larna
7 (tujuhi hari kalender sejak diterimanya atau pada

akhir Lruian ye$g bersa-tegkuta:r yang dit*tapkan dengan

keputu*an kepatra perangk*t da*rah;
3) Menghitung jumiah uallg yang diterima dan

rnericccokkan dengan jamlah yang tercantum dalam SKP-

Daerah. dan/atau SKR* daalataa d*kurnen Lain yang

dipersamakan dengan SKP/SKR dari ErF danlatau WR,

dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya;
4) Memhuat surat tanda bukti pembayaran atau Lrukti lain

yang seh unt*k *ii:erikan kepada wajib pajak/waji]:
retribusi/ pih ak ketiga;

5) fuIencatat dalam h*ku penerimaar: dan penyetoran, register

STS, dan rincian objek peneri:r:aan;

6) Menyarapaikan lap*ran pertanggungiawaban adrninistratif
secara }:ulanan be*rpa hukti s6tsr, rekapituia*i penerirnaan

da.n Ben;retcra-n kepada penggu;:a ex.ggarany'pengxuna

baran g nteiaiui FFK- Fera::gkat ileera}:;
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7) Menyampaikan lap*ran perta*ggungiar,vaban fi.rngsional
dengan dilamplri buku peaerimaan daa penyetoran, register
srs dan buku pernbantu rincian obyek kepada ppKD
melah.li Fejabat yang ryienangani verii?kasi penerirnaan
pendapatan secara bulanaa; dan

8) Dalam hal Beneiahara Penerimaan dibantu oieh Bendahara
Penerimaan Pembant:-r, Bendahara penerimaan

rnenghimpun seluruh pertanggungiawaban Bendahara
Penerimaan Fembar:tu.

b. Bendahara Fenerimaan Pembantu perangkat Daerah,
merflpunyai tugas :

1) Menerima peny*toran penerimaan pendapatan daerah
serta menyetorkan selurr:h peaenmaan ke rekening kas
daerah dengan m€nggullakan formulir srs paling lambat 1

hari ke4a kecuaii hari tribur disetorkan pada saat hari kerja
pertarna setelah hari libur;

2) Ata* pertimbangan k*rldisi ge*grafis ya&g suiit dijangkau
dengan komunikasi da:: transpr:rtasi atau tidak terdapat
layanan perbankan, batas waktu penyetoran paling
iama 7 {tujuh} h*ri kaXender sejak diterimanya atau
pada akhir ]:ulan yang bersa*gkutan yang ditetapkan
dengan Keputr-rsan Kepaia Ferangkat Daerah;

3) h{enghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokan
dengan jumlah yarrg tercantum dalam SKp-Daerah
Can/atau SKRD danlatau drkun:en lain yang
dipersatoakan dengan SKPI$KR dari WP danlatar.r WR,
dan/aiau pihak ketiga yaxg berada Calam pengurusannya;

4) Membuat surat tanda bukti pembayaran atau bukti lain
yang sah untuk dii:erikaa kepada rvajib pajaklrvajil:
retribusilpihak ketiga;

5) Mencatat dalarx buku penerimaan dan penyetoran, register
S'trS) da,n rincian objek penerirleaell

6) Menyampaikan lap*ran pertanggunglawaban kepada
h'enCahara penerimaaa secara bulanan paling lan:rbat
tanggal 5 bulan herikutnya berupa Lruku penerimaan dan
penyetoran ]rang telah ditutr.:p pada akirir bulan berkenaan,
register S?S, hukti penericraan yang sah dan lengkap, serta
pertanggungiawaLran Lrendahara penerimaan pembantu.

c. Bendahara Pengeluaran Peraagkat Daerah mempunyai tugas
dan wewenang :
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1) Mener:ima, menyirapa*, a:er*hayarkan, raerra-tausahakan
dan mempertangg*ngjawabkan peng*ruaran uang daiam
rangka pelaksanaan ApBD pada perangkat Daerah;

2) Menyiapkan dan menyusu* k*lengkapan spF-up, $pp-
TU, SPP-GU dan Spp-LS:

3) Mengajukan sFP-up, sptr-Tu, spp-Gu dan spF-LS kepada
pengguna anggaranlpengguna barang rnelalui ppK
Perangkat Daerah {khusus spp-LS pengad,aan barang dan
jasa yang teiah di**tuj*i fF?K];

4) Membuat register sPp, spM daa sF?D yang telah diterima;
5) l\{elaksanakan pembukuan bendahara;
6) lvlembuat traporaa peautupan kas perangkat Daerah;
7) Menyarnpaikan lap*raa pertangguaglawaban administratif

herupa BKU, Euku Peml-rantu BKU, Laporan Fenutupan
Kas, sPJ Bendahara Pengeluara:: pemtrantu dan Bukti
transaksi kepada Pengg*na Anggaran/pengguna Baramg
rnelaiui PPH Fer**gkat Daerahr;

B) Menyarnpaikan iap*ran pertanggungjawaban fungsional
kepada PPKD secara bulanan;

9) Memungut dan menyetcrkan p4iak-pajak *esuai dengan
peraturan: pernndaag-a*dangan serta melaporkan ke
Kantor Felayanaa P4iak setiap br:la*;

10) Dalam hal Bendahara Pengeluaran clilrantu oleh Bendahara
Pengeluaraa Pernbantu, Bendahara pengeluaran

menghimpuq *eluruh perta*.ggungjara.aba,n Bendahara
Fengeluaran Fembantu;

1 1) &{elaksanakal tugas-tugas kebendaharaan lainnya.
d. Bendahara Pengeluaran Fembantu Perangkat Daerah

mempullyai tugas dan rv*:n'*nang :

1) Ivlenerima, menyimpan, mentkrayarkan, raenatausahakan
dan mempertanggungiawabkan pengeluaran Ltang dalarn
rangka pelaksal:aarl APBD pada Fera.regkat Daerah;

2) h{enyiapkan dan menyusurr k*iengkapan SPP*TU dan SPtr-
TQ.uv7

3) lWengajukan SPP-"U darl SPP-LS kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK Perangkat Daerah

{yang telah *isetujui PFTK};

4) Membuat register SPP, SPM dan SP2D yang telah diterirna;
5) Melaksanakar: pembukuan trendahara;
6i Memtluat laporan penutupan kas Perangkat Daerah

kterupa Lap*ran Fe*:.:tupan Kas Bulanan;
7)Menyampaikan lap*rarl pertanggungiawaban fungsional

kepada "*e*da3aara p*:: g*l:-:ara:-r ;
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8) Ldelaksanakaa tugas-tugas kebendaharaam lainnya.
7. Penetapan hendahara penerimaan, bendahara pengeiuaran,

bendahara penerimaan pembantu da-n bendahara penge}uaran
pembantu dilaksanakan seLrelum dimulainya tahun anggaran
bekenaan.

8. Dalam meiaksanakan fungsinya, bendahara penerirnaanf
bend"ahara penerimaan pen:.bantu dan bendal:ara pengeluaranf
kiendahara pengeluaran pembantu dapat dibantu oleh pembantu
bendahara peaeril?r.aar:r dan pemhantu treadaitara p**geluaral1.
Pernbantu benel,ahara penerimaarr dan pembantu bendahara
pengeluaran ditetapkar: oleh Fengguna Anggaran Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pernl:uat

dokumen, pencatat pembuku*n *an penyusnrl laporan, serta
pengurusan gqji pegawai.

a" Berfungsi selragai kasir, rnempunyai tugas :

1) mernbantu bendahara herkaitan dengaa pelaksanaal-r

kegiatan penerimaar: dan pengel.*aran uaflg dalam rangka
penyeiesaian pembayaran baik kepada pihak ketiga
maupun pihak lain *esuai dengan nilai tresaran yang telah
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undanga*;

2] rnenerima dan menyimpan bukti penerirnaan dan
pengeluaran uang; dan

3) memtruat buku catatan bukti penerimaan dan pengeiuaran
uar18"

b" Berfr-lngsi sebagai pembuat d*kum*n, mempunyai tugas :

1) menyiapkan SPP Ur:it/Satuan Kerja/Kegiatan beserta
kelengkapannya {selain Gaji Pegarvai} ;

2) rnenyiapka-r dokume*-d*kursl*ri peaatausahaan keuangan
Pelaksanaan APBD;

3) menyiapkan alckasi dana untuk kegiatan-kegiatan pada
Ureit/$atr"ran Kerja;

4) mencatat, r*engarsipka*/menyirapare d*kumen seperti
DPA- $KFD, SK penetapan pe"jabat yang terkait dengan
pengelolaan anggaran Perangkat Daerah serta dokul"nen
iainnya; dan;

5) menyiapkan Lap*ra* Fe**rirraaan dan Pengeiuaran

{Realisasi Keuangan} secara treriadik {Buianan, Triwulanan,
Semester*n dan ?ahu*an]"

c. Berfungsi sebagai perrcatat pembukuan dan peiaporan
rnempunyai tugas :

li m*register SPD-Anggaran, .SFF Car: SFIvI;
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2) mengarsipkan I me*yimpan dokurncn seperti sFD-Anggaran,
SPP, SPM dan SpJ;

3) mencatat Penerimaan pada Buk* Ka* trern}:antu Khu*us
Penerimaan dan Buku pembantu per obyek dan Rincian
obyek berdasarkan ?a*da Bukti p*nerimaaa {TBp} dan
Surat Tanda Setoran {STS};

4) mengarsipkan SKRDI?BP darl $TS;
5) mencatat penerimaan unit/satuan Kerja berdasarkan spM

dan bukti-bukti pengeluarae Kas ke dalam Buku Kas
Fernhrantu Pe*geiuaran dan Buku pemi:aatu pengeluaran
p*r kegiatan;

5i mencatat penyirnpanan dan pengambiian uang ke/dari
bank pada Buku Bank;

7) mencatat Fergeluaran Padar pada Buku Fanjar;
a) mencatat Penerimaan dan Fenyetoran ppN/pphlpa.iak

Daerah pada Buku Pqiak;

hr) menyiapkar: SFJ lJnitlSatuan I{e:ja;
ci rnenghimpun bukti-i:ukti pengeluaran ke daiarn

daftar pengumpul pengeluaran seLragai lampiran SpJ; dan
d) mengkoordinir lap*ram Bendahara pembantu.

d. Berfungsi *ebagai Pengurusaa Cqii Fegawai, mempunyai
tugas:

1) meneliti dan mengoreksi Daftar Ga.fi;

2) menyiapkan SPP Gaji berdasarkan Daftar Gaji;
3) menyiapkan SPF RapeilKekurangan {iaji dan tain-lain yang

sah;
4) membayarkan Gaji kepada P*gawai;
5) mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Gaji pada Buku Kas;
6) m*rnungut, ra*r'nbukukan datr rnenyetorka:t PPh;

7) menyiapkan SPJ *qji; dan
8) meml:antu menSrelesaikan kewajihan Pegawai yang

berkaitan deregan g{i.

I. PEJABAT PENGELOLA KEGIATAIB

1.. Peja"bat Pelaksana- Teknis Kegiertan {PtrTK}
a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Anggaranf Kuasa Perrgguaa Barang dalare melaksanakan
pr<>grar&, kegiatan dan sutr kegiatan merunjuk pejahat pada unit
kerja Perangkat Daerah selaku FFTK dengan persyaratan pejabrat

struktural satu tingkat di bawah PA/KPA danfatau Pejabat
Fungsiona-l {penyetar*"a* jabataa struktr-:ra1} sesuai tridang

kegiatan beserta suh kegiatartnya;



h.Penunjukan pejabat i:erdasarkarr pertimtranga* kompetensi
jabatan, anggaran kegiatan, bebarr kerja, lokasi, dan/atau
rentang kendali dan pertimbarrgan objeklif lainn3ra;

c. PPTK yang dltunjuk bertanggung jar,vab atas pelak*anaan"
tugasnya kepada PAIKPA,

d. PPTK rnernpuayai tugas raencakup :

1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2j rneiaporkan perkembengar-r pelaks*-naan kegiatan clalam

bentuk lapr:ran realisasi fi*ik dan keuangan; dar:
3] rnenyiapkan dokumen a-nggarall atas bebaa pengeh.laran

pelaksanaan kegiatan.
e. Dokumen anggaraa sebagaimama dirnaksud pad.a huruf d angka

3) diatas m*ncakup d*kumerr ad*riaietrasi kegiatan rnal-lpun
dokumen administrasi yafig terkait dengan persyaratan
pernbayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan;

f. Fenetapan pejabat sebagaimarra dir::aksud pada ayat 1) dapat
diiaksanakan s*belurn dimularnya tahun anggaran berkenaan;

g. Penunjukan PPT'K cleh PAIKFA dengan ketentuan :

tr ) untuk mengelola 1 {satu} atau Lreberapa kegiatan;
2) dapat menetapkan lebih dari 1 {satu} oraftg PFTK;

3) mempunyai r*asa keqja letrih dari 12 {dua helas} bulan atau
tidak rnemasuki masa pensiun dalam tal:un anggaran
berkenaan.

2. Staf ?eknis darl Sta{Ad*rir:istrasi
a. Dalam pelak*anaan kegiataa, PPTK dapat dibantu aleh unsur

pelaksana yang melaksanakan fungsi teknis dan administrasi.
b. Unsur pelaksana *ebagairnana dimaksud pada angka 1)

ditetapkan aleh Kepala Peraagkat Daerah *elaku Pengguna
Anggaran.

c. Penetapan Pejabat selragairnana dimaksud Ci atas dapat
dilaksanakam sebelune dirnulair:.ya tahurr araggaranr berkenaan.

3. Pejabat Penataqsahaa::. Keuangan Ferangkat Daerah {PPK-
Perangkat Daerah ]
a. Untuk rnelaksartakar: anggaran )rallg dimuat da"larn DpA/DppA-

SKPD, kepala Perangkat Ilaerah rnenetapkan pejahrat yang
rnelaksanakan fuag*i tata usaha ker-rangan pada Perangkat
Daerah sebagai FPK-Perasgkat Daerah;

b. PPK - Perangkat Daer*h ;:rre$lpunyai tugas :

1) meneiiti kei*ngkap*-:r SPtr-LS pengadaan barangl jasa yang
disarnpaikan oleh b*raclakara pengeluaraa dan diketahuil
disetujui *ieh PPTK;
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2) rneneliti kelengkapa* SFF*UF, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS

gaji dan tunjangan PNS serta p*ngha*ilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diajukan oieh bendahara pengeluaran;

3) rnelakukan veri&kasi SPF;

4) menyiapkan StrM;

5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
5) meiaksanakan akuntansi Perangkat Daerah; dan
7) menyiapkan lap*ran k*uaaga:r Perar:gkat llaerah

c. PPtrt-Perangkat Daerah tidak hcleh merangicap sebagai
pejatrat yang bertugas meiakukan pemungutan penerimaan
daerah, bendahara, dan/atau PPTK;

d,. Penetapan pejaLrat sebagaimana dimaks*d dilaksanakan
sebelunt dirnulainya tal:ern anggarafi krerkenaar: atau paling
lambat arnral tahun anggaran berkenaan.

e. Penetapan PPK - Perangkat Daerah rrlcmpunyai masa kerja lebih
dari L2 {dua b*lasi hr:lan {tidak rn*r:rasu}<i masa pensiun dalam
tahun anggaran berjaian.

J. PtrRSIAPAN PELAKSAI{,&{,N KEGI,{TAN APBD

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggara* Satuan Kerja Perangkat
Daera-h {RKA-Perangkat *aer*h}
a. Berdasarkam ll*ta Kesepakatan KUA dan PFA yang telah

disepakati antara Gubernur Sumatera Utara dengan Pirnpinan
DPRD Provinsi Sumatera.Utara, dan berdasarkan Surat Edaran
Gubernur Sr.rrnatera Utara teatang Fed*rr:an Penyusunan RKA*

Ferangkat Daerah, s*hagai acuan Kepaia Ferangkat Daerah
(Pejabat Pengguna AnggaranlPengguna Barang) dilingkungan
Pernerintah Prarrinsi Srimatera Utara untuk menyusull RKA-

Perangkat *aerah.
b. RKA-Perangkat *aerah Belanja Tidak Laagsung maupun Belatrja

Langsung yarlg telatr disusun Kepaia Perangkat Daerah (Pejabat

Pengguna Anggaranl Pengguna BarangJ sebanyak 5 (iinea)

ffiacarn Fcrm, yaitu :

1) Form RKA-Ferar:gkat Daerah {Ringkasan Anggaran
Pendapatan, Belanla dan Pembiayaal Perangkat Daerah).

2) Form RKA-Perangkat Daerah 1. {Rincian Anggar"an

Fendapatan Peramgkat Daerah)

3) Form RKA*Pera.ngkat Daerah 2.1 {Rincian Aaggaran Beianja
Tidak Lar:gsr-rng Ferartgkat *aerah)

4) Fcrm RKA-Fera-*gket lla*ral: 2"2 { Rekapitr:lasi Rincian

A*ggarart B*iarlja L*:rg*uttg l:1ent*'rut trr*gram da:r Kegiatan

$atua* Ke{a Feratgkat l}a*rah}
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5i F*rrn DPA Perangkat Daerah 2.2"1 iRinciar: &nggaran
Belanja Lang*ung l\tlenurut Program dan Per Kegiatan
Perangkat Daerah)

c. Khusus untuk Kepala SKPD yang tidak mengelola pendapatan,
hanya $leriyusllrr raacaftgan RKA*SKF* sebanyak 4 {ernpat}
macam Forrnulir sebagairna*a yans dimaksud pada hutir b. 1),

3), 4) dan 5). Sedangkan untuk Kepala Perangkat Daerah yang
mengelaia Pendapatan harus rrenyr"rsun ke 5 ilimai forrnr.ltrir

RKA - Perangkat Daerah tersebut pada hurul b. 1) s/d 5) diatas"
d. RKA-Perangkat Daerah yang t*lah di*usua cleh Kepala

Perangkat Daerah seb,agaim*ta dimaksud dalam huruf b dan c
diatas disampaikan kepada P*jabat Pengelola Keuangan Daerah

{PPKD} dalar* he-l ini Kepaia Badan Feagelolaaa Keuanga-n dan
Aset Provinsi Sumatera Uta.ra untuk dibahas lebih lanjut oieh
TAPD.

e. Dalara Penyusunan RKA-Perangkat Daerah Pejabat Pengguna
AnggaranlPengguna Bara*g selaku Kepala Peracgkat Daerah
harus memperhatikan hal - ha1 sebagai berikut :

1) Belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk belanja tidak
langsung maupun beia*ja langsung harus dirinci
penggunaanrlya di d*tam RKA-Perangkat Daerah, dan belanja
yang ditetapkan daiarn RKA-Ferangkat Daerah dimaksud
merupakan batas pagu Lrelanja pengelu-aran tertinggi untulk
masing - masing kegiatan,

2) Alokasi Pengeiuaran b*lanja yal:g tercantum di dalam RKA-
Perangkat Daerah tersehut agar meraperhalikan prinsip *
prinsip efesien*i dan efektifitas dan disusun berdasarkan
standard harga yang trerlaku.

3) $etiap k*giataa dalam EKA*Perangkat Daerah harus
n:.encantr.rmkan jadwai kegiatan dan rencalla penggunaan
Anggaran setiap triwulan.

4) Lokasi kegiatar-r haru.s secara jelas dicanturnkan dalam RKA*
Ferangkat Daerah dengan ketentuan rlerl*arrtr.rmkan narrra
Kabupatenf Kota, Kecarr:atan dan *e*al Kelurahan

2. Felaksanaarl Verifika*i RKA-Perangkat Daerah
&.. RKA-Perangkat Daerah yang telah di.su*un oleh Perangkat

Daerah disaarpa*<an kepada Pejahat Fengel*laan Keuangan
Daerah dalam hal ir:i Kepala Badaa Pengel*laan Keuangan
Daerah dan Aset Pror,i*si Surnatera Utara untuk
dibahas/diveriiikasi iebih lanjut oleh Tim Anggaran Femerintakr

Daerah {TeP*} Pr*vinsi Surnatera Utara dan disahkan oleh
Pejahat Pengel*la Keuangan Saerah {trtrKD}.
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b. verifikasi dan Pen:L:ahasan cleh Tim Anggaran Pemerintal:

Daerah ( TAPD) dilakukan uatuk rnenelaah kesesuaian antara
RKA-Perangkat Daerah dan KUA, PPA, Prakiraan maju yang

telah Cisetujui Tahun &nggaran sebeiumnya, dan dokumen
perencanaan lai*nya, serta Capaiar: Kiirerja, indikatar Kinerja,

KeX.ompok $a*aran Kegialan, Standar Anaiisis Beianja, Standar

Satuan Harga, Standar Pelayanan Milimai serta sinkronisasi
program dan kegiatan arrtar Perangkat Daerah-

c. Kepala Perangkat Daerah rnenyuslia darr meayaffipaikan RKA-

Perangkat Daerah paliag lama 6 {enami hari keda terhitung
sejak tanggal Surat Edaran Gubernur diterima pemberitahuan.

d. verifikasi RI({- Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim

Anggaran Fern*rintah *a*rah i"AF*] yang ditetapkan dengan

Keputusan Gu?:ernur Sumatera Utara-, terdiri dari Unsun

Perencana, PPKD dan Linsur laianya sesuai kebutuhan yang

rnempuriyai tugas sebagai berikut :

1) tsappeda Frovir:*i Suraatera Utara bertugas meneliti
kebenaran penc.arltufilan daa per:uli*an kade, uraian dan
indikator programl kegiatan.

2) Badan Pengelclaan Keuangan dan Aset Daeraf: Provinsi
Sumatera Utara b*rtagas men*liti kebeaxan pcncanturnan
dan penulisaa k*dc rekening, uraian belanja, pagu a::rggararl
dan rinciart penarikan dara per- tri:nruian.

3i Badan Pengelolaan Pa.iak dan Retribusi Daerah Provinsi
Surnater:-a Utara b*rtuga* ateneliti kei:eaaran pen*a:rtuman
elan penulisa-*. knde rekening, uraian p*nd*patan, pagu
pendapatan da* rin*ian penerimaan per- trixulan"

4) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu bertr.lgas

meneliti kebenar*.n penganggararl pengadaan barangljasa
b*rdasarka:r satuan harga yang berlaku.

5) Biro Administrasi Pembangunan Setd,apr*vsu }:ertugas
meneliti kelreaaran penganggaran honararium, uang lemLrur,
perjalanan din** dan uraiar, belanja lainnya yang sejenis
se*uai dengaa Kepr:tr"a*an Gu.hernrrr yarrg rae*gatur tentang
itu.

e" RKA-Perangkat Daer*.h disampaikan kepada Sekretariat TAPD

yang berkedud*kan di Badan Pengelolaan Keualgan dan Aset

*aerah Fr*vi*si Sr:mat*ra Utara unt*k diverifikasi.
f. RK.{-Ferangkat }a*::s"h yang tetrah diverifrka*i, diksreksi +leh

rnasing - ma*ing unsur TAFD yang dilengkapi dengan Berita

Acara Verifikasi RKA selaajutnya diperbaiki dan disempurnakan
oleh Kepala Perangkat *a*rah.

g" RKA*Perafigket **.erah -!'arlg teiai: diperbaiki dan

elise:epurr:akan: *lei: Hepala Ferangkar $aerah disampe.ikar:



kepada lnspektarat Da*rah Pr*vinsi Surrrater*. Utara ur:.tuk

direviu, Sekretariat TAPil dalam hal ini Kepa"la Badan
Pengelolaan Keua.ngan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
dan selanjutnya diparaf dan ditandata-nga-tri *1eh urrsur TAPD

sebagairnana t*r'sehut pada huruf d dan selanjutnya

disampaikan kepada PFKD selragai bahan penyusunan

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

3. Anggaran Kas

Anggaran kas memuat p*rkiraal1 arus kas masuk yang bersumber

d"ari. penerimaan dan perkiraafl ar-trs kas keluar yang digunakan
guna mendanai pelaksanaar: kegiatan dalam setiap periode, adapun

mekanisrne penyusunall dan pen*tapan anggaran kas, *ebagai

}:erikut:
a. Kepaia Satuan Perangkat Daerah trerdasarkan rancangan DPA-

Perangkat Daerah firenylrsu$ rancangan axggaran kas perangkat

daerah;

b. Rancangaa a*ggaran kas p*rangkat daerah disarapaikan kepad,a

PPKD seiaku BUD bersamaaa dengan ran*angan DPA-Perangkat

Daerah;

c. Perntrahasan rancaflgan anggaran kas perangkat daerah

diiaksanakan bersamaaa dengan pelaksanaan veri{ikasi DPA-

Perangkat Daerah;

cl. PPKD seiaku BUD menyusun anggaran kas pernerintah daerah
guna mengatur ketersediaa"r: dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran*pf$geiuaran sesr.rai derrgan re&cana penarikan

dana yang tercantum dalar't DFA-Peraegkat Ilaerah yang telah

disahkal;
e. Anggaran kas rnemuat perkiraaa arus kas masuk yans

bersumtrer Cari p*aerimaan dan p*rkiraan arus kas keiuar yang

digunakan guna mendanai pelaksa-traan kcgiatan dafam setiap

periode;

f" Anggaran kas pemerin"tah daerah ditctapkan cleh Kepala" SKPKD

selaku FFKD.

4. Penyusuna"n Dokumert Felaksanaan Anggaran Ferangkat Daerah

{DPA- Perangkat Daerah)

a. DPA-Ferangkat Daerah disusua oleh Kepala Perangkat Daerah

{Pejahrat Pengguna Anggar*"n I F*ngguna Ban:ang} *eteiah APBD

ditetapkan melalui Peraturar: Daeral: {PERDAi ;

b. PPKD paling l*.ma 3 {Tiga} hari setelah Peraturan Daerah tentang

APBD ditetapkan, merr:heritahuka* kepada $emua Kepaia

Perangkat {}a"erah agar r"rrerlyusltrl ra*caagan DFA-SKPD;

c. Rancangan ilFA-trerangkat *aerah rnerinci sasararr yang hendak

dicapai, prsgr*.r::, kegiaian, arrggaran yang disediaka:: un*-uk
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mericapai sasaran terter:t*, dan ren*ana penarika* daaa tiap *
tiap Satuan Kerja Ferangkat Daerah *erta pendapatan y*.ng

ciiperkirakan;
d. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rarrcangan DPA-

Perangkat Daerah kepada PPKD pali:rg lama 6 ienam) hari kerja
setelah pemheritahuan;

e. Rancangan DPA - Perangkat Daerah Belanja Tidak Langsung
rnaupun Bela:rja La.ngsung yafig telah disusun Kepaia Satuan
Kerja Ferangkat Ilaerah iFejai:at Fengguna Aaggara::/ Penggr.-rna

Barang) sebanyak 5 {lima} nlacalt Forrr, yaitu :

1) Forrn DPA-Perangkat Daerah {Ringkasan Dokurnan
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

2) Farm DFA-Perangkat *aeral: 1. {Riaciaa Dokumen
Pelaksanaan A:rggrrrarL Pendapatae Perangkat llaerah )

3) Form DPA -Peragkat Daerah 2.1 (Rincian Dokurnen
Pelaksanaan Anggaran Belanja ?idak Langsung Perangkat
Daerah)

4) Form DPA - Perartgkat *aerah 2.2 { Rekapituiasi Beianja
l,angsung menurut Program dan Kegiatarr Perangkat Daerah)

5) Form DPA- Perangkat **.erah 2.2.1 {Rin*ian Dokurnen
Pelaksanaaa Ar:ggaraft B*la*ja Langsu*g menurut Prograrn

dan Kegiata::r Perangkat *aerah)
f" Khusus untuk Kepala Perangkat llaerah yang tidak mengeloia

pendap*.tan, hranya menyusun raecangan DPA -Perangkat
Daerah sebanyak 4 {empat} macam F*r:nulir setragairuana yang

dimaksud pada huruf b. 1), 3], ai dan 5). Sedangkan untuk
Kepala Perangkat Daerah yang mengeiala Pendapatan harus
rnenyLlslln ke 5 {lima} forrnulir DPA SKPD sebagaimana

dimaksud pada hun:i b. 1) sld 5] diata*.

g. Rancanga-n DPA- Perangkat Daerah yans telah disusun oleh
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf hr

dan c diatas disampaikar:. kepada Pejahat Pengel*la Keuangan

Daerah {PFKD) dalant hal ir:i Kep*la Bariar: Peng*lolaan

Keuangan Cart Aset llaerah Frovinsi $u:Natera Utara"
h. Dala"rul Fenyu*unan Rar:carigarr IIPA-Perangkat Daerah Pejabat

Pengguna Anggara-:rlP*ngguna Baramg seiaku Kepaia Perangkat

Daerah harus meatperhatikan halhal **l:agai berikut:
1) Belanja yang ditetapkar: da.iar* APBD untuk betranja tidak

langsung mauplr* belanja langsr:ng harurs dirinci
penggunaarlllya di dalam fPA. Perangkat Daerah, dan
beianja yarrs ditetapkan dalarn DPA-Ferangkat Daerah

dirnaksu<i melrpakarl tra,tas pengeluararr tertinggi untr.lk

r:rasir: g- r:rasirig kcgic-tan.
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2) Pengeluara:r belanja ya.Ilg tercarlt*m di dalam IIPA
Perangkat Daerah ter*ebut agfir mempcrl:atikan prinxip -
prinsip efesiensi dan efektifitas dan disusun }:erdasarkan
standar harga yang beriaku.

3) Setiap kegiata* dalam IIPA*P*ra*gkat Daerah harus
mencantumkan jadwat kegiatan darr rencana penggunaan

Anggaran setiap triwulan.
4) Lokasi kegiatan haru* secara jeias dicantumkan c1aiam DPA -

Perangkat Daerah dertgaa k*tentr;a* rRe::caatumkan n.aflla
Kabupaten/ K*ta, Ke*amatan dan Desal K*lur-ahan.

5. Pelaksanaan Yerifikasi DPA - Perangkat Daerah :

a. paling lama 3 {tiga} }rari kerja seteiah Peraturan Daerah tentang
APBD ditetapkan, PPKD m*rclllerit*h*kan kepada Kepala SKPD

untuk menyusun dan r*enya1r1p*rka*. rancangarr DPA- Perangkat
Daerah, untuk diverifikasi otreh TAPD dan disahkan oleh PPKD.

t). DPA - Perangkat Daeratr sehagaimana rnak*ud pada huruf a
diatas merinci sasara* yang hendak dicapai, p::ograrn' kegiatan,
anggararr yang diseCiakan ur:tr-rk mencapai sasararr ter*ebut,
dan rencana penarikaa dana tiap * tiap Perangkat ilaerah serta
pendapatan yang dip*rkirakan.

c. Kepaia Perangkat *aerah rc€nyu$lrn dan rfienyampaikan DPA-

Perangicat Daerah paling laraa 6 {enam} hari kerl'a terhitung se"jak

tanggal pemberitahuan.

d. DPA- Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretariat TAPD

yarlg berkedudukan di Badan Pengelolaan K*uangan dan Aset

Daerah Provsu untuk *iverifikasi.
e. dalam rnelaksanakan veri{ikasi TAPI} melakukan verifikasi

rancaagan DFA-Perangkat Daer"ah, ?APD bersama-sama dengan
Kepala Ferangkat Da*rale.

f. verifikasi Rancangan DPA- Ferangkat llaerah dilaksanaka-n oleh
Tim Anggaran Pernerir:tah Daeral: TTAPD) yarig ditetapkan
dengan Keputu*an Guber-rrur Sumat*ra Utara, terdiri rlari Unsur
Ferencana, FPKI] dart Uasur lainnya sesuai kebutuha* yang

mempull,Jiai tugas sehagai berikut :

U Bappeda Prcvinsi Sumatera Utara bertugas meneliti
kebenaran pencanturnafl dart penulisan k*de, uraian dan
indikatclr program/ kegiat*.n "

2I Bad"an Pengelotraan Ke*angan d,an Aset Daerah Provinsi
Surnater"a Utara bertugas rneneliti kebenaran pencanturnan
dan penulisan kode rekeniag, nraiaa belanja, paglr ariggaran
dan rinciaa penarika* dana per- triwulan.

3) Badan Fe*gelol*.a* PA;ak da:: Retribusi *arrah Frovinsi
Surnatera Utara b*rtr:gas rne*eliti kebe*aran pencantuman
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dan penuiisar: k*de rekening, uraian peadapatan, pagu
pendapatan dan rincian perrerimaan per- triwuian.

4l Biro umure dan Perlengkapan $etdapr#ysu bertugas menetriti
kebenaran penganggarafi pengadaan barangl .jasa
hrerdasarka::, s*tuan harga yang i:*rtraku.

5) Biro Administrasi Pembang**an setdaprcvsu bertugas
meneliti kebenaran p*ftganggaran hon*rarium' uarlg lembur,
perjalanan dinas dan uralan beianja lainnya yang sejenis
se*uai d.er:gan Kepri.tusa:r Guhernur ya*g raengatur tentang
itu.

g. Rancangan DFA- Perangkat *aerah yang telah diverifikasi rlan
dikoreksi oleh masiag-masing ursur ?APD yang telah dilengkapi
dengan Berita Acac'a Verifika*i DPA Pera;:gkat Daerah
selaqjutnya diperhraiki dan disempr:re*.ka-n oleh Kepa"la

Perangkat Saerah.
il. DPA-Perangkat llaerah yang teiah diperbaiki dan disernpurrraka.n

oleh Kepaia Ferangkat *aerahr dtsaa-rpaikan kepada Sekretariat
TA.PD dan **lanjutny*" diparal dan ditaadatangari oieh unsltr
?APD sebagaimana ter*ebut dalain huruf f dan selanjutnya
disampaikan kepada PPKD.

i. PtrKil nxenyarapaikan DPA-SKtrI] yang teiah *iverifikasi Can

sudah ditandatangani oieh urisu.r TAPD kepada Sekretaris
Daerah Fravinsi untuk mendapat persetujuan guna
pengesahannya.

j. DFA- Perangkat Daerah yang telah di*etujui olehi Sekretaris
Daerah Provinsi, disatrkan oleh FFKD.

k. Proses verifikasi DPA- Ferangkat Daerah aleh TAFD sampai
dengan pengesahann1ra oleh PPKD, dilaksanakan paling lama 15

(lima belasi hari keqia, terhit*r:g *ejak tanggal pemheritahuan
oieh FtrKD.

1. PPKD menyampaikan IIPA- Perangkat Daerah yang telah
disahkan kepada Kepala Perangkat Daerah, k:.spektorat l)aerah
Frovinsi dan Ferwakilan BFK di Meda::.

m. DPA-Perangkat Daerah sebagaimaaa dimaksud pada angka 4.a

tersebut diatas digur:aka* sebagai d*"sar pelaksana anggerarr
oieh Kepala Perarrgkat Daerah selaku Pen&guna Anggara"nl

Pengguna Barang.
n. Kepatra Perangkat Daerah berdasarkan rarrcangarr DPA-

Perangkat Daerah r*en3'usurl rarlcailgan *xggaran kas Perangkat
Daerah daa disampaikac kepada PPK* bersamaan dengan
rancangan IlpA- Perangkat llaerah. Pernbaleasan rancangan
a.ng#aran kas Ferangkat Da*rata dimaksud di.laksanakan

hersamaan Cengan pembahasa* ret:cafi.gaii *FA- Ferangket
Ilaerah"
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TATA CARA PELAKSANAAN trtrNGADAAN

BARANG / JASA Ptr&TERII.i TAH KtrLilATAN APBD

A" PHRSIAFAN PC1\iGADAA}i BARAi!*/JASA

1. Pereneanaan Pengadaan Barang lJasa
a. Perencanaan pengadaan disusun *1eh PFK dan ditetapkan

+leh PAIKFA ya*g r*.*liputi ideetifikasi k*brituhan, penetapan
-ba::ar:gfja*a, *ar*, jadN.al d*re a&gg*.rant Fengadaan

Barang/Jas*". Pengadaan B*ranglJasa dilaksanakan dengan

cara swakel*la da*l atar: Peny*dia.

b. Perxiapan P*nga*aan dapat diiak*anakan seteiah RKA

Ferangkat ilaerah disetujui *ieh DPRD. Untuk Pengadaan

BaranglJasa yang kcntrakr:"ya }:.*rus ditandata::gani pada awal

tahu.n, persiapan: per:.gadaan danlatau pemilih*.n Fenyedi.a

dapat dii*.k*ar:aka* s*tetrah p*rs+tujuaa RKA F*rangk*t Daerah

sesuai ketentuan peraturan perun*ang- :.lndangan.

c. Persiapar:. Peatgadaar: *iiake&an *ieh FPK mehpeli:

i) Reviu dan men*tapkar*. spe*if?ka*i t*knis/KAK;

2) Penetapan spesifikasi t*knislKAK ipenetapan detaileri

engineering desiga untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan

Kcnstruksi);

3) Fenyus.i.:*ar: da* :'rl***tapka:t HFS;

4) Penyusunal dan menetapkail ranca*gan kontrak; dan

5i Menetapkari ri*rig m*ka, Jamiaa-r: r"laag rrr*.ka, Jaminan

pelaksanaan, Jarain*:r perr:e1iharaarl, d,an/atau

perlye*uaian harga.

d. Disamping itu PPK n:.elakukan identifikasi apakah barangfiasa

yang akan diadakan termasuk dsiam kat*gori barang/jasa yang

akan diaelaka:r m*lalui pe:::.gadaan trangsung, E-pur"cha*i*9,

atau terma*uk pengadaax khus**.

Yang termasuk pengadaaa khusu*, yaitu:

1) Pengadaan Bara*g1Ja*a dalam rangka Penaaganan

Keadaac? Darurat;

2) Pengadaan Barar:ElJa*a di L*ar I{egeril

3) PengaCa*n Ear*nglJasa yaas aaasuk dalant Pengecualian;
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41 Pen*iitian; atau

5) Tenderls*leksi 1nt*rna*iane.tr dan *ana pi*jaman Luar
Negeri atau Hibah Luar" I{egeri"

e. Pengguna Anggar*-trlFe*gguna Barang menyusun d,a.n

rnenetapkan rerlcana pengariggarari pengadaan tiarangljasa
yang ter<iiri ata*: biaya bara*gfiasa itu ser:diri, biaya
pen<iukuag dan bia3..a administra*i yang dip*rlukan untuk
prCIses pengadaan, sesuai dengarr p*ratura:: p*r-erndang-

undangan"

f. Biaya pend*kung d.apat aren*akup Lriaya pema$angan, hiaya
peregangkutari, }:iaya pelatiharr.

g. Bia3.a adrrrinistrasi dapat terdiri dari triaya peilgufirurnan

pengadaara barar:g, lec*+rariun: pejabatpeiak*aaa pengadaan

e,ntara" iain : PAlKPAlPPKlPckja Pemilihan, Fejabat

Pengadaan, Pa-nitiajP*jabat Peiaeriksa. }:asii Fekerjaal dai:,

PejabatlTim iain yac-g diperlukaa, hia3's suffiey

lapanganf pasar, biaya penggaadaan dakumen dan }:iaya

lainnya untuk mendukung p*laksanaan pengadaan

barang/ja*a {anta-ra lain: penCapat a}rli hukurs k*ntratr<, biaya

uji coba]. Bia;ra adr*ini*trasi ur:tuk k*giatar:lp*kerjaan yang

akan dilaksanakan pada tahua angsaran yang akan datang

namun pengadaan&ya dilaksa*aka:r pada tahun a*ggaran

ftrerjalan harus disediakan pada tahua anggaran be{alan.

h. Daiam menetapkan kebijakarr umuryt yang meliputi pernaketan

pekeriaan, cara pengadaan barang/iasa dan pengorganisasian

pengadaan barang/ja*a, FAIKPA danlatau PFK wajikr

rnemp*:-hatikan ket*ntuan sebagai berikut :

1) Pengadaan baranglja*a meningkatkan penggun"aan

produksi dalam *egeri da:: periu.asan kesernpatan hagi

usaLra kecil.

2) Niiai paket pengadaan baranglpekerjaan konstruksil jasa

lainnya paling banyak Rp. i5.0C10.0S0.0il*,*S {Liura belas

rnilyar n:piah] d,ip=rxnti:kkar: tr*gi r:salaa kecil dan/ataLr

k*p*ra*i, k*cuaii ur:t*k paket pe*g*daai! yal:g menuntut
kompetensi tekais yaag tidak dapat dipeauhi oleh usaha

k*ci1 dan k*pera*i.
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3) Wqjib rnenggllrlakaa pr*d*k *saha kecil serta koperasi

dari ha*i1pr*dak*i dalam n*geri.

4) Diiarang menyat*ka* at*"u memusatkan beberapa

lcegiatan yang ter*ehar di betrerapa daerah/lokasi yang

clenurut sifat pekerjaax dan tingkat *f?sien*inya

sehar*snya dilak*kaa *i riaerah/ l*ka*i masing-masing.

5) Dilarang meryatukar:lrn*nggabungkan beberapa paket

pengadaaa r::e::ur*t sifat *.ar: j*:rl* ha::ue dipixahkan.

b) Menyat*kan h,eberapa paket FengaCaan Bar*-a:glJasa yang

tresa-r"arr nilai*ya seha*rsny*. dilakukan oleh use-ha kecii;

danlatau

7l Dilaraag rxernecah peagadaan barartg/jasa ruenjadi

beberapa paket d**g*a mak*** untuk menghindari

tender/seleksi.

8i h4enyusun Kera-agka A**a:r Kerj* {I{&K} yas.g mendakung

pelaksanaan kegiatan/p*kerjaan yang sekurang-

kurangnya memuat xraian kegiatan meliputi latar

belakang, maksi.rd dan tujuan:, dasar h*kurn, target atau

s&saran, iokasi kegiatan:, surr:b*r pendar:.aan, rus"ng

lingkup pekerjaa-n, jxmlah texaga -yaeg dip*rlukar:, waktu

yang diperlukan mulai dari pengumuman, rencana

pengadaan oa::-rpai del:gaa per:.yerahan barangfjasa,

spesifika*i teknis trarargljasa :iang akan diadakan serta

besar*ya tatal perkiraan biaya pekerjaan termasuk

kewajiban pajak yang har:-is dib*bankan pada kegiatan

tersebut.

9) Rencana umurr: per:gadaae/E-B*1a*ja diir:p*t oleh PFK

pada aplikasi E-Keualgan. R*ncana umum pengadaan/E-

Belanja ya:?g dii*put r:t**rpakan: daftar rertcalla

Fengaeiaan BaranelJasa yas# akan dii.aksanakan oleh

P.&/KPA da:: telah *ifir:aiisasi.

1t)) Admin E-Keu*"n$an rr:enarik rerrca*a Ltmurn pengadaanlE-

Belania yang tel*h *iinput di aplikasi E-Keu*.ngatr ke

aplikasi Si*ters: I*l*etna*i R*ncar:a Ua:r"rm Fe::rgarlaan

{SIRUP} {proses integrasi}. $etelah proses penarikan

sel*smi, R*r:*a*a $En11;1: Fsilg*,*aan I E-B+ianj* akan ta3rang

dan Ciumumkacr **da Si*tem infcrrrasi Rencana {."Imum
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Pengada*-n {SlRuF}.Fr*se* per:arikar: t*rhubung antara

adrnin E-Keua:rgaa ke LKFP {bida*g Moner,.} dan terkoneksi

ke LFSE.

11) PPK mernbuat paket pada aplika*i SPSE dengarr

menginput HPS, Spesifikasi ?eknislKerangka Acuan Kerja

(KAK), Gambar, dan Rancangan Kontrak.

12) PPK nleriyampaikar:. p*rmintaan pemilihan penyedia

kepa*a UKPB.] *engan r:e*1*r:gkapi **kumen p*rsiapan

peng*daa:: -yang t*r*ii dari i{PS, Spesifikasi

TeknislKerangka Ac*ar:, Kerja {KAK}, Garnbar, dan

Rancangan Kontrak sert*. dilengkapi lampiran : $urat

Keputusan Penetapa:: sebagai FFK, **kur"ren .&nggara:r

Betranja, tr* pa-ket HUtr dan re::car:a wa!<tl: penggu::aan

harangfiasa.

13i SetelaFr d*k*ri:en per*iap*-r"r p**gadaan diteririla Can

diryataka:: le*gkap. K*paia UKPBJ r**netapkan Fckja

Pemilihan, untuk selanjutnya Pakja Pemilihan melakukan

persiapan pentiiihan P**yedi*.

14) Setelah perr**h*$*.n pe$rilihan per:y*dia **,ri PPK kepada

UKPBJ di*etr:jeri, rliiak*ka:r pr**es Re.:riu *leh Fokja

Per*ilihan

i. Daiam me*etapka* k*bijaka* r:rrrt-lrr1 tenta*g Crganisasi

Pengadaaa, Kepala *a*rahlPAlI{PA membentuk organisasi

pengadaan ya$g terdiri dari: FA; KPA: PPK, Pejabat Fengadaan,

Pokja peadiihan dar: ?im Laienya ]rar:g diperlukan antara lain:

Tim Uji Coba; FaaitialFejabat P**ctriti Feiaksanaaa Ksntrak.

j. Angg*ta P*i<ja Pemilihacl b*rj;:r'tiah 3 itigai sr*:lg dan dapat

ditambah herdasarkar: k*mpkksitas pemiliha:r penyedia.

k. Untuk me*ur:.jaxg pelaksanaa* k*::t*sfsay*r*Lrara, Pe*gguna

A*ggaran {PA} meaetapkan lim juriltim ahli.

1. Ketentuan pengajua-i: Ren*ana Persiapan Pengadaan dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) Jika w*"ktri pelak**na*rr p*k*rjaan leLrih Cari I bulan

hingga- ?2 bul*:r, r:aeka }:atas terakhir pengajuan HFP

adalah akhir bula* S*verlrber tahua *ebelumnya;
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2) Jika uraktu peiaksa*aa* pekerjaan kurang {:ari q h*lan

dan lebih Sari S butrarr, rt:*ka batas i*rakhir pengajuan

RFP adalah akhir betlan Pebruari t*.h,un be{alan;

3i Jika waktu pelaksanaan pekezjaax kurang dari 6 i:ulan

dan lebih dari 3 bu1ar, *r*ka bata* terakhir penge.juan

RPP adalah akhir bulan Mei tah*:a kreqalan; dan

4l Jii<a waktu pelaksanaan pek*{aan tr<urang dari 6 bulan

dae i*bih dari 1 br.rlaa, maka batas terakhir pengajuan

RFP aCalah akirir bulan Agustus tahun berj*3an;

5) Jika pengajuan RPP di luar d*ri jadwal yang telah

ditentr:kan, harr;* mendapat persetujuar: minimal dari

S*kreta::is Daerah Frovinsi.

2. Pemiiihan Sist*m Fengadaa::

a. Persiapan Pengadaaa Barang/Jasa melalui Penyedia yang

diiakukan *leh F*kja Pea:i1i?r*rilFejabat PengaSaaa adalah

dengan nilai Pagu Anggarax paket pcngadaan bernilai paling

seclikit di atas Rp?00.000.880,*O {*ua raius juta relpiah}antara

lain yaitu :

1) Fenetap*-tr raetad* per*iliha* Penyedia;

Metod* pe::r:iiihan Fe*yedia Bara*g/Pei<erjaan

Konstraksil Jasa Laianya melipr:ti:

a) Penunj*kan Lang**rrg

I{r:iteria Penunjukan Lang*ung Pen3reelia

Barang/ Pekerjaan l{*nstruk*il Jasa Lai*nya meliputi :

i. Penyelenggaraart peayiapan kegiatan -ya$g

n:end.adak untr:k meninCaklartj*ti kemi*nen

internasi+*al dari *ihadiri *i*h Presiden/Wakii

Presiden;

2. Barangljasa yarrg bersifat ra]:asia untuk

kepentinga:r Negara meliputi intelijen,

perlindungan *a.ksi, pengamanan Presiden dan

Wakil Prcsiden, &4antaa Fresiden dan Mantan

Wakil Frc*id,en beserta ketr*arga:rya serta tamu

negare *etiagk*.t k*pala negaraf kepela

pernerintahan, atau harangljasa lain bersifat

raha*ia ss#reai **i:64:: k*t+aiua* p*raturan

peru ndang- ur:.dangaa ;
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3" Fekeijaai: K*nstruksi bangu*ar: yang

merupakan setu kesatuar: sisterc ko*struksi dan

satu kesatuan tanggung jawab atas resil<o

kegagalan bangur:an yang

se carakeselu mhantid*i<dapatd ire*careakan I diperhi

tungkan sei:elumnya;

4. BaranglPekerjaar:. K+rrstruksi/Jasa Lainnya yang

han3,a dapat di*ediaka* *ieh 1 {satu} Peiaku Usaha

yang malTlpu;

5. Pengadaan dan p*n3.'aluran benih unggutr y-arig

ureliputi Lrenih padi, jagung, dan ked*lai, serta

pupuk ya&g melip*ti LJr'*a, NFK, dan ZA kepad"a

peta.ni dala:* ra*gka nt*njarr:in ketersediaan

benih dan pupuk secfii'a tepat dan cepatuntuk

pelak*ana*rr peni*gkat*"n ketaha*an pangan;

6. F*ke{aan pra$a.rana, saralla: daa utilitas ur:tllm

di lingkuagan perumahan bagi lr{asyarakat

tserpengha*ilan R*ndah yang di.Lak*anakan oleli

p*ng*mbang yaclg bersa::.gkr.ltxn;

7. Earacgf tr*k*rjaan K+r:*i:*uksi/Jasa Lainnya yang

spesifik dan hanya dapat <iilaksanakan oLeh

perri.egarig hak paten, atau pihak yang teiah

rnendapat zzi* dari Fertregang hak paten,atall

pihak yang menjadi pemeriang tender untuk

mendapatkan izin dari p*rnerintah; atau

8. Barang/Feke:j*.an K*nstruksilJasa Lainnya yang

*etelah dilakukae ?er:*er ulang rnengalanti

kegagaian.

b) ?end,er Cepat

Tezider Cepat dilakukan untuk m*tnde pemilihan

Penyedia EaranglKcr*strukxi/Jasa Lainnya dalam ha-l

pelaku usaha tetr*h terkuali{ikasi dalam Sistem

Informasi Ki:rerja Feny*dia BaranglJa*a iSIKaP) yang

tidek memeri:-akaat peailaian kr:a1i{ika*i, evaluasi

penawararr adn:ixistrasi, evaluasi penawaran tekni.s,

sanggah dan s*r:ggah ha*ding. Teadcr Cepat dapat
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dilakukan untuk pe*gadaa:: Barangll{+nstr*ksilJasa
Lainnya dengan krileria:

U spesifikasiteknis/I{AK d*.n volume pekerjaan telah

ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis
tidak dik*expetisikan ;

2) Ilimungki*kan pe-ryebut*r: m*rek da-lam spesifikasi

teknis/KAK setragairytaaa dalarn ketentuan pasat lg
ayat {2} hurul b da& h:;ruf c, Feraturan presiden

I$omor 12 ?ahun 2*2 i tentaag pengaCaan

Bar*ng/ Jasa Femerintah.

*) Tender

Tender digrrr:*kaa d*lam hal tidak dapat

menggunakan E*purcha*iarg, p*agadaan Lar:gsung,

Penunjukan Langsung da* Terider Cepat.

Daiam hai t*rdapat ker*gaata:: iteat, peayeharan

Iokasi/tempat kerjaltempat serah terima,
keterbatasan kapasita* dari pelaku usaha sehagai

akibat dari konsoiidasi mak* p*kja pemilihan dapat

menetapkan met*rle Tend*r it*miz*d.
Pada Tender itemized pe*erta p*rxilil:an dapat

rneriau/arkan satu/beberapa/seluruh it*m baranglS'asa

yang ditenderkaaa, darz P*kja Fereiiihan :::er:*tapkan

lebih dari i {satu} penlenang per:d1i}rac/penysgia.

3. Metode peraiiihaa Penyedia Ja*a Ko:rsulla::si

Pokja Femilihar: rn*lak*anakaa seleksi atau penunjukan

Langsu*g untuk Fengadaan iasa K*a*r:ltansi derigan nilai Pagu

Anggaran paii*g s*dikit di atas Rpi**.*o*.G**,** {*eratu* jr"lta

rupiah)"

&.. Penunjukan Lar:gsung

Fenunjukkarr l,ar:gs*rrg dap*t dilakrekan dalam ha1:

1) Jasa Ka*sultan*i yang h*:lya dapat dilakukan oleh tr (satra)

Felaku U*aha yeng ry:slnpri;

2\ Jasa Koasuitansi y*.i1g hanya dapat Cilakukan *1eh 1

{satui Fem*ga&g hak *ipta yarig t*iah t*rdaftar etau

pihak yang telah m*ndapat izin peffiegang hak cipta;

3i *Iasa K+rr*r*1tan*i di hida*g hlak;;m m*lipriii k*nsuitmm

hukumladvokasi *.rare penga*,aan ari:iter yang tidak



t8

direnca*akar: sebelurxr:ya, uatuk *renghad"api gugatan
dan/ateu luntutan huknm ded pihak tertentr.l, yang
sifat pelaksanaan pekerjaa:: danfatau pembelaannya

hams segera daa tidak dapat ditunda; atau
4) Ferrnintaaq b*ruiang {r*pe*.t *rder} untxk Fe*y*d,ia Jasa

K+nsultar:*i yar:g saffia dit*erikar: batasar: paling

banyak 2 iduai ka.li" permintaan berulang {repeat orderi

clapat digunakan:

a) Perrnintaaqr berulaag {r*peat orderi untuk Fenyedia

Jasa Konsultagsi yang $afi:a diberikan kratasan

paiing banyak 2 {drla} kali. permirrtaan berulang

{repeat *rder} riapat digunakan:

b) De*ain berulang, cor:t*hnya pekerjaan per:*buatan

desain gedung sekclah, gedung runtah sakit, gedung

k*-nt*r, darr iail:- lai*"
Ferrninta*:r bemla:rg {r*peat *rder} d.apat <liiakukan

dengan syarat Penyedia bersangkutan mempunyai

kineq'a baik berdasarkan p*nilaian FpK. penilaian

PenyeCi,a *l*h FPK rnelip*ti:

a) Kuaiitas hasii p*kerja*n *esuai KAK;

b) Kemajuan atam prestasi pekedaaa sesuai jadwai

dan tidak a*a k*terlar'tbatan:

c) Pelak*anaarr pekerjaan **suai jaagka rvaktu yaflg

ditetapkan d.ai*"m Kentr ak;

d) Pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu =yang

ditetapkan dal*ra K*:r:trak;

e) K*taatan d*:r kelengkapan dalarn mem*nuhi
adrninistra"si pekerj aan sesuai. dengan Kontrak"

5) Jasa K*yl*uI.tarr*i yang *eteiah dilakukai: seleksl uiang

n:er:. gaXarrli ke gagalan ;

6) Pemilihar: penyedia ur:t*k mdanjutkan jasa konsuitansi

claiam hal teq'adi p*rirutusan k*r:trak;
7) Jasa k*nsultansi yang b*rxifat rahasia sesuai dengan

ketentu a:a p*rat*ra:: p*ru nda::g- r:n*an garr ; atau

8) Jasa ahli **wan Seagk*ta K*atrak"
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b. $eleksi

$eleksi dig*nakan d*la*: hal tidsk dapat cle*ggu&akarr
Fengadaan Langsung dan Fenunjukan Laagsung.

1l Pe::*t*-pxrr M*t*Ce Kualifikasi;

K*aiifikasi areri,:paka:: eval*asi k*mpetensi, kemampr;an

u.saha, darr pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.

Kualifikasi dilakxkan dengan pa**akualifikasi atau
prakuali$k*.si.

a. Fascakuaiifika*i m*rupakan proses evaluasi kualifikasi
yang dilakukarl *etelah penj.ampaian penawaran.

Pascakualifikasi di1*ksar:akan pada pelaksanaan

pemilihan F*nyedia *+bagai b*rikr:t:

ai Tender BaranglFekerjaan Konstruksi,Uasa

Lainnya untuk P*r:gad.aa:r yang hrersifat tiCak

kcmplekx; ata*
b) Seleksi Jasa Konsultarrsi Perorarigan.

Evaluasi kualif,kasi dilakukan bersamaan

dengan pe}aksana*x evaluasi. admir-ristrasi.

Evalua*i kualifika*i rrlenggurrakan metode sisterEl

gltgur {pass ar:d fai}}" Evaluasi dilakukan terhadap

kompeten*i, ke::rtaa:pua* **aha, dan p*rnenuhan

pereyaratar: sebagai Fe*_yedia yang ditetapkan

dalam Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan

lulus kualifikasi apabila m*::nenuhi seluruh
persyaratan k*alifika*i.
Fembuktian kualifika*i diiakuka* terhadap calon

pemenarig.

b" Prakualif?kasi merupakar: pr*ses *v*luasi kualifikasi
yaxg dilakukaa sebelum penyampaian pel:ralvar"an"

ilrakuali{ikasi dilaksanakan pada pelaksanaan

pemiXihan Pe*yedia sebagai berikut:

a) Tender Ear*::glFeke{aa:t K*nstruksilJasa
Lain*ya ur:tukFengadaa:: yar:g bersifat k+mpleks;

b) F*ngadaan ya&g bersifat k*mpleks actalah

Pengadaa:::. S*raxgfF*k*rjaan K*::struksi/"Ia*a

Lainnya y*fig r:e*mpunyai resiko tinggi,
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merfierluken tekr:*l*gi tinggi, ftlerrggunakan
peralatan yeng did*sain khusu*, dan/ate.u eulit
mrendefinisikan secara tekris bagaimana cara

mernenuhi kebut*ha*, dan tujuan pengadaan

Bararrg/Jasa.

c) S*leksi uniuk Jasa K**suita::si Bada* Usaha; atau
d) Penunjukal l-angsung.

Svaluasi kualifika*i pada prakualifikasi menggunakan

n':.etode:

a) sistern gugur untuk Penyedia Baraag/peke{aan
Kon*truksi/Jasalainaya dan pada prsses

Penunjuka* Laags*ng; *tau;
b) sisteffi pembob*tan dengarr ambang batas untuk

Penyedia Jasa Kan*ultansi.

F{asii prakuali{?kasi :

a) untuk Tender Barang/trekerjaan K*nstruksilJasa
Lainnya p*ling sedikit 3 {tiga} peserta yang iutrus

kualifikasi;

bl untr-rk Sel*ksi Jas* K*Ersuitansi Badan lJ*aha
paliag *eelikit 3 {tiga} dan palir:g ba*yai< y itii"iuh}
peserta yerrg iutrus kualifika*i; atau

c) untuk Penu*jukaa L*:rg**ng hasil prakualifikasi

rnemenuhi at*u tidak *remenuhi *yarat kuaiifikasi"

Apabila peserta yang 1u1us kualifikasi untullc

Tenderl$eleksi kurang dari 3 {tigai, prakualifikasi
dinyatakari gagal dar: rlilakuka_n prakualifiicasi alang.

2) Penetapane F*r*yarat*.n i{u*3it?ka*l F*:ty*dia

tr*kja F*n:itrihasl Eri**3rssqr: p*rsg*ratar: Fe*y*di*. deriga::r

m*:rtp*rfuatik*st j*r:i* *ara*gfia*a, g:ilai F*g:: Ar:gg*ra::, dan
k*tegrt**sl yar:g i:*rkaitatt **r:gan g:*r*yar*taa Fel*ku U*aha

baranglja*a t*rt*r:le 3"*a::ig dit+tapka:: *leh in*taasi yang

berwenamg. *ala:te r$*c:*ratruk** per*yaratarr P**yedia, P*kja
Pertiiiha:: Silar*:g re*c?el3lb*]? p*r*y*"rataa kri*tifika*i yang

diskriminatil dan tidak *bjektif yarrg dapat mer:.ghamLrat dan

itrembata.si k*ikxt*ertaa* P*iaku lJsaha daiam Fr*$fis FsmiiihflIx,
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Pokja Pemilihan rr1erlSiusnn p*r*yaratan kualifikasi untuk
rnerna*tikan F*iakr-r usaha -var.rg aka-* meaj*"di Fenyedia

barangljasa mer:ipunyai kemarnpuar: untuk menyediakan

barangljasa. Fersyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan

administrasi/legalitas, tehai*, dan kcuamgan "

syarat Kualifi kasi Admir:i*tra*il Legalitas Fenyeiia Barangf .trasa

Persyaratan kualifikasi Administrasillegalitas untuk penyecia

Barangl.lasa, m*liputi:

a. memiliki sura.t irz* usa?:a se**ai d*r:gan peraturan
perundang- undangan, *_ntara lain di bidang pekery"aan

konstruksi, perdagangan, ja*a lainrrva, atau jasa

konsultartsi sesuai *"eagan *kala u*aha

{*egrnenta*ilklasifikasi}, kateg*rilgotronganlsub

golonganl kelornp*k atau kuaiif?kasi lapangan u*aha.

h. untuk *saha Xleroral-ig*r: tidak dip*rh:kan izin u*aha;
c. memiiiki N*m*r Induk Berusaha ixIB) atau Tanda Dajtar

Perusahaan {TDP}:

d. rnemiiiki NPWP dan status vatrid keterangan wajitr pajak

berdasark*n hasilK*nfirma*i Status Waj ib p* ak;

e. mempunyai atau z*enguasai ter:rpat usahalkant*r dengan

aiarl:at yang b*aar, tetap dan j*1as berupa milik sendiri atau

selva.

f. $ecara hakum l.rrerntr]u?1yai kapa*ita* uatuk n:engikatkan diri
pada Kontrak yang dihruktikar: dengan:

1) Akta Pendirian Peru*a1:aam da:rlatau perribahannya;

2) Surat Kuas*. {apabila dikuasakaa};

3) Eukti bah:a.a yarrg diberika* i<uasa mer-up*kan pegawai

tetapa; dan

4) i{ar* Tar:*a Pend"ud.uk.

g. Surat Pernyataan Fakta lntegrita* meliputi:

1i Tidak akarr n:etrakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisn:*;

21 Akan aelaporkaa kepaCa FAIKFA jika mengetahui

te{adiny* praktik K*nlp*i, l{*larsi, dan N*pcti*me dalarn

proses per:gadaa:r ir:i.

3) Akan *:*ngikxti Fr*s** Ff*Se*aa* fififiara h*rsih,

transparan, darr pr*f*sior:.a1 unluk m*srLrerikan hasil
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keq'a terbaik sesr.rai ketentuan peraturan perund.ang-

undangan; dan

4) Apahrila melanggar hai-hal yaclg din3-atakan dalam
angka 1), ?i dan 3) r,aaka bersedia menerima sanksi
sesuai der:gan pe:'aturan pe*rndang-ur:dangair.

h. Surat pernyataa:l y*,::g riitar:da tanga::i F**erta ya{?g b*risi:
1] Yang bersangkutan dan manajemerrnJ.a tidak d.alarrt

pensa:*iasar: p*ngadila*, tiSak pailit, dalr k*giatan
usaha-nya tidak **daag €iher:tikaa;

2j Yang bersangkutan berikut pengurus bad.an usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) Yang bertindak unt:.rk darr at*.s rra$ra badan usaha

tidak sedang dalarn n:eqjalar:i *anksi pidana;

4j Pimpinan dan penguru$ badan usaha bukan sebagai

pegawai Kementerianllembaga/Perangkat *aerah atau
pintpinan darr pengurus badaa usaha eebagai pegawai

Kementerianll,*rcLr*.galPeraegkat Daerah yang sedang

mengaml:il criti dil*ar ta*ggerlgan Negara;

5) Pernyataan lain ya::g raanjarii syxat kualifikasi yang

tercanturc? daiar': **kurreer: Fe*:iliha*; dari

6) Data kualifikasi yang diisikan dan doi<umen

penawaran ya*g disasnpaikan bcaar, dan jika.

dikeruudian ltari ditersukan hahwa datald*kumen yang

disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka

direktur utama/pirnpiaan perusahaan/plmpinan

koperasi, atau kepatra cabaag, dari *eluruh anggota

konsorsir**:/keqja sat::ra operasi/k*ratitraarr/bentuk kerja
safila lain trersedia dikenakaa sanksi administratit,

sanksi pencant*t&az d*Jam daftar hitam, gugatan

secara perdata, danlatau p*laporan *ecara piCana

kepada pii:ak berwena*g sesuai deng*n ketentuan

peratura:r peruada::g-*ndan gan.

i. Dalam ha1 Peserta akc* rxelaktrkan kor:sor*iurnlkerja
sa:**. op*rasilke*titraar:t'b*ntr-:k keqja sarEla lain harus

mernpunyai perjanjia* k*a**rsiumlkeda sama

opera*i f k*m:traan f h*:ttrak kcrj a *arae lfi,in,
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Svaiuasi persyarataa pada }*rr*f h aagka 1 *ampai

dengan angka 5 dilakuka* ustuk s*tiap Badae Usaha

yang rnenjadi bagiaa dari k*n*arsj,um/kerja sama,

operasif kemitraanlbentuk keqja sama 1airr.

Untuk Usaha Mikro, brer:tuk p*ririnat:' b+rupa kin Usaha

IMikr+ Ke*ii {IIJ&,{F{} da:r tidak disya:'atkarr ?anda Daftar
Perusahaan {"DP}.

Perx;raratan kualiiikasi Ad*ticli*trasi/L,egalita* untuk
PenyeCia Pekerjaaa Konstruk*i. clan Ja*a Kansultansi

Konstruk*i berdasarkan ketentr:an peraturan Perund"ang-

uncl.angan di bidang Jasa K*nstr-uksi beserta ped*man

peiaksanaan ya*g *itctapka;r *1eh Me*teri yeng

r*embidangi Jasa K*n*tr*ksi.
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk
FenyeCia Barang/ Jasa. P*r*raagarir *aetriputi:

U Memiliici identitas k*warg*r:egaraa11 In<i,*riesia *eperti

Kartu Tanda P*nduduk {KTPilPa*por/Surat Keterangan

Domisili ?inggal;

21 h4emiliki IIIFWP dai: *tatxs v*lid k*teraxgan Wqjib Pajak

berdasarkaa ha*i1K*niirma*i -$tatu s Wajih paj ak;

3) Menandatanga*i Pakta Integritas; dan

41 Surat p*rnyataa& yang *.itarrda taagar:i ?:*s"isi:

a) tidak dikenakas Sanksi Daftar Hitam;

b) keikutsertaan:rya tidak rr:enimL:uikan pertentangan

kepentingan pihak yaftg terkait;

c) tidak dalam pengawasan pengadiia* dan/atau
*edar:g menj*1ani saaksi pidana; dan

d] tidak beretat:-rs Aparatur Sip* Negara, kecuali

yang b*r*arrgk*tal: meng*.:ni:i? cuti dila"iar taaggungan

Negara.

3) Syarat K*alifikasi Teknis Pe*yed.ia

ai Syarat Kualifikasi Tekai* Fe*yedia Barang

Persyaratan ku*.li$kasi t*k:is u:rtuk Pen-:re*ia Barang:

1i M*rniliki p*::gai*.r::ax:

a) Penyediaan ba:'a:ig pada divisi yarrg sama paling

kuraxg 1 {*at*i p*k*rja*.* daiam k*r*n waktu tr {*ati*)
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tahun terakhiir baik di iir:gk*aga1'r pemeririt*h rrrarrpun

swasta, termasuk p*r:gala:*an sxlrkaatrak; *an
h) Penyed"iaan barang *ekurang-kur:amgnya datrarn

kelompok/grup ],ang sar:ta paling kurang I {satu}

pek*rjaar: dalam kurar: rnraktu 3 {tigai tahun

terakhir klaik di ii*gku-*g*n pem*ri::tah maupun

swasta, termasuk pengalarnan subkontrak.

2i Merniiiki keata*tpr:aa r.r**-ik meayediak*,n sumber daya

r-nanusia dan per*3at a yang dib*tuhkan dalarn proses

penyediaan ter*:a*uk layanan pllrna jual iiika dipei'lukarr).

b) Syarat Kualifikasi ?eknis Fenyedia Jasa Lainnya

Persyaratan kuali&kasi tek*ix uretuk Peayedia Jasa Larnnya:

1) ivlemiliki peagalar*aa:

a) penyediaan jasa pada divisi yang sama2 paling

kurang 1 isatu] pekerjaan d*la;rr kuri-rr: x-aktu 1 {satu}

tahun terakhir baik di iingkunga$ pemerintah maupu&

swasta, termasuk pengalaman subkontrak;

hr) peny*diaaa jasa sekur*.ng-kurangnya dalam

kel*rr:p*klgrup -1*arrg sama p*3ir:S k:"rrang tr isatui
p*ke4'aan dalarrr kr:r::r:. :vaktu 3 {figa} tahun

terakhir baik di lingkxngan pemeriatah rnaltpun

sw&sta, termasuk pengalamaa subk*r:.trak; dan

ci nilai pekerjaan s*j*ei* t*rtinggi dala* kurr.n waktu

1CI {sepuluh} ta-i:un terakhir uatuk usaha non kecil

paling kurang sarrra dengam S0% {lima puluh persen}

nilai t*tal HPS/Fagr: Aaggaran"

2] Iviemiiiki kemarxpriarr unt*k rr:eny**iakar: sumber d*,ya

manusia dan peralata:r yang dibutuhkan dalam proses

penyediaa* terrnas*k iayar:a:r puryla jLra-i ijika d.iperlukani"

Syarat Kuali{ikasi Teknis Penl.edia Fekcrjaan Kon truk*i dan Jasa

Kon sultaesi Kct:s*'uksi.

Persyaratan kualif?kasi t*knis unt*k Fer:.yedia Pekeriaan

Konstruksi dan Jasa K*s:;sultam*i l{onstruk*i herdasarkan

ketentuan peraturaa F*r*r:*lang-r:n*artgan di bida*g Jasa

Konstruksi l:eserta pedcrxan pela.ksanaan yang ditetapi<a.n

olch Menteri yar:g rit*mhidangi Ja*a K***truk*i.
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ci $yarat Kualii?kasi reknis Fe*yedia J*sa Ko*sultaasi Badan
Usaha

Persvaratan kualifikasi teknis untuk penvedia Jasa Konsultansi
Baden Usaha, meiiputi:

1) Men:iliki pengaiamam:

a) trekerjaa:t di bidang Ja*a K*nsr:rta*ci patring kur*ng
1 {satu} pekerjaan dalam kurun waktu 1 {satu} tahun
terakhir ilaik di ii*gkueg*n pera*rir:tah maLlpr-ln

$wasta", terma*uk pengalaman sr_rtrkantrak;

b) Pekerjaari yang serlipa isi'::iiar) herdasarkan jenis
peke{aan, k*rnpiek*itas pek*rjaan, metodol*gi,
tekn*l*gi, atau karakt*ristik lainaya yang bisa
rflenggar*barkan kesamaar:, paii*g kuraag 1 {satu}
pekerjaan dalam kurur: waktu 3 {tiga} tahun
terakhir baik di lingkungac pera*rintah r:laup:-rrr swasta,

terrnasuk pengalamair sul:k<lxtrak; dan

c) Nitai pekerjaaa sejenis t*rtinggi dalam kurun waktu
1* {sepuluhi tahuri terakhir pali*g kurang s&rria dengan

50% {1irl:a prll:"rh per*eni nilai t*tal HFS/p*.gu Anggaran.

2i Mereiiiki sumber daya srram**ia:

a) Manqjeriatr; dan

bltenaga ke{a fiika diperluka*}.

3) Memiiiki kemamp*an uatuk rne*yediakan peralatan

Njika diperiukan).

Syarat Kualifikasi ?ekrlis Fer:3.edia J*"sa K*nsultansi
Perorangarr

Fersyaratan kuaiifiks"si teknis untuk Penyedia Jasa

Konsult*"nsi Peroransa*, meiiputi;

U Mentiiiki pengalarr:art:

ai Pekerjaan sejenis fier:is peker.;'aar:, k*mpieksitas

pekerjaaa, met*d*1*gi, t*ka*1ogi, atau karakteristik
lainnya yar:g bi=* rser:gga::tb*"rka-n kesamaan); dan

kr)Fiilai pekerjaan **jer:is tertinggi dalam kurun waktu i0
(sepuluhi tahur: t*rakhir palic].g kurang $ama dengan

SCI% {lima puluh p*r**r:} nilai t*tal HP$/Fagu

Anggaran"



36

Jenjang pendiCikan

Mentiliki sertifikat keatrlianl t*knis;
Pernah mengrkuti pelatihan/k*rsus; dan/atau
Memiliki k*mpetensi sesuai bidangnya.

4) Syarat Kuaiifikasi Kemannpuafl Keuaxga::r

a) syarat Kualifikasi Kerrrarapuaa Keuangan penyedia

BaranglJasa Laianyaf Jasa K*nsultaasi"

untuk Penyedia H-*n li*cil haras merailiki kemampuan
keuangan berupa Si*a Hemampuan Nyara {SKN} yang
disertai dengan lap*ra:: keuangarr. Kernaqrp*.an Nyata adalah
kernampuar: penuh/ke*ek:ruhaa Feserta saat penilaian
ku-aiifika*i n:eliputi ke:::aanpua* keuangar: dar: kemaffipuan
permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang

sedangl akan dikeriakaa.

SKI{ dikecuaiikan unt*k Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Rr.lrnusan perhitungan Sisa Kemampuan Nyata {SKIU)

adalah sebagai herikut :

$KN = Kli - X nilai paket pekerj**:r yang sedang dikerjakan

KN = fp.MK
MK = fl .KB

Keterangan :

KN = Kemarr:pua* h{yata
MK = M*d*l Keqja
fp = faktor perputaran modal

fp untuk Usaha Nan-Kecil {Menengah dan Besar} = 7
fl = fakt*r likui$itas

fl ur:tuk U*a}:.a H*n-I{e*il = *.*
KH = Keka],zaan Eersikr t*tal eklrita* yang riilihat dari neraca

keuangan tahun terakhir.

hi $yarat Kuaiifikasi Kemampuax Keua:rgan Penyedia

Pekeq'aart Konstruksi

Persyarata-n kualifikasi kemarnpuan keuangan untuk
Penyedia Pekerjaan Kcastruksi berdasarkan ketentuan

peraturan Per:rndang* u:r*ia::gar: di bid*r:g .Ia*a K*nstruk*i
heserta pedoman pelaksanaaa yang ditetapkan oleh Menteri

yff.ng memhidangi Jasa 1{*n*tr*k*i.

21

3)

4)

5)
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5) Kemitraa:r

Dalar* hal sifat dan lingkup pekerjaa* yang terlalu luas, atau

ienis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan

peke{aan tidak dapat dilakukacl *1eh I {satu} Prnyedia,rmaS<a:

i) diberikan ke*empatan yat:g rnen:r.rngkinkar: para Penyedia

saling bergabung da-1arn suatu koasarsium/kerja sama

operasi/kernitraan/bent*k k*rja *al?ra lain; dan Iata*
2) Ciberikan k*xempatari yang m*muagkinkan Penyedia ets.u

kon*orsiumlkerja sama operasif kemitraanlbentuk kerja

sama lain Penyedia untuk anenggunakan tenaga alali asing.

Tenaga ahli asing Cigrirrakan *epanjang diperiukan untuk
m*ncukupi kebutuhan j*nis keahliac yang bek-lm dimiliki
dan untuk rneningkatka,n kemampuan teknis guna

fllerrarlgani kegiatarr atalr pekerja-arr.

6) Penetapan Metode Bvaluasi Penawaran

Pokja Pemilihar: rrrer:etapk*rr Metode Eiraluasi Penanvaran

dengan memperhatikaa jenis EarangfJasa, ruang

lingkup / kompieksitas p*kerj aam, dam :rret*de per*ilihan Fen3redia 
"

Metod,e Eva.luasi Penawaran rnenjadi acuaft kragi Polqja

Pemilihan dalam rne&gevaluasi d*kr:r:rea pe&awaran dan bagi

Peserta Pemiliharr n:enjadi acuan daSa-rs rnenyusltnfmenyiapkan

doki-rmen penawar*.n.

Metode Eval*asi Penawaran *ntuk Pengadaan

Barang/ Pekerjaa* Kon*truksilJasa Lai*.nya

hilet*de e-"'aiuasi penawerarl dalara pemitrihan Fenyedia

BaranglPekerjaan KonstruksilJasa l,ainnya dapat dilakukan

dengan menggunakarl:

1. $istem Nilai

h,{etode evaluasi Sister* lBilai digunakan untuk Pengadaan

Bar-a-trglPekeriaan H*astruksi/Jasa Lai*nya harga

penawararrn3ra dip*ngaruhi *1eh kualitas teknis, sehingga

penetapan pemenafig berdasarkaa k*mbinasi perhitungan

peniiaian teknis dan harga.

ffir.aluasi p*nawe.rafi. dil*k*kax d**galr memh*rika* h*bCIt

penilaian terhadap t*1*** dan harga. Besaran bobot harga
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antara 3O% {tiga puluh per**ni sampai dengan 4il%
(empat puluk perser:], sedangka:: besara:: hob*t teknis
antara 60% {enam puluh per*en} sampai dengan TT/a

(tujuh puluh persen).

Evallrasi adrrini*trasi rr*e:rggunakan sistem gugl-lr {pass and

faili.

Peniiaian tekrris dilakukan denga:l memberikan bobot

terltadap rrrasi.ng*reasing Lta*$r penilaia:e dengan niiai
r:riasi.ng-masing unsur dan/atau nilai t*tsl keseluruhan

unsur memenuhi arnbang batas mirrimal. Niiai angkalbotrot

ditetapkan dalam krit*ria evalua*i yang men"jadi bagian dari

dokumea ?ender. Unsur/sub r:flsl'lr ya$S dinilai harus

ber*ifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.

Penilaian penawaran harga deagan cara memherikan nilai
tertinggi kepada p*na:ir*.r t*renr3ah" Ffilai penawaran Feserta

yang lain dihitung denga-n rnengguilakan perLrandingan harga

penawarallrrya dengaa harga penal\rara$ terendah.

2 " Penilaian Biava Setranna Un:ur Ekaacmi*

Metode evaluasi Penitraiagr Biaya **trarrra tlmur Ekonomis

digunakan untr.ik treagadaan Bar*eg yang mernperhitungkan

faktor uryi.ur ekonomis, harga, biaya aperasional, biaya

pemeiiharaalr, dan nilai sisa dalara jaagka e.aktu operasi

tertentu.

Evaluasi administrasi dan teknis menggunakan sistem

gugilr ipa*s and fail).

Evaluasi harga dilakukan derrgan rnemperhitungkan totaL

biaya per*lehan {t*tai crst of *u,n:ershipi *eiama jangka waktr_r

operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga

sekarang {pre*ent vaiuei.

Penentuan Pemenang berdasarkarr nilai Biaya Selama Umur
Ekonornis yang terer:dah.

3. Harga Terendal:

Metode evaluasi F{arga T*rendah digunakan untuk
Pengadaan BaranglFek*rjaar: K*nstruksilJasa Lainnya

dalam hal harga raenjadi dasar penetapan pemenartg di

entere Fsnaw*.ran yeslg tl?*mfinuki p*rnyareta* teknia"
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Pada sister* Harga Terecdah, penetapan pemenang

dilakukan terhadap F*serta T*ader yang rnersenuhi
persyaratan adrainistrasi, tekr:i* dan penawarari harga
terendah.

Evaluasi administrasi menggu*ake'l sistern gugur ipass ancl

fail).

Evaluasi tekr:is menggunakan sistern $rgur {pass and faii} atau

sistem guglir deagan a:nhang batas.

$istem harga terendah dapat digu*akan untuk pengadaan

BaranglJasa di mana:

1) Spesifikasi/KAK jelas darl star:dar;

2) Persyarataa teknis raudah dipenuhi; dan

3) Harga/biaya adatrah kriteria evaluasi utama.

fuIetode evaluasi Harga Terendah digunakan misalnya

untuk krarangljasa sta**ar *eperti per*latan kantor,
peralatan k*muaikasi, Lrahan kimia, mesin *ederhana atau.

bahan bakr-r.

Metode Evaluasi Penawaraa untuk Jasa K*n*ultansi
ft{etode evaiua*i per}awaraa daiam peri:iiihan penyedia

Jasa Konsultansi dilakuka* d*ngan menggunakan:

1) Kualitas dan Biaya

Metode evaluasi Kualitas ds:r Biaya digunakanuntuk
pekerjaan

a) ruang lingkup pekerjaan, jeais tenaga ahli, dan waktu
penyelesaiar: pekerjaax dapat diuraikan dengan pasti

dalam KAK; dan

b) besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

Metode evaluasi Kualitas dan Bi*ya digar:akan misalnya untuk
desain jaringan irigasi primer, desain jaJas:, studi
kelayakan, k*rsultansi rnanqjemen, atau sr.lpervisi

hangunan ncn-gedung"

Evaluasi kuaiitas d*:r triaya rrtcrlggunakan pernbobotan

kualitas perrawaran tetrari* dan biaya dengan ketenturan:

1) bobct kualitas perralriaran teknis antara 0,6O sampai 0,80;

dam

2l .bobot penawaran biaSra antara O,2fi sampai *,4O.
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Evaluasi kua]itas tek*is dilak*kaa denga* memberika:r
bobot terhadap masi*g-masing Li*sur p**ilaian d,engan nilai
rnasing-ma*ing unsur danlatau nilai total keseluru_han
un$ur memenuhi ambang batas minimal. Niiai angkalbobot
ditetapkan calare kriteria evaluasi yarlg menjadi bagian dari
dckumen $*leksi. unsur/sr*b r;**ur yang dinilai harus
bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuanti{ikasikan.
Penilaiaa peaawaraa herga dengan cara rrremi:erikan nilai
tertinggi kepada pe*alk'ar teren$ah" llilai penal,varan peserta

yang iain dihitung dengan menggur:akan perbandingan harga
penawarannya dengan harga p*rrawaran terendah"

Fenentuan Femenang trerdasarkaa nilai kcmbinasi terbaik
kualitas penawaran teknis dan biaya, yaflg dilanjutkari
dengan kiarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

21 Kuaiitas

Metode evaluasi Kr-ralitas digunakan untuk pekerjaan yang

ruang lingkup pekerjaan, jeais tenaga ah1i. dan waktu
penyeles*an pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti
dalam k-{K atau untuk pekerjaa* Fen3redia Jasa K*nsultansi
Perarangan.

Metode evatrua*i krlaiita* digu*akan untuk pek*rjaan yang

mengutamakan kualita* pena*r'ararl teknis sebagai fakton

yang rnenentukan terhadap hasillmanfaat {outcorne} secara

kesetruruhan.

lvletode evaluasi Kualitas *igrrnakaa misatrnya untuk Jasa

Konsultan*i yarrg bersifut kajian makr* ir*asterptran
roadmap), penasihatan {ad.vi*ory}, perencanaan dan
pengawasan pek*{aan k*mpi*ks, s*perti desai* pemhuataa

pemLrangkit tenaga li*trik, perencaaaa::. teror,vongan di
trawah iaut, dan desain pembangurian trandar udara

internasional.

Penentuan Pemenamg berd"asarkan k*alitas penawsrafl teknis
terbaik, diianjutkan d*ngan kiarifikasi dan r:ego*iasi teknis

serta biaya kepada periann/ar denga* nilai kualitas terbaik.
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3) Pagu Anggaran

Metode evaluasi Pagu Ariggaran h*c!y* cligunakan untuk ruang
lingkup pekerjaan sederhana ya?tg dapat diuraikan dengan
pasti dalam KAK da:z Fenawarall tidak boleh melebihi Fagu
Anggaran

Metode *valuasi tragu Ar:ggaran digunakar: r:ntnk
pekerjaan yang dapat dirinci d*ngan tepat meliputi waktu
penugasan, kehutuha* teaaga ahli da* ruaris }ingkupnya
serta pet:ewarart tidak melampaui pagu Anggaran.

Metode eva-luasi Pagu Anggaran digunakan misalnya untuk
pekerjaan desain, supervisi ba*gunaa gedung, dan
pekerjaan surveif pern*taa* skala kecil.

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan rr:emberikari
bobot terhadap rnasing-masiag unsur penilaian dengan nilai
rnasing-masir:g unsur daafatau r;rlai t*ta1 keseluruhan
unsr.l!: mernenuhi ambang Lratas miniraal. Nitai angkalbobot
ditetapkan da-1am kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari
dokumen seleksi. unsur/sub unsur yasg dinilai harus
bersifat kuantitatif ati*"u yai?g dapat dikua:rtilikasikan"

Penentuan Perne::rar:g herdasarkar: kualita* pena$raran

teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya

terkoreksiaya lebih k*cil atanr $asna d*ngan Fagu Anggaran,

ditranjutkan dengan kiarifikasi *a:: negosiasi teknis dan

biaya.

4) Biaya ?erendah

Metode evalua*i Bra3ra ?erendah h*rrya *igunakan rintu.k

pekerjaan standar atau bersifat rutir: yang praktik dan

standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang

dapat mengacu kepada ketei:tr-ra* terterrtu.

Metode evalua*i Biaya Terendah digunakan mi*a1nya untuk
desain b*.ngunan sederhana, superr,tsi pembangunan

sederhana, dan surveilpengr.rkuran skatra kecil.

EvaLuasi kualitas t*knis di1*kukan deagan memLrerikan

hobot terhadap rnasi*g*ma*i::g trriLsur penilaian dengan niiai

masing*masing unsur daalatar:. rrilai total keseluruhan

Hnsur mcmeriuhi a*:ba:rg bata* :*ir:ima1- Niiai angkai hobot

ditetapkan dal*m krtteria evalu*.*i yang mer:rjadi Lragian dari
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dokurnen $eleksi. unsur/su}: uflslrr yal1g dininai harus
i:ersifat kuantitatif atau yan g dapat dikuar:tiskasikan.
Penentuan Pernenarrg t-:erdasarkan pena*raran yang biaya
terk*reksinya ter*nd,ah diantara penawararr yang lulus
evaluasi tek*is, dilanjutkan dengan ki*rifika*i dan nego*iasi
teknis dan biaya

Un sur-unsur F*nilaian Tekais Ja*a K*a*l:ltarrsi
Pokja Pemilihan meaetapka:r Lrnsur-r-rnsur yang akan
dinilai dalam eval:-rasi teknis. un*ur-unsur pokok yang
dinilai antara laia m*liputi pengalar:nan Badan
I-Jsaha/Ferorangan, prap+sai tekr:i*, caa kualifikasi tenaga ahli.
trctrqie Perniiihan r::*nentukan b*b*t r:ilai dari masing-masing

u.nsur. Acuan yang digunakan untuk pemb*botan sebagai

Lrerikut:

a. pengalaman {10 - 2*"k};

b. proposai teknis {20 - a0%};

c" kualifikasi tenaga ahli {50 - 70%}; dan

d" jurnlah b*foot a+for+6=10*%.

Penetapar: b*bot ya*g dig*nakan untuk n:asing-masing

u.nsur! dalam rentang tersebut di atas di.dasarkan pada

jenis pekerjaan yarrg akar: dilaksaaakan.

Pokja Pemilihan raenentukan amtrang batas nilai teknis

(passing grade] untuk rirasing-masir:g unsur dan nilai total

dan ditetapkan dalam llakurner: P*r*i1ihan.

a) Pengalaman dapat dihitung d*nga* sub*u:rsur:

1]Pengalama* dalam meiaksanakaa pekerjaan sejenis

clengan pekerjaan yang dipers3raratkan dalarn KAK

dilihat *eri ruang lingkup, kcenpleksitas dan nilai
pekerjaan;

2)Pengalaman beke{a di lckasi pekerjaan; dan

3) Pengalafilan manajerial dan fasilitas utama.

h) Propos*3 Teknis dapat Cihitung dengan suh=unsur:

1) Pendekatan tekai* dan: r:r*t**alogi;

2) Rencana kerja; dan

3) Orga*isa*i da::. s*::c'ana Ffislggiinaan te*aga ahli.

c) Kilalifikasi Tenaga Ahii ilapat dihitung dengan *ub-unsur:
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1) Pendidikan;

2) Pengalarnan profesional;

3i Sertifikat profe*ional;

4) Penguasaarr bahasa; dan

5iPenguasaan situasi da* k*ndi*i di lokasi pekerjaan.
v} Fenetapan met*de penya&paia* d*k'rsle& Fenawaran;

Pokja Pemitihan menetapkan Metode penyampaian Dokurruen
Fenawaran dengar: rr:emperhatikan jenis pengadaan
bara:zglja*a,met*de pemilihan penyedia, metr:de evaluasi
penaltraran, dan ruang lingkuplkamplek*itas pekerjaan.
Metode Penyampaiaa Dokurnen Fenawaran m*njadi acLlan
bagi Pokja Pernitrih*n daiam mer:jrl.rst-ln jadr.val pemilihan can
bagi Peserta Pernilil:ran dala:r: merlyarrlpaikan d*kumen
penawar&rr.

Metod,e Penyampaia* r)*kumen perra:yaran dalam pemiiihan
dalam pengadaan bxargliasa dapat dilakukan cengan
rnenggunakan:

a" Metcde Satu File

Metorle satu file digua*.tr<an untuk pengadaan

Baraeg/Pekerjaan K+n*t*rksilJasa Lai*nya yeng

menggunakarr raetade evaluasi Harga Terendah dengan

menggultakan Sistem Gugur, Fengadaar: Langsung dan
Penunj ukan Langslrrig.

Metode satu file diganakan pada pemilihan penyedia Jasa
K*nsultansi melalui Feagadaan Langsung, penxnjr*kan

Langsung"

br. $detode Dua File

h{etode dua iiie digu*akan untuk Pengadaarr

Barangl Fekerj aan K*r:struksil Ja*a Lainnya }rarrg sremerlukan

penilaian tek*is tertr*bilz dahulu yaitu metade evaluasi Sistem

Nilai, n:etode evaiuasi P**iiaian Biaya Selama Ur*ur Ekonomis

dan metode evaluasi Harga ?erendah yang mefigguflakan

pemtrokrota-tr arnbang batax"

Metod,e dua f,ie diganakan ur:ta"zk penyarnpaian d*kurnen
penewararr pada peatiliha* Penyedia Jasa Konsuitansi

Saden U*akla dar: F*r*r*.r:San m*i*.l*i $el*k*i-
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Metode dua tahap diguaak** untuk pengadaan

BaranglPekerjaan Kan*truksi/Ja*a Lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai Lr*rik:.rt:

r ) spesifikasi tekr:isnya tielurN bi*a ditentukan dengan
pasti pada Dokumen Fcmilihaa;

2) Mempunyai bel:erapa atrter*atif perrg$r&aaa sister:: dan
desarn penerapan teknologl yang berbeda;

3) Mempunyai beberapa aiternatif Fensgu&aan sistern dan
dess"in penerapan teknalclgi yarig berbeCa;

4) Dimungicinkaa perubahan spesifikasi teknis
berdasarkan klarifikasi penalnrarar, teknis yang diajukan;
dan/atau

5] Membutr-rhkan peny*taraar: tekrii*.
8) E-reverse Auction

E-reverse Auctian adalai: m*t*c* per:-anrreranr harga secara
'f:eru1a-trg. E-reverse Aucliar: dapat diiaksanakan :

a" sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat z {dua}
penawaran yang lu1us evaluasi teknis untuk berkampetisi
ken:hali dengan cara lrrrrlyampaikaa penawara* harga lebih
dari 1 {satu} kali dan bersilat lebih rendah dari penaware"rr

sebelumnya.

b. sebagai rnetcde penlrarflpaiarr per:arfiiaran harga heruiang

daJam Tender Cepat yang ditetapkan dalam D*kun:ren

Pemilihan.

E-reverse Auction dapat digunakar: a*tara lain:

a. barangfiasa rr:tin, v*lume besar, dalr resikonya rendah;

b. barangljasa yang rnea:iliki *p*sifikasi sederhane dar:

tidak adaperbedaan spesifikasi antar Pelaku Usaha;

c. tiCe.k arla tambaha-n layar:an s.teu pekerjaaa lain yang

spesifik, mi*atrnya tidak ada penambahan peke4'aan

instalasi; danfatar-r

d" pada pasar persaingan kompetitil dengan jumXah

sekurar:.g- kurangxya 2 {dua} peserta yang ma&Ipu dan

bersedia berpartisipasi pada E-reverse Aucti*n;

Contoh praduklk*m*ditas yarrg bisa diadakan rnelalui

H-rrvers* Aricticn;
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1. Eahan trangunan seperti i:da, Lre*i, Lreton, pipa
temhraga;

2. Peralatan tel*otr*gi infarmasi standar seperti
kon:puter desktop, perangkat lunak sta::dar, modern,

toner catridge;

3. Alat tulis ka*t*r;
+. Bahan kimia dan treberapa prcduk farmasi uri.lurn; atau
5. Pakaian dan serafiam denga* .,kuraa, $raff*a, dan

voiume yangstandar.

Selama Calarn proses E-reverse Ar.r*tion, identitas penerr/ar

dirahasiakan. Peserta ya*g merrgikuti E-rever*e Auction
adalah peserta yartg memsnr:lai p*rsyaratan tekais dan tidak
dapat menguhrah *ubsta**i per:a:nraran t*k1i* yailg telah
disampaikan I dievaluasi.

Aplikasi menampilkan is:fi:rma*i urutam p*sisi pena\ivaran

(positional ?:idding). Jangka waktu peiaksan*an E-reverse

Auction ditentukan trerdasarkan kompleksitas peker;'aan

danf atau persaingan pasar.
q) Penyusunan Tahapan dan F*aetapar: Jadx'al Femilihan

Teader u ntuk Bera*gl F*kerj aan K*r:. struksi / Jasa Lainnya

&. Tender Prakualifikasi terdiri dari:

1. Tahap Kuali{?kasi

a. Pengumu*1arl prakualikasi;

i). Pendaftaran *an pengunduhan dokumen kualifikasi;

c. Pemberiarr penjelasan {apabila diperiukan};

d. Fenyampaian **kuaretr kuali{ikasi;

e. Eveiuasi kxalifik*si;
f. Pernbuktiankualifikasi;

g. Penetapan darr peagunlur.*an l:asii kualifika*i; dan

h. Sanggah ku*tifikasi"

2. Tahap Pemiiihan menggu&akan 2 {dua} tahap

a. Undangan ?ender;

b. Fend*ftara* dar; p**gunduhan dckumen;

c. Pemberia* p*rajelasan;

d. Penyarnpaia* dckurrlen p*na$iarari administrasi d.an

trkni*{tahap {};
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e. Pembukaan dokurileft penawar*r' ad,mir:istrasi d,an

teknis;

f. Evaluasi dckumen penawaran ad,ministrasi;

g. Evaluasi teknis d,an negasiasi tekais bagi yang lulus
evaluasi teknis;

h. Fengumurnan ha*i1 evallra*i admir:i*trasi dan tei<nis;

i. Penyampaian doklrrnen pe*awaran teknis {revisi} clan

harga;

j. Pembukaan dokumen p*nauraran teknis Can harga;

k. Evaluasi harga;

1. Penetapaa d.an perrgumumall pemellang;

rn" Masa sanggah;

n. I\4asa sanggah har:ding ur:tuk Feke:jaan K+nstruksi;

dan

o. Laporan P*kja Ferr:i1i1:ar: kepada PPK.

3. Tahap Femilihan aleriggnrrakan ? {duai fi1e

a. Undangan Tender;

b" Fendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. Pemberian penjelasai:;

d" Fenyampaia* dokumer: penalvaran;

e. Pernbukaan dokul'rrefl penawaran administrasi dan

teknis
/f:1 ^ r\.
Irlrc ri,

f. Evaiuasi ada:inistrasi darr teknis;

g. Pengurnurflan hasil evaluasi admiaietrasi dan teknis;

ir. Pembukaan dok*men peeawaran harg*. {fiXe I1};

i. Evaluasi harga;

j" Penetapan dan pengurr?urnan pemenang;

k. Vlasa sanggah;

1. Masa sanggah banding untuk Peke;jaan Kanstruksi";

dan

rn" Laporan Pckja Pearilih*c kepada PPK.

b. Tender Fascakreatifika*i rnet*Ce ? {dxa} file dengar: tahapan

rneliputi:

1) Pengumuman Ter:d*r;

2) Pet:*.aitaral: da:: pe::gu*dr:l:an d.okunacn;

3i Pemberianpenj*lasan;
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4) Penyampajan dokume* penawal'ani

5) Pernbukaan d*kurrerr penauraran s"*rrdnistrasi* t*knis

dandokumen kualifika*i {file i};

5) Evaluasi admini*trasi, teknis dan kualifikasi; )

Pengumurnarr hasil evah-rasi ad,miaistrasi dan teknis;

71 Pembukaan d*kumen pe&awaran harga {fiie II};

8) Evaluasi harga;

9) Pembuktian kualifikasi;

10) Penetapan dan peagurrurnan peclenarig;

1U Iv{asa salgga}r;

12) iviasa sanggah barrding untuk Peke{aan Konstruksi;

Can

13) Lap+ran P*kja Pemilihan kepada PPii"

c, Tender Pascakualifikasi *retode 1 {*atu} file dengan tahapan

meliputi:

1) Pengumurnar Tender;

?) Pendaftaran dan pecgunduhan dokumen;

3) PemLrerianpenjelasan;

4\ Penyampaian d*ktrryren pe$*waxanL;

5) Fembukaan d*kumen perlalvai:ar: adr::inistrasi, teknis,

harga dandokumea kuali{ikasi;

5) Evaluasi ada:.inistrasi., t*kais* l:arga daa kualifikasi;

71 Pembuktiankualifika*i;

8i Penetapan dan pengumumall pemenang;

9) Masa sanggah;

10] Masa *anggah bar:ding untuk Pekerjaaa K*r:.struksi; dan

11i Lap*raa Pakja Pe*:iiihan kepada PtrK"

d. Tender Cepat

Penyusunan jadwal pelak*anaa::. Te*der Cepat diserahkan

icepada Pokja Pemiliha* b:erda*arka:: hari kalend,er, dengan

waktr: proses perniiihan pa-lir:g c*pat 3 {tiga} hari dengan

batas akhir pecyampaian penawaran pada hari dan jam kerja.

Tahapan ?ender Cepat meliputi:

1] Undangan;

2i Penyampaiaa dokumen pesawarafl;

f;) Pemhukaa* d*kt.am*n pfirsa1q.#.r*r:;

4i Pengumunlari }:asil pe*:?:r:kaarr penawaran;
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5) Verifikasi; dan

$) Pengumlrr$a:1 pernenailg.

Seleksi Jasa Konsultansi

Seleksi Jasa K*nsr-rltansi terdii-i dari:

a. Seleksi Bacian Usaha

1] Tahap Prakualifikasi terdiri dari:

a) Fengumumari prakualifikasi;

b) Pendattararr dar: pengunduha* dckumea kualifikasi;

c) Femberia* penjela"*a* {apabila diperlukan};

d) Fenyampaian dokr:men k*alifikasi;
e) Evaluasi kuelifikasi;

f) Fernbuktiar: k:.:alifikasi;

gi Penetapan da* perigllrrlur$*lt hasil kualifikasi dan

daftarpendek;

Lr) Sanggah kualifikasi"

2) Tahapan Pemilihan untuk Seleksi dengan Idetode

Kualitas terdiridari :

a. Undangan;

b. PenCaftaran Ca* peng*nduhan C*kumea;

c. Pembcriaa penj*la*arr;

d. Fenyampaian C*k*n:en peaawaran;

e. Pemhukaan dr:kurnen pe&awarari adsrinistra*i dan

teknis{fi1e i};

f. Evaluasi administra*i dan tek*is;
g. Pengumlrfilan peringkat teknis;

h. Vlasa saaggah;

i. Fernbukaar: d*kumen p*na:anaral:I biaya u*tuk
peringkatl{file Ii}

j. Evaiuasi dan neg*siasi tek*i* da:: bi*ya;

k. Penetapen dai'r pe*gu111uraan pernenang; dan

1. Laparan Pokja Per:lilihan kepada PPK.

3) Tahapar Pemilihar: uatuk Seleksi der:.gan MetelCe

Kuaiitas danBiay*, Fagu Anggaran dan Biaya ?erendah
tprrliri d+n'

a) Undangar:;

h) Pnndail*ran dar: prng*nduhar: d*kumen;

c) Pemherian penj*la.=a*;
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di Penyampaian dokumen Fena:n,-arari;

e) Pembukaan dakumen perra:craran arlpai:ristrasi dan
teknis {file I}

f) trvaluasi administrasi dan tekais;
g) Fengumumart hasil evaluasi adati*istrasi dan teknis;
h) Pembukaan d*kurnen pe*awaran i:iaya untuk bagi

penawaranyang ll1lus evaluasi administrasi darl teknis

{file ii};

i) Evalua*i biaya;

j) Penetapan dan pengumuman peinenang;

k) Masa sanggah;

1) Negosiasi tekms dan biaya; dan

mlLaporarr Fokja Femiiiha:: kepada pFK.

4) Tahapan Pearilihan r-rntuk Seleksi Perorangan terdiri
dari:

a) Pengurnurnatr;

b) Pendaftaran dan pengunduhan dakumen;

ci Pemberian penjelasac;

cl) Penyarnpaian d*kuraen penawararl;

e) Pen:bukaa* d*leurner: perraweran a*ministrasi d*.n

teknis {file I};

fi Evaluasi administrasi dar: tekrai*;

g) Pengurrlltmari ha*il evalua*i administrasi dan teknis;

h) h{asa sanggah;

ti Pembukaan dokxrc*n pena\nraran biaya untuk peringkat

teknisl {file II};

j) Svair;asi dan neg*siasi tek*is dan biaya; k) p*netapan

dan pengurfluryiari perrrer:angi dan

k) Lap*ra* Pc(ia Feraiiiha* keparta ppK.

10) Penyusunan Dokumen Pemiiil:an

Pokja Pernilihs.n menyusua **kurnen Femilihan berdasarkan dokuirnen

persiapan pengadaari ya.:rg ditetapkan oleh PPK dan telah direviu
oleh Pokja Pernilihaal Fejal:at P*ngadaa*.

Dektrriaen Femiliha:t adala-h dokunten yang ditetapkan oteh Pok"l*a

Pemilihan/Pejabat Pengadaan yans memuat infarmasi dan
ketentuan yans har"us dit*.ati *leh Fsra pihak *alam per*ilihan

Penyedia. Dskumen P*rniiihasr terdiri atas:
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a. Dnkumen Kualifikasi; dan

b. D*kumen TenderlseleksilPenunjukar: Laagsuaglpengadaan

langsung.

L Dokumen Kualifika*i

Pckja trersilihanlPejabat Pengadaan lrlenyusrln Dakurnen
Kualifikasi yang rnemuat in rrna*i dan ketentuan tentang
per:syaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman

oleh Pckja Fercilihan/F*ja1:at.

Pengadaan dan Pe*erta *ntuk mem*nuhi kualifika*i yang

dipersyaratkan.

trsi Dokumen Kualifikasi meliputi:

&. petunjuk pengisian farmulir isiaa k*alifikasi;
b. formulir isian kualifika*i;

c. instruksi kepad,a peserta, ter-rnasuk tata cara penyampaian

D*kumen Kual#ikasi;

d. lembar data kualifikasi;

e. pakta integritas; dan/atau
f. tata cara evaluasi kualifikasi.

i.-Intuk pemilih*n Peny*dia Cenga-r: prak*aliflka*i, Dokumen

Kualifikasi disampaikan sehelurr: Fe&ye$paian p*nawaran 
"

Untuk pemilihan Peryedia denga* pascakualifikasi, Dokumen

Kualifika*i disarrrpaikan b*rsamaan dengaa Dokur:nen

TenderlSeieksi.

il. Dokumen TenderlPenr-er:jukan Langsung untuk
Barang/ Pekerjaan K*astruksil Jasa Lainnya.

FoSa Pernitrihan *1rnyu*$rr **kt:rneri ?eader/Fenunjukan

tr"a::g*ung yang rrl*muat paling sedikit m*liputi:
a. undanganlpengufirumfi.n;

b. lnsirr,rksi Kepada P*serta;

c. Lembar Data Femilihae {LI}F};
d. Rancangan Kontrak terdiri dari:

1) p*kok-pok*k perja*jian;

2) syarat LllTr.]i'ri K*ntrak;

3) syarat khusr:s Kentr*k; riar:

4j dokurnen iairr yang me*rpakaa bagian dari Kontrak;

s, *aftar Kuerltit*$ d*,:1 Harga;

f. spesifikasi teknislKAH d,anlatau gamhar, brosur;
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g. bentuk surat penawaran;

h. Lrentuk Jaminan pengada*z:; danl*.ta*
i. contoh-c*ntoh f*rmulir yang perlu diisi.

III. Dokumen sel,eksilFenunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi
Pokja Pemiiiha:r il:enyllsun D*kur:ien sel*ksilpenunjukan
Langsung yarrg m*rxuat paiir:g *e<iikit rr:elipr:ti:

&. undanganlpengumuman;

b. instruksi Kepada Peseria;

c" Lembar Data Pemilihan {LDF};

d. Rancangan K*ntrak terdiri dari:
1] pokck-pckok perjanjian;

21 syarat ulrlufil Kontrak;

3) syarat khusu* K*ntrak; dan

4) dokumen lain yang mer*pakan bagian dari Kontrak;

e. Daftar Kuantita* dan Harga;

f. KAK

E" bentrik surat penarraran;

h. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
i. contoh-c*nt*h f*rrc.u1ir ]rafig perlu diisi,

iv. Dokurnen Penunjukan Langsung meriggunakan surat Perintah

Kerja {SPK}

Pejabat Pengadaan rne&yLls1tn l]*kunten Fenunjr.:kan Langsung

paling *eCikit raeliputi:

a. undangan; {apabila diperlukan}

b. Instrr-rksi I{epada Peserta:

c. Rancangan Surat Feri::tah Keqja terdii dari:
1) PGkck*poi{*t{ Ferjanjlari;
2\ syarat lrz:lll:c! K**trak;
3i syarat khras** K*nir*-k; *"asl

4) dckumen iaia yartg :ra*rupaha:: fo+gian dari $xr*"t

tr*ri*tah

d. Ilaftar Kuarattla* dara E{arga;

e. spesifika*i i*tr*rislKAH Sairlatau gaa:bar, b;:**ur;

f" hentuk surat perrawarae; dan/atau

S. csntsh-csnt*h fcrmulir yarlg Ffirl$ dii*i-
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B " PELAKSANAAN PEMILIHAN PEIYYE}IA MELALUI TENDER/ SELEKSI
1. Pelaksanaan Kualifikasi

Felaksanaan kuali{ikasi diiakukaa meia-lui *FSg &aenggllr}akan

prakualifi.kasi atau pascakuaiifikasi"

a. Peiaksarlaan Prakuaiifikasi

I ) Penguralrnla:1 Prakr:alilikasi

Fengumumail Cilakukan rnelalxi SP$g dare dapat ditarnbahkan

dalam situs web Kementerianlt embagalPeraerintah Daerah,

papan pengumumall re*rni. untuk masyarakat, surat kabar,

dan/atau media laianya.

Pengurnurnan prakuaiiiikasi paling sedikit r.xer**at:

a) nama darr alamat Pai<ja Pemilihan;

h) uraian siegkat pekerjaan;

c) nilai HPS dan niiai Fagu Anggaran;

r1) persyaratan kuaiifikasi;

ei jadwal pengunduhan dckumen kualifikasi; dan

fj ;adwaI penyampaian d*kumen kuali-fikasi.

2) trendaftaran Dan Peagunduhan il*kusriea Hualifikasi

Pelaku Usaha yar:g berminat mengikuti proses Prakuaiifikasi

dapat meagunduh d*k:la:*:r kr:aiifika*i setelah rn*lakukan

pend,aftaran sebagai peserta kualifikasi.

3 ) Pemberian Penj elasan Kualiiikasi {apaLrila diperlukan}

Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukaa melalui fasiiitas yang

eiisediakan Calam aplikasi SFSE.

4) Fenyampaian **kumen I{uali{ika*i
Psserta" rlrrrryarrrpaikan dakuslen kuali{ikasi rle1a1ul furrnulir

isian etrektronik kualifikaei yarrg terseCia parla SPSE sesuai

jadwal yeng ditetapkan.

Dalarn hal formuiir isian elektronik kualifikasi yang tersedia

pada SPSE belum rn*ngakomod.ir dats, kualiiikasi yang

disyaratkan, maka data p*rsy*ratarr. kualifikasi tersehut

rlisampaikan pada fasiiit*.* tr3*:]gltrrggahan lain 3rang tersedia pada

SPSE"

Dengan raenyampaikae dat*. kuaiii?kasi pada f+rrnrr-lir isiar:

eiektronik kualifikasi, peserte" r:e*Sretujui per*yataan sebagai berikrlt:
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1) Perny*taan yarrg tercantum dalaa: pakta iritegritas meliputi:
a. Tidak akan melak*kaa prakt*k Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme;

h. Akan melaporkan kepada pAlKpA jika rcengetahui

terjadinyapraktik K*rxpsi, Kctru*i., dan Nepotisme dalarn

pr$ses pe*gadaan ir:i;

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,

tran*paran, dan profe*ior:al *::tuk rn*rnb*rikan hasil
kerja terh'aik sesuai keteatr:arr p*ratrrran perundang-

undangan; d*.n

d. Apabila melanggar hal-ha1 yang dinyatakar: daiar.n angka

1] huruf a dan b, darl c maka b*rsedia menerima

sai:ksi s*suai deriga* peratura* pe*:ndang*undailgan.

2) Yang bersangkutan dan manqjemenn3ra tidak dalarn

pengawasan pengadil*e, tidak pailit, darl kegiatan usahanya

tidak sedang dihentikac;

3) Yang bersangkutan beikut pengurus badan usaha tidak
sed,ang dikenakan sanksi daltar hit*.m;

4i Yarg bertindak untr:k clan atas rlar$a bad*:l usaha tidak
sedang dalam rnenjalaai *as:kri pida*a;

5) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sehagai

pegawai Kerneat*riaalL*rnbaga/Fcraagkat Daerah atau

pirnpinan dan pengilru* hadae usaha *ebagai pegawa.i

KernenterianlLembagalFerangkat Daerah yang sedang

mengantbil cuti diluar tanggungan Negara;

6i Pernyataan lain yang rnenjadi syarat kualifikasi yar?ff

ter*antum dalara D*kume* Ferr:ilih*n; datr

7) Data kualiflkasi yang diisi.t<ar dan dokumen penawaran

yang di*ampaikan Lr*nar, dax jika d.ikemudian hari

Citemr.ekan bahwa dataldokurse* yang d.isarnpaikan tidak
benar dan ada pemalsaaa, maka direktur utamalpirnpinan

perusahaanlpimpiaan k*perasi, atau kepala cai:ang, atau

pejabat yaflg menr.r*rt perjaajia:: kerja sama berhak

mewakeli bada* u*ahe ,1.#-{ig i:eke{a sarrra den badan usaha

yang drwakili berse*ia dikeaakan sanksi administratif,

senksi Ffi$fi*,l:trir&Gn *a1am daftar hits":::: glrgatan sficarfi.

perd.ata, danlatau pctrap*ran $ecara pidana kepada pihai<
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ber"wenang sesuai. d*ngam keterrtuarr peraturan perundang-

undangan.

8) untuk peserta yang berbentuk k*n*orsiumlkerja sarna

opera*ifkemitraanlbentuk kerja sama lain, penyampaian

kuali{ikasi pada f*rmulir elekt*nik i*ian kuaLifikasi

ditrakukar: cieh badan usaha ya&g ditr.lnjuk mewakiii
kons*rsiumikerja sar&a operasi/kemitraan/bentuk kerja
sayna laiil. Arlgg*ta k*r:s*rsi*mf k*rja sanla

operasilkemitraamlhent*k kerja sarna lain menyampaikan

fitre formulir isian kualifika*i melalui fasilitas lain yang terserlia

pada SPSE"

Daiam ha1 sampai batas akhir p*nyaatpaian dokumen

kuaiifikasi tidak ada peserta yang :31**yarftpaikar: d*kumen
kualitikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan wrpktu

perpanja*gan penyampaiar: d*kuri:*n kualifikasi.

$etetrah peml:erian rnaktu perpaajanga:: penjrar*paian kualifii<asi,

peserta yang merry*l]tpaikan *okua:en krialifikasi kurang darl B

{tiga}, maka prakuali{ik*si Cinyatakan gaga:.

5i Evaluasi Dokurner: Kuaiifika*i

Pokja Pemilihan melakukan evair;asi kualilikasi terhadap

d*kumerz kualifikasi yang di*ar*paikaa *1eh peserta *etelah jadwal

penyampaian dokumen kualifikasi setresai" Evaluasi kualifikasi

dilakukan terhad,ap pe*erta ),ang mendaftar dan memasukkan

dokurnen kualifikasi rneliputi:

evafuasi kue-lifika*i admini*trasi/i*galitas; ?i *valuasi kualifikasi

teknis; danlatau 3i evaluaei i<uaiiiikasi ke*aaga:r"
untul( Fengacaall lJarallg/reKefjaail, t{on*arx}ksllJasa Lalrinya,

peiaksanaan esa-l*asi kaaliiikasi admir:istra*illegaiitas dan eva-luasi

kualifikasi teknis ::lenggrraaka:r xi*tem B*88r, dengan membandingkan

persyaratan yarrg tercantum dalam dokumen ku*-lifikasi dengan

dokumen kualifikasi peserta". Ur:tuk pengadaarr Jasa K*nsultansi
pelal<sanaan evaluasi kuaiifikasi admini*trasi1l*galitas menggurlakan

sistelrl gugrrr, sedangka* evatrtra*i kualilik*si t*knis rnengguflakan

sistern pembobatan d*ngan amtrang batas.

Untuk e.salqasi kra*jifika*i k+uar:.ga* diiak*anakan

menggunakan si*tern grrgur.
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Prakuaiifikasi betrum rrrerupaka* a:aag kamperisi maka data
yang kurang masih dapat ditrengkapi sar*pai dengan g {tisa} trari
setelah Pokja Pemilihan rrienyampaikar: ha*il evaluasi.

Daiam hai jurniah pes*rta ya*g lulus evaiuasi dokumen
kualifikasi kurang dari 3 {tiga} peserta, rr:aka praku*iifikasi dinyatakan
gagal.

6) Fembuktian Kualifikasi

P*$a Perniiihan rrteiakui<ar: p*:nhuktian kualifikasi terhaeiap
peserta pemiliiran ya&g mem*nuhi persrl'aratan kr:alifikasi, denga_n

rnengundang dan memveri{ika*i/rnengkiarifikasi kesesuaian data pada
informasi formulir elektr**ik ipian kuatrifikasi pada SPSE atau
SIKaP yang disediakan deagan d*kura*rr a*1i"

Pokja Fernilihan dapat r$*}ekr:karr verifikasilklarifikasi kepada
penerbit dokumen as1i, kunjuagan lapangan terhadap kebenaran
iokasi ikantor, pairrik, g**ang, danfatau fasiijtas lainnyai, tenaga

kerja, dal peralatan.

Dalam hat junelah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi
kurang dari 3 {tiga} peserta, rnaka pr*kuaiifika*i din;r,atakan gagal"

7l Penetapar: Haeil Kualiflka*i
a) U*tuk Earang/F*keq'aan Kanstruksi/Jasa Lai*nya ditetapkan

daftar peserta tender ya&g lu1us prakualifikasi paling kurang 3
(tiga) peserta"

bi Untuk Jasa K*ttsuit*rr*i ditetapkan Daftar Pendek p*serta.

seleksi yang lulus prakualifikasi berjumla-h 3 {tiga} sampai 7 {tujuh}
peserta.

8) Pengumumarl Hasil Kualif?kasi

Ha*il kualifikasi diumarakan :neiatrui aplikasi *FSE dan dapat

ditarsLrahkan dalam sit"us web KementerianlLembaga/Pemerintah

Daerah, papan pefigum*rrtar resrni urrtuk masyarakat, surat

kai*rar, danf atar.r media lainnya.

Pengumuman l:asii kualiiikasi rnexuat paling sedikit:

a) nama dan alamat F*Qa Pemilihan yaflg mengadakan

tend.erf seieksi;

h) nama pak*t pengarlaar:;

c) nama, NPUTP, dan alamat pes*rta baik yang lu1us maupurl tidak

iulus kuaiif;ka*i b***rta ala*a* fidak i*hi*; dar:
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d) *ama pe*erta yang srasuk dalarcl daftar pendek untuk Jasa
Kons*Itansi Eadax ljsaha.

Sl Sanggair Kualifikasi

Fesei:ta yang meryampaikan d*kr-ixr*n kualifikasi dapat
meng*jukan sanggah meisJui apiikasi sFsE apabila menemukan:
a) kesalaha* dalam :trelakukan **-aiuasi;

b) penyimpangan terhadap ketentuan dan pr*sedur yang diatur daiam
Peraturan Presiden lr{*rll*r x? ?ahr:n ?o21 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerir:tah Sa:: ket*stuan yezlg telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;

c) rekayasa/persekoagkalar: sehingga menghalangi tedadinya
persaingar: u*aha yaftg **i:at; *ar:/ata.u

ci) penyalahgunaan xre$"reilar:g *neh p*kja Fercilihan,
pimpinan UKPBJ, PPK, pAlKpA, dan/atau kepala d.aerah.

sanggah disampaikaa kepada Fokja pemilihan dalam waktu s
(lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi.
Poftja Femilihen raemberi.kan ja:r*ba:r tertulis atas semufi"

sanggah paling lambat 3 {tiga} hari kalend*r yar:g diakhiri pada hari
kerja da:: jam ke$a seteiah r"ria*e *anggah berakhir.
Apabila sanggah dinyatakan $aiah/tidak diterima, maka potqja

Fernilihan *:eiarjutkaa Frsses Prakualitikasi.

Apabiia *alggah d,inyatakan benarlditerim*., P*kja Pernilihan

melakr"rkan evaluasi ku*lif?kasi ulang atau prakualifikasi ulang.

sanggah ya11g disarnpaikan kepada Pejabat Penandatangan

Kontrak, FAIKPA, dar: AFiF K*raeraterian/Lembaga/Perangkat

Daerah, atau di*a:::paikar: ditrr.nar r.rrasa sanggah, *iar:ggap sehagai
pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

1 0) Tindak Laljut Prakrialifikasi *agal
Dalam hel prak-ialifikaxi gagai r*aka P*kja tremilihan melakukan
evaluasi pen3relrab kegag*lan.

Dalam ha1 prakualifikasi ul*:rg rnaka Pckja Perriilihan segera

melakukan prakualifika*i kembali *.*nga:r k*te*tuan:
a) Apabila ha*i1 prakuali{ika*i x?a::g ju-m3ah pe*erta y*rrg i*lus 2 {dua}

peserta, maka dilanjutkara d*ngarl proses ?*nder/Seleksi; atau
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b) Apabila hasil prakuatrifikasi ulang julrria}: p**erta ya$g 1ui*s 1

{satu} peserta, rnaka

Langsung.

Datrarn hai prakuali{?kasi uiang din5,s1str*r, gagai, Fakja pemilihan
mengllmr.lmkan irasil prakuaSi{ikasi ulang dan illerq ampaikan hasii
prakualifikasi kepada Pejabat Penaadata*gan Ko*trak dan selanjutnya
Pokja Pemilihan

prakualifikasi"
melakukaa evaluasi penyebab kegagalan

b. Pelaksanaan Pascakualiiikasi

Proses Pelaksanaan Fascakualilikasi dilaki:kan bersamaa.n d.engan
proses pemilihaa. Pemb*riaa penjel*.san kualifik*si dilakukan
b*rsarnaa* dengan pemberian penj*laca* Dckr:rs:*n P*milihan.
Peserta menyampaikan d*kurnen pascakualifikasi melatrui forrnuliy
isian eiektr*nik kuatrifika*i yaag ter*edia pad,a aplikasi sp$m
bersamaan rtengan penyampaian dakumen penawarafi .

Jika fonnulir i*ian elektranik kualifikasi yang tersedia pada

apiikasi SPSE belum mengakemodir data kualifikasi yang

dieyaratkan, m*ka data per:*yarat** kualif?i<asi tersebgt

dieampaikar: pada faeiiitas la:n yarrg ter*edia pada aptrikasi sFS&.

Dengan meriyampaikar: data kralifikasi pada formulir isian
eiektronik kualifikasi* peserta rr:enyeti.rjr":i p*rnyataan **Lragai berikut:
t) PernSrata*n yang tercan:tum dalan: Fakta lirtegritas rneliputi:

a) Tids"k akan melakukan praktek K*rupsi, Kolusi, dan Nepotisrne;

b) Akan melaporkan kepada PAIKPA jika mengetahui

terjadinya praktik K*rup*i, K*li.rsi, dan l{ep*tisrne dalam

prCIses pengadaan ini;
c) Akan mengikutl proses pengadaan secara bersih,

transparan, dan:. prof*si*l:a1 *nilak :'r:er::berikaa hasil kerja

terbaik se*uai ketentuarr peraturarr perundang*undangan; dan

d) Apabiia meianggar iral-hal yang dinyatakan dalam angka 1)

huruf a dan b, d*:: { maka bersedia menerima sanksi

*esuai dengan peraturan:. p*ruadar:.9-*edanga*.

Z)yang b*rsangkutan dan manqi*:r-,re&nya ti*ak dalam pengalvaserl

pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan;

dilanjutkan dengar: pr*ses penunjukan
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3)yang Lrersangkutan berikut pe,'gur** badar: u*a}:.a tidak sec,ang
dikenakan sanksi daftar tritam;

4)yang b*rtindak untuk darr atas $ama }:'adan usaha lidak sedang
d"atram menjalani sanksi pidana;

5] pimpinan dan peflgurus bacan u+aira bukai: *ebagai pegawai
Kementedan/Len:hagalPerar:gkat Da*:.ah atau pirnpinan dan
pengurLls badan usaha sebagai pegawai
Kementeia*lleatbaga/perangkat *aerah ya':g sedar:g mengar-chil
cuti diiuar taixggun.gan Negara;

6) Pernyataan lain ystlg menjadi' syarat kr-ralifikasi yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan; dan

7i data kualifikasi yarlg diisikan rla* d*kun::eri penawaralr yang

disan:paikan benar, *ari :ika dik**:udia* hari ditemukan
trahwa dataldokurneri yang disampaikan tidak benar dan aca
pemaJsuan, n:aka direktur utarnalp*xpinan perusahaanlpirnpinan

kopera*i, atau kepa3a *alrang, atax pejabat yexg rnenurut
peryanjian ke{a sarrla berhak mewakili badan usaha yang bekeq'a

sarn.a dan hadan usaha yang di:rakili bersedia dikenakan sanksi

adrninistratif, sanksi pencantugres dalam daft*"r hitam, gugatan

sec*.ra perdata, da::;ata* peiap*ran secara pidana kepada pihak

berweriang sesuai deagan kete*tuan peraturarr perundang-unCangan.

{"lntuk peserta yarrg berb*ntr-rk k*ri**rsium/kerja sama

operasilkemitraanlbentuk k*rja sanla 1ain, penlampaian kuaiifikasi
pada formuljr elektonik isian krialifikasi dilakukan oleh }:aclan

usaha yang diiuryuk mewakili k*nsorsiuirt/kerja sama

*perasif kernitraanf Lrentuk keqja ss::1a 1ain" Anggota

kons*r*i*m/keda salta *p*ra*ilkemitraar:lbentuk kerja $ama lain
menyalxpaikan fiie formulir islan kualifika*i n:elalui fasilitas lain yang

tersedia pada SPSE.

Evaluasi ku*lifikasi dapat di1*k*anakan ber*amaan dengan

evaluasi dokumen penawaraa {admini*trasi, tekni*, dan harga}.

Pembruktian pa*cakualifikasi dii*"kukan terhad,ap calon perrrenang

dan caicn pemerlarl"g *ada-*.gar:. Dalaqr lia} **-l.on perrlenallg tidak

iuius pernbuktian kuaiiiika*i seaka dilanjutS<an dengan pembuktian

kualifikasi terhadap pe*erta de*gan peringkat selanjutnya (apabila

ariai
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Apabila tidak ada pe*erta ya::g h:3u* evaluasi kualifikasi dan
pemLruktian kualifikasi, maka ?ender di:ryataka:: gagal.

Pelaksanaan Kualifikasi meiaiui SIKaF

Dalam hal peserta yairg menjadi caicn p€menang teiah
terkuali{ikasi daiant sIKaF, r::raka pr*ses pembuktian kuatifikasi
dilakiakan melatrui apiikasi SIKaF.

2. Felaksanaar: Pe*riii.han

a. Undangan TenderlSeieksi

Pokja Pemiiihan mengundang sereua peserta tender yang telah
lulus prakualifikasi atau peserta *eleksi yang masuk dalarn
Daftar Pendek untr:k mengilcuti preses Tenderl$eleksi.
undangar: a:en*a*tr-lr'::karr har!, t*ngga1, dar: rvaktu pendaftaran

dan pengunduhar: Ilokum*n Teader/$eleksi.

b. Penguneuma.n ?ender/ sel*k*i Jasa l{*:: c:.*itansi Fer*rangaa

Fengumuman mer*pakar: awal proses pemilihan pada Tender

Pascakuaiifikasi atau seleksi Jasa Kons:r1tan*i perarangan.

Fckja Ferrilihan ffiengurlrurnkan mel*lui aplikasi SFSE dan
dapat ditambakkan dalars situs web

I(ementerianlle*rbag*/?*rrzeri*tah Ila*rah, papa* perrgumuma]:r

resmi untuk masyarakat, surat kabar, daalatau me*ia lainnya.
Pengurauryran pascakualiflkasi paling sedikit atemllat:

i) naraa dan alamat Pakja P*milih*_n;

2) uraian singkat pekerjaan;

3) nilai t*tal Harga Perkiraam Sendiri {HPSi danf atau nilai
pagu anggararl

4) persyarata* peserta;

5) rvaktu pendaftaran dan pengambilan Dckumer: Pemiiihan; dan

6i waktu pefl.yampaian dckllrnen F*rra\Faran.
c. Pendaftaran d"an PengunCuhan Dokumen Femilihan

Serrua P*trakr-r 1-Isaha ya1:9 diundang ats-u yang berrninat untuk
rnengikuti TenderlSeleksi melakukan pendaftaran dan

ntengunduh **kumen Perxitrika:: melalui aplikasi SPSE.

d. P*mberian Penjeia*an

Pokja Pemiiihan melak*ar:akaa per::b*rian penjeiasan pernilihan

FenyeCia mei*lui aplikasi SPSE ses*ai dengan jadwal yang
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telah ditetapkan" Ferclb*ri*"rr penjelasa* menlpakan mediafforurn
tanya jawab antara Peserta ?eaderlSel*ksi dengar: P*kja Femrlih*n
mengenai ruarrg lingkup paket pengadaan serta syarat dan
ketentuan yang tercantur:r dalam Dakumen pemilihan.

Tujuac peraberian peajela*aa adalah untuk reer:rperjelas ruang
lingkup paket pe*gadaan serta *yarai dar: ketentuan yang

tercantunt dalarn }okuraen Pemilihan, sehingga terdapat
kesamaan pernahar*an an:tara P*lqja pcadlihan dan peserta,

sekaligr-rs untuk rnendapatkan ura*ukaa keraungkinan adanya
koreksi atas Dckurcen Pesrilihan.

Larna waktulcurasi pemberiari penjeiasan disesuaikan dengan

kon:pleksitas peke{aan. F*kja Peneiliha-re r*cajawab setiap
pertanyaen yaflg raasuk. Fada s*.at b*rla::gsur?grlya pemherian
penjelasan, Pokja Pemilihan dapat mer:amlrah waktu pemkrerian

penjelasan se*uai dengarl k*batahan.

Pokja Pemilihan .*egera ntenjas.ab xetiap pertanyaan yang

diqjukan olekr Peserta *a*rpai de*gan batas akhir pemberian

penjelasan. Namui: dernikian, P*kja Per::iliiran masilr dapat
mrenjawab s*luruh peltarrya*:: setelahr w*ktu peinberian penjelasan

teiair berakhir.

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pad.a saat

penei:eria:r peajeiasan r.:*rupakam *erit* A*ara Pemberian

Penjela*an {BAFP}.

Jika dibutuhkan penrnjauan lapa::gan, Pc$a Pemilihan dapat

rnelakukan penirijaua-n lapangan ber*ama-salrra dengan Peserta

dan dilanjutkan deagan p*rnberian per:jelasan di lapangan.

iSerita Acara Pemberiae Prnjeiasa:r {BAtrP} Lapangan menjadi

bagian dari Berita Acara Pemberi*:: Penjelasan {BAPP). Btaya

yang tinebul ata* pen*:jau.a:: lapangan dibebar:ka:: pada rcasing-

masing pihak.

Apabila perubahaa tidak *itua*gkaa dalar:a Adendum Dokurnen

Pernilihan atau tidak di*etujui *leh FPK, maka perutrahan

tersehut dianggap tidak ada dan k*t**tuam yang berlaku adalah

D+kumen F*milihan anvatr" ,&dendur-sa **kl;-rl:en Pernilihan dapat

dilakukan $ecara her-ularrg dengan ffienJrampaikan Adendurn

Dokurnen Per::iliha* *:*lalxi aplikasi "*1PSE paiir:g kurang 3

{tigai hari kerja sebehaat hatas *3&$ p€rayarnpaian dokumen
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penawararl. Apabila Ad,er:d*m *okurnen Pemitrihan

rnengakibatkan ketrut'r-rhs-:r penamba?ran walcta penyiapmr

kernbali D*kumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan

memperpanjang batas akhir penyarilpai*"n per:arn/-araa.

e. Pe:ryampaiarr D*k-.rin** Penawara::

Feserta pemiliha* r&enya&?paikarr d*kurnen periawaran

berdasarkan ketentuaa yang telah ditetapkan daiam Dokumen

TenderlSeleksi.

Peserta dapat meriJ*alnpaikan uiang fi1e pefi,awaran nntuk
mengganti atau menimpa fil* perrawaran sebelumnya, sarnpai

dengan batas akhir penyampaian penawarar:.

Untuk peserta yans b*rbentuk k*nsarsir:m/kerja sarna

operaeir/kemitraa*;berrtuk kerja *arria iaia, penyarr:paian

penawaran dilakukan oleh i:adan usaha yang ditunjuk mewakitri

peserta }.arrg berber:tuk k*lr**rsiumlk*rja sanria

opera*i I k* rnitraat:, / bentuk kerja *ama lain.

Pokja Pernilihan dapat melakukan perul-:ahan jadwal

penyempais.n dokurnen per;arlrara$ disertai dengan penjelasan

alasan perubahe* jadwat.

Pokja Femilihan dapat 3neffip*rpaqjang raraktu batas akhir
penyampaian penawaran dalam hai sebelum batas akhir
pei-ra\Maran tidak ada P*s*rta ya:19 x,r*nyar&Faikart penawaran.

Ferpanjangan wakt* ditrakukan pada hari yarrg $arra d,*ngan

batas akirir penyampaian penal*rara*. Apabila tidak ada peserta

yang meriyarnpaikan dokum*n pena$rara& setetrah waktu

perpanjangan, Ter:derl Selek*i dixyatakaa gagal.

Tender Fekerjaar: K*nstruksi dengan :rilai t*tai HFS paling

sedikit d.i atas Rp10.OGO.OO0"$*O,O* {sepuluh miliar rupiah},

Jaminan Penawaran di*ar.zpaika::r *er:gan keten*-rat :

1) Softc*py Jaminanl Penawara:r d.i*ampaikan sebagai hagian

dari dokurnen a-dmini*trasi;

2j Jaminan Penanvaran d*"pat dikirim dalam betrtuk so;Bcopy asli

dari kamer*f hanphorue iHF) *tau *cari tanpa edit d*n
3) Jaminan Peaawaran a*ii disarnpaikaa *eca3'& langsung atau

melalui po*/jasa pengiriaran daa diterima UKPB.i 1 (satui

hari k*{a seheSiam hata* akhir Ffi::.yampai*ft Ffis}alyftra;} dmrr
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paling lamhat sebelum trata* akhir penyampaian peravrarar:
yang dihuktikan d*ngan bukti pengirimaa.

4. Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima poi<ja

Pernilihan sampai dengan batas waktu -yang ditentukan,
rnaka penawarafi di*yataka* gugur apabila hei:dasarkan

klarifikasi kepenerbit jaminan, pencairari jarninan penawaran

mernerlukan jaminan penawaran yang asii" segala resiko

keteriambatan dan keru*akan pengiriman Janninan penawaran

asli menjadi re*iko peserta.

f" Pembukaan Dokumen Penawaran

U Pada tahap perabukaan d*kurnen penara/aran, Pokja Pemilihan

meng-rnduh {lle Fenawarafi *esuai:rraktu yang telah ditetapkan.

2I Terhadap fiie penawaran yarrg tidak dapat dibuka, F*kja Pemilihan

menyampaikan fiie penawaran tersebut kepada layanan pengadaan

secara elektronik untuk r"nendapat keteraagaa bahwa file yang

hersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperiukan layanan

pengadaan secara eiektronik dapat rnenyarnpaikan file

penau/aran tersebut kepada LKPP.

3) Apabila trerdasarkan k*terangar: dari layaaan pengadaan

secar* elektronik atau LKFP file pena$/ararr tidak dapat

dibu.ka, makaPokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file
penewaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga

penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apahila

berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP

dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan meianjutkan prCI$es

evatruasi atas dokumerr penawaran tersebut"

4) Pokja Pemilihan tidak i:oleh rnenggugurkan perrawaran pada waktu

pernhukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang

sud'ah dipastikan tidak dapat dihuka berdasarkan keterangan

layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP"

5) Pokja Pemilihan tidak diperke*ankan m*ngubah waktu batas akhir
perryanr.pai.an penawarari {rnclakukarr perpa-nj angan :a.aktu} kecuali :

a) te{aCi keadaa,a kahar;

h) te{adi garrggelan teknis SPSE;
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c) pembahaa d*kurr:en p*rnilihar: yang rnengakitratkan

kebutuha* penamb*Iaan waktu p*nyiapa-r: C*kurnen

penawarafl; atau

d) tidak ada pe$erta yang rcemasukkan penawaran *arnpai

d.engan l:atas akhir penyaffipaian p*na1varan.

6i Dalam lial F*kja Femili?ran r::eng*bah wakt* batas akhir
penyampaian penaw*ran maka P*kja Pemilihan

ffienyampaikan/ra*ngir:f*rma*ikarr *iasar: yal.rg dapat

dipertanggungjawabkan pada SPSE.

g. Evaiuasi Dckumen Pen*xraran

Pokja Pemilihan melakuka:: eva-l.ua*i d*kumen penawaran dengan

ketentuan sebagai berikut:

i) berpedorrran pada ketent*a-n da* *yarat-sya.rat 3"an:g ditetapkan

dalam Dokumen Pemilihan;

2) Pokja Fernilihaa danlatar* pes*rta dilarang m*iakukaa post

bidding pada setiap tahapa* dalam *valuasi penawaran" trost

bidding aclalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti

danfatau mengubah kriteria dan persyaratan yans telah

Citetapkan dalam Dokume* Femilihan Can/atau substansi

dokurnen peaa\Erara&;

3) Dokurnen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokurnen

perrawaran yang sesuaifm*menuhi ketentua* dan s3rarat-syarat

yang ditetapkan d*lanr: Dokumen Femiliha-tr, tanpa ada

ketidaksesuaianlpenyimpangan yang bersifat pentinglpokok

atau pena\xraran bersyarat. Ketidaksesuaian/penvimpangan yeng

hersifat pentinglpok*k atau pf,naxr*ran bersyarat adalah:

a) i{etidaksesuaian/penyimparigan dari Dokurnen Fer*ilihan

yang ffrempengaruhi lingkup, spesifika*i teknislKAK dan

hasill kine{a pekerjaa*; da* f atau

b) penawaran dari p*serta. dengal per*3-arat*"n tarnbahan di

h.rar ketextuan darl syarat-syarat dalam Dokumen Pemiiihan

yang akax *renimb*lke1? persair:gaa usaha tidak sehat

dan/atau tidak adil"

4j Pokja Fer*iiihar:. diiarang ri?e*ffg1lgr*rkar: peftau-srex dengan elasan

kenalahan p*E&Hrfiran yang tidak substa*uial {ccntoh
ke*alahan pecgetika*: Fen3rebuta:r *ebagian nama a.tau
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keterangan, surat pe*asraran tidak berk*p peru*ahaann danfatau
tidak distempei);

5) apakrila dalam evaluasi d*kumen pelralryaran ditemukan

bukti/indikasi terjadi per*ai:rgan usaha tidak sehat danlatau
terjadi peng*tur*r bersan'c* {k*1usi/persek*ngk*1an} antar

peserta dengan tujrian untuk rrlerrrenangka* saiah satu pesert&,

ntaka:

ai evaluasi d.okuraen per:'air/ararl dilanj*tka* terhadap peserta

lainnya yallg tidak terlihat fbila ada]; dan

b) apabiia tidak ada p***rta lai* *ehagairaana dimaksud pada

angka 1], T*nder/$e1*ksi dirryatakan gaga-l.

6) Indikasi persek*agk+lan antar Pessrta harus dipenuhi

sekura:rg- kurangnya 2 {dua} i*dikasi *i ?:awah ir:i:

a) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode

ke{a, i:a3ran, alat, ac}alisa pead,ekatar: tekni*, harga satuan,

d,an / atau spe*ifkasi bara*g yang dita,,varkan {reerekl tipe /j enis}

danf atau dukungan teknis"

b) seluruh peilawaran dari Peserta meadekati HPS.

c) adanya keikutsertaan: beberapa Peserta yang trerada dalam

1 {satu} ker:daii"

d) adanya kesamaanlkesalahan isi dokurnen penawaral:r,

antara 1ai.n kesai"naamlk*salahaa pe*getika*r slrsr:&a"n, dan

format penulisan.

e) jaminan penawaran dikeluarkan dari pen3'amin yang

*arna dengan ncmcr seri yang berurutan.

Evatruasi Dokumen Penawaran meiinrrti :

a. Koreksi Aritmatik

1] Unt:-rk Kcntrak Harga Satuan, itcm pek*rja*r, der:gan harga satuan

pada K*ntrak Gahungan Lurr:s*m daa Harga Satuano dan Kcntrak

Waktu Penugasa:r dilakuka* k*reksi aritmatik. Kareksi aritmatik

dilakukan secara *tomati* reerrggul?akan SPSE. Apabila terdapat

kendala atau tidak dapat meegglrl:ak*:: SPSE, maka koreksi

aritmatik diiakukan sfcara ma:rual.

21 Koreksi aritmatik dilak**nakan pada tahap awal evatruasi

*ebelum eyalue*: *.**:iai*tra*i pada ?*::**r yails msl*.gsurlakan

metode penyalnpaian penawfrra:a 1 {*atu} f?le-
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3) Koreksi aritmatik dilaksanakan setelah pembilkaan penau.aran

harga untuk Tender yang menggunakan metode Fe$yampaian 2

(duai file dan 2 (dua) tahap dan Beleksi.

4i Hasil koreksi. aritrsatik mengubah nilai penawaran. Untuk

pengadaan BarariglPekerjaan KanstruksilJa*a Lainnya dan untuk
pengadaan Jasa Koasultan*i denga:t rnetode Pagu Anggaran,

apabila hasii koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawararl

dinyatakar:. gug11r.

5) Taia cara koreksi aritmatik adalah seLragai }:eri.kut:

a. volume danlatau jenis pekedaan yang tercantum dalarn

daftar kuantitas dar: harga dalam penawaran harga

disesuaikan dengan v+1ume danlatau jenis pekerjaan yang

tercanturn dalam Dokum*n Fernilihar: ;

b. apabila te{adi keselahan hasii perkalian antara volume dengan

harga satuan pekerjaan. dilakukan pembetul*.n dan harga yang

berlaku adalah ha*i1 perkalian sebenarnya. Dengan

ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak Lroleh

diubah;

c" jenis pekerjaan ya-t:g tidak diberi harga satuan dianggap sudah

termasuk dalam harga *atuarr peke{aa* yang lain dan

harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan

kosong;

d. jeni* pekedaan yang tidak tercanturn dalam daftar

kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis peke{aan yang

tercanturn dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan

pekerjaan dimaksud dianggap n*1; dan

e. hasil koreksi aritrnatik dapat arengubah urutan periagkat.

6) Berdasarkan hasil kr:reksi aritmatik Pckja Pemi.lihan rnenylrsltn

peringkatf urutan dari peaawaran terend.ah"

b. trvaluasi Admini*trasi

li Evaluasi adrninistrasi dil*k*kan *ntuk sernua penawa.ran yang

masuk, kecuali pada Te*d.er yang rriensgurrakan 1 {satu} fitre,

evaiuasi *"dmini*trasi haaya dilakukar: terhadap 3 ttiga)

pena$rar terendah. Apabiia dari ketiga pe&alvarall terendah tid*.k

lulus evaluasi administra*i, rr:aka *iianjutkan kepada peserta

dengan trarga pfifi&wararr t*r**dah h*rik*t*ya. lJntuk Kontrak

Harga Satuam d.arr Kantrak Gabr.lrrgare Lr,rrrrsurn dan F{arga
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Satuarr yang dirriaks*d dengan harga ter*r:dah adalah harga

*etelah koreksi aritraatik. Untuk Kontrak Lumsurr:. yarg d,imaksud

harga terendah adalah harga penawarall.

2\ Evaluasi administrasi dila-tr<ukan t*rhadap kelengkapan dan

pemenuhan dokum** pena\.{raran administrasi. sesuai d,engan

ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokurnen

Pemiiihan.

3) Penawaran dinyatakan rnemer:uhi p*rsyaratant admi.nistrasi,

apabila:

a) surat periawaran memenuhi keter:.tuan sehragai trerikut:

{1i jangka waktu berlakunya surat pena\,varan tidak kurang

dari waktu yang ditetapkan; daa

(2i bertanggal.

b) Jaminan Penawaran {apabitra adai rnemenu}ri ketentuan sebagai

berikut:

iU diterhitkan cleli Baak lJmurr:, Perusahaan Penjarninan,

Perusatraan Asuransi, atau lemLraga keuangan khusus

yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan,

penjaminan, dan as*raasi ur:tuk mer:dorong ekspor

Indonesia *e*uai deagan i<etentxan peraterran perundang-

undangan di bidang lemhaga pemhriayaan ekspor

trndonesia;

t2) Jarninal Penawaran berlaku tidak kurang sampai

dengan tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemiiihan;

{3} nama peserta $ama deagan nama yang tercantum dalam

surat Jaminan Perrawaraa;

(4) besaran nilai Jaminan Fer:awararr tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkaa daiam Dokumen Pemilihan;

(5) besaran nitrai Jamir:er: Penawaran dicantumkan dalarn

angka dan huruf;

{6) nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran

sama de*gan narsa Pokja Femilihan yang rnengadakan

Tender;

(7) paket pekerjaan yaftg di"jarr:in satrla dengan paket

pekerjaal yarrg ditend erkan ;

(8] *iarsrinan P*r:awarari harirs dapat dicairkan tanpa syarat

{unconditiox,al} seb*s*r nilai Jaminal dalam waktu
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paling lamLrat L4 {empat h,elas} h*ri kerja, setelah surat

pernyataan rA.ianpresta-si dari P*kja Pernilihan diterima oleh

Penerbit Jaminaa;

tgi Jaminan Penasraran atas naria perusahaan

konsprsiuurlkerja $afrea operasilkemitraanltientuk kerja

safila laix harus dituli* atas nama perusahaan

konsorsium/kerja $ama *perasi/kemitraan/bentuk kerja

sama lain; dan

(10isr-ib*tansi dan keabsahanlkea*1ian Jaminal Penawara-n

telah dikonfirmasi dan dikl*rifika*i secara tertuiis oieh

Pokja Femilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang

jelas dar: meragukal"

4) substa:asi dan keabsahanrfk*aslian Jaminan Fenawaran telah

dikonfirmasi dan diklariirk*si secnra tertulis oleh Pclkja

Perniiihan kepad*. penerhit jamina:: apabila kurar:g jelas dan

meragukan.

5) Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan

dengan evaluasi teknis.

5) Apabila tidak ada penawarafl yang mernenuhi persyan:atan

admir:.istrasi, maka Tenderl$eleksi dinyatakan gagal.

e . EvaXuasi ?ekais

Evaluasi teknis dilakukan terhadap periawara"n yang dinyatakan 1utrr-rs

evaluasi administrasi. Evaluasi teknis Lrertujuan untuk menilai apakah

penalraran tcknis peserta TenderlSeleksi memer:.uhi persyaratan teknis

yang telah ciitetapkan dalan: *skumen Femilihan. Evaluasi teknis

dapat rlrensgunakan sistem gugur atau pembobatan dengan

menggunakan amLrang batas.

1) Pengadaan Barang

a) Dalam hal terdapat produk yang m*miliki TKDN+BMP paling

rendah 4Ao/* {empat puiuh per eni maka pr*duk dari iuar negeri

digugurkan" Hal ini dapat dilakuka* dalam hal hanya terdapat

1 {satu}jenis barang daiarn I {s*"tu} paket.

bi Pokja Pemilihan rneraerik*a perr:eexhar: spe*ifikasi yang

meliputi:

1, SFr*ifikasi t*k*i* haraxg {karakteristik fisik, cietaii desain,

totreralsi, rtaterial yanrg digunakan, p'ersyareten pemelih&rean
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Can persyaratan operasi), diiengkapi, dengan contoh, 'brosur,

dan gambar-gambar;

2. Stand,ar produk Yang digunakan;

3. Garansi;

4. Asuransi;

5. $ertifikat ltni*/?w*il uji mutu/teknis;

6. Layanan Purnajual;
7. Tenaga tekais;

8. Jangka waktu peiaksanaan/pengiriman i:arang;

9. Identitas {merek, jeni*, tipe}; danlatau

10. Bagian pekeqfaan yang akan disubka*trakkan'

c) Dalam hal ?ender I1lerlg$u&akan metcde evatrua*i penalvaran

Sistem Nilai r*aka peailaian teknis d*agan mentbedkan krobot

pada masing-masing unsur.

d) penawaran teknis dinyat*ka* h:lus apabila nilai masing-masing

unsur d,anlatau niiai totsl mememrhi araba*g batas yang

ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan

2) Pekerjaan Konstruksi

Pelaksanaan evaluasi teknis pek*rjaan kon*truksi meliputi :

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang mernenuhi

persyaratan admirtistrasi;

b. Svaluasi teknis dilakuk*.rr dengan sistem $Igur dengan

ketentuan:

1) Po$a Pemilihan menilai per*yaratan tekni* rninimai yang

harus dipenuhi derrg*:: mer:rbandingkaa pemenuhan

persyaratan teknis seiragaimama tercantum riaiam LDP;

2j Penawaran dinyatakan memerruhi persyaratan teknis

*ehragairirana tercantum dalam LIIP apabila:

a) Evaluasi. rnetode pelaksanaan pekeijaan utama dilakukan

dengan ketentua.n:

(1) Peserta menyaffipaikan metoCe pelaksanaan dari

seluruh pekerjaan utarna yarrg d.isyaratkan dalarn

LDP;

{2} Dalam hal per*tratan utar*a yang ditawarkan oleh

peserta sesuai dengan persyaratar: peralatan dalam

LDP, maka d"*kramen met*de pelaksanaan peserta yan"g

tidak menjelaekar:. peralata* utama tidak digugurkan;
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(3) Dalara hal met*de pelaksanaan peserta tidak

mencantumkaa spesi{?kasifvolume pekedaan raaka

tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian

terhadap penggunaan peralatan atau

spesil?kasi f voiume pekerj aan.

{4i Metade p*laksanaan pekerjaan {di*yaratkac han3ra

untuk kualifikasi usaha kresar] memenuhi persyaratan

substan*f yatl* ditetapkaa dalarn ilokurnen Pemiliharr

dan diyakini mengga$rbarkan penguasaan dalarn

menyelesaikan pekerjaan utama sesuai yans

disyaratkan dalam LDP, meliputi:

{1) Tahapan/urutan pekedaan dari awal sampai akhir

secar"a gari* besar daa uraian/cara ke$a dari

m.asing-ma*ing jenis pekerjaan utama;

(2) Kesesuaiaa antar"a rcietcde ke{a dengan peralatara

utarna yang clitairarkanldiperiukan da-lam

pelaksanaan pekerjaan ;

(3) Kesesuaian antara metade keda dengan

spe*ifikasi/ v*lume pekerj aarl yang disyar-atka-ta.

Dalam melakukan evaluasi terhadap met*de pelaksaflaan

pekerjaan, Pckja Pemiiihan membandingkan antara

rnetode kerja yarrg ditaNrarkar: atreh peserta d.engan metode

kerja ya$g menjadi hagian persyaratan teknis yang teXa&

ditetapkan oleh PPK dengan cara menilai kesesuaian

rnetode tersebut. Apabila tidak sesuai, Pokja melakukan

evaluasi berdasarkan kese*uaian met*de kerja yang

ditawarkan Cengar: peralatan Lltama, serta personel

trerd asarkan keahlian yang dapat dipertanggungj aw'abkan.

b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang

ditetapkan dalam LIIP, dengan keterrtuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumtrer

Cari:

(a) &Ailik se*diri, ditrakukan terhadap hukti

kepemilikan peralataa;

{b} Sewa Bcli, dilakirka* terhadap hukti pembayaran

$ewa Beli;



70

{c} Untuk peraiatan serrlra, *elain rcenyafilpaikan surat

perjanjian se\ira han:s disertai dengan bukti

kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari

pemberi sewa.

Evaluasi bukti peralatan r:tama ditrakukan dengan

ketentuan:

(a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti

kepemilikan peralatan yang berupa ntiiik/sewa

beli bukan atas rlama peserta tender, bukti

tersebut tidak menjadi ha1 yang menggrrgurkan

pada saat evaiuasi;

{b}Daiam hai peserta menyarrpaikan bukti

kepemilikaa peralatan yang berupa sewa br.rkan

atas nama pemberi sevra, bukti tersebut Lidak

menjadi hal yang rnenggugurkarr pada *aat

evatruasi;

(c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang

disampaikar: oleh peserta tidak dilakukan

ktrarifikasi secara fisik.

(2) Fencanfi.xnan rrrerek, tipe, dan l+kasi peraiatan daiem

daftar isian peralatan tidak meaggugurkan.

(3) Jenis, kapasitas, dan jr.rmlah yang disediakan untuk

petraksanaan pekerjaan *esuai dengan yang

clisyaratkan.

(4) Dalam hal jenis, kapasitas, komp*sisi dan jurnlah

peralatan sniaimal yarrg ditawa-rkan Lrerbeda dengan

yang tercantum dalam l]*kumen Pe*riiihan, rnaka

Pokja Pemiiihan akan membandingkan produktivitas

aia"t tersebut }:erdasarkan metode pelaksanaan

pekerjaan.

(5i Apabila ada hal-hsl yang meraguka"tr dan kurang jelas,

Pckja dapat melakukaa klarifikasi kepada pemilik

pera-latanlpemilik perai*-t*-:r sew"a terhadap hukti-

br:kti yang di*arnpaika* p**erta.

(6) Klarifikasi h*-trya dilakukan terhadap bukti-bukti

kepemilikan F*relatan, iidak terhadap fisik peralatan.
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c) Personel raanajeriai ya:tg ditasrarkan sesuai de*gan yang

ditetapkan dalarn LDF, dengar: ketentuas:

tl) Dalam hal p*serta rrenawarkan Personel Manajerial

atau Ahli K3 KonstruksilAhti Keselarnatan Kon*truksi

dengan peng*laman lebib d*"ri yang disyaratkan, maka-

tidak digugurkaa.

t}j Daiam hal disyaratkan jabatan p*tugas keselamatan

konstmksi uatuk pekerjaan yarrg memiliki tingkat

risiko kecii, peserta dap*"t menawarkan personel

dengan jatratan Ahli K3 K*nstruksi/Ahli Keselarnatan

Kcnstruksi.

(3) K*mpetensi perscnel manajerial meliputi lama

pengaiaman bekerja.

t4) Pengatraman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat

pengalarnan ke{a atau referensi ke{a dari Pejabat

Penandatangan Kcntrak.

tS) Pengalaman yang ciisampaikan talpa rnelarnpirkan

claftar riwayat pengatraman kerja atau referensi maka

tidak dapat dihitung sehagai peagalaman-

t6i Pengalaman kerja dihitr-lng per tahun tanpa

memperhatikan lamanya peLaksanaan konstruksi

{dihitung berdasarkan Tahun Anggaran} -

(7) Pengaiaman ke{a yarrg dinilai adalah pengalaman

kerja setelah personel luius pendidikan miniural

sesuai persyaratan unt.r"rk memperoleh $I(A/$KT

sesuai yang disyaratkan dalam LnF'

(S) Penilaian Fengalaman Ma*ajer FelaksanalProyek dan

Manajer Teknis serta pelaksana dilakuka-tr terhadap

pengalama-a dalam rnelak*anakaa pekerjaan

konstruksi;

(9) Penilaian peng*lauran Petugas Keselarnatan

Konstruksil&hli K3 Konstruksi dilakukan terhadap

pengalan:an keterar"cpilan/keahlian K3 dalaffil

rnelak*anakan p*ke:jaan k**struksi;

(l0iPenilaian pengalarnan rnanajer keuangan diiakukan

terhadap pcng#arnarl fi1€n661oia keuansari;
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{1i}Perhitungan peagaiama* pers*nel maaqierial

riite:rtuka* berdasarkan :

{a} Daftar riwayat p*ngalaman kerja; atau

{bi Referensi kerja dari P*jabat yang Penandatangan

Kontrak.

d) Daftar Isian Fekerjaaa ya*g disubkontrakkan tidak

dievaluasi;

ei Rencana Ke*eiamataa Konstruksi {RKK} mernenuhi

persyaratan sehagaimana ter*antum dalam LDP, yang

memuat:

{1} Eiemen SMKK, meliPuti:

{a} Kepemirnpi*an dan Partisipasi pekeija d*"lam

keselamatam k*tstruk*i;

{hr} Perencanaan Keselantatar: Konstruksi:

i. uraian Pekerjaan;

ii. manajemea risiko dan rencama tindakan,

meliputi:

ii penjeiasan rr,atr.*jemen risika metriputi

rnengidentifikasi baha3ra, rnenilai tingkat

rlsikc, ctran rnengendalikar: risiko;

iii penjelasan rencarra Tindakan r:oeliputi

sasaralr khus*s da* progra:* khusu*;

{c} Dukungan Kes*lamataa koastruk*i;

{d} Operasi Keselarflatan Konstruksi;

{ei Evalua*i Kineda Keselarnatan Konstmksi

{2} trakta komitrrren yaag ditandataagani *leh pimpinan

tertinggi p+rusahaall peny*dia ja*a.

Evaluasi d*karaes R1{K dilakukar: clengar: ketettuan:

{1}. P**erta dinyatakan men:enu}ri elemen Kepemimpinan

dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstmksi

apabila menyampaikan Pakta Komitmen Keselamatan

Konstruksi ya*g memenuhi ketentuaa:

{a} menc*"nturnkan 7 {tuji.ah} pernyataan Komitmen

Keselamataa Konstruksi; dan

{h} nama pak*t prk*rjaar: fiffsl1a1 der:gan r:ama paket

peke{aan yaag ditenclerkar;
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{2}. Peserta dinyatakan rnemenu}ri *lemerr Pere::rcanaan

Keselamatan Ko:rstruksi apalril*" rnenyampaikan tahel

B. 1 iclentifikasi bahaya, Penilaian ri*ik*, Pengendalian

dan Pelua.trg, serta tabel 8"2 Rencana tindakan

(sasaran khusus & pr*graat khusus) yang memenuhi

ketentuan;

(ai Kolom uraian pekerjaaa dan identifikasi trahaya

diisi sesuai ya*g disyaratkan daiam LIP;

(tr) Koiom lain telah diisi kecuali kol*m keterangan

tidak w.ajih diisi (isian tidak dievaluasi);

(3). Peserta dinyatakan mem*auhi elemen clukungan

kesetramatan k*nstruksi apabila rnenyarnpaikan

penjelasan *alah sat* sub elent*::r dari elemen

dukungan keselarnatan konstruksi {isian tidak

dievaluasi) atau menyampaikaq tabei Ja*wal Pragrarrr

Komunikasi yang telah dii*i {isian titlak dievaluasi};

(4)" Peserta di.nyatakan merr:enuhi elemen CIperasi

Keselamatan Konstruksi apabila menya-rnpaikan

penjel.asan salah *atu sub elemen dari elemen Operasi

Kesetramataa K*nstn"rk*i {i*ian tidak di*valua*i} atau

tabel Analisis Ke**lamatan Pekerjaan lJab Safety

Analgsis) yaag teiah diisi {isian tidak dievaluasi}; dait

(5). Peserta dinyatakan memenulti elemen Evaiuasi

Kinerja l{eselamatan Konstruksi apai:ila

menyampaikan penjelasan salah satu suh elemen

Evaluasi Ki*erja Keselarnatan Konstmksi {isiarr tidak

dievaluasi) ata:-r rabel Jadwal lnspek*i dan Andit yang

telah diisi {isian tidak dievaluasii.

{6}. Pakta k*mitrne*. yang belr.rm ditandatangani oieh

pimpinan tertinggi perusahraan penyedia jasa tidak

menggugurkan.

(7). Pakta k*mitmen yang ditacldata*gani r:1eh pimpinan

tertinggi pe::u*ahaan penyedi.a ja*a xebagaimana

dimaksud }:uruf ei a:rgka i2) dituniukkan dalarn

Rapat Persiapan Penar:.datariganan Kontrak dan

Ci**rahkan kcpada PFK,
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fl Dokurnen iain yang disyaratk*.n {harus d.engan

persetujuan pejabat pimpinan ti*ggi pratama
sebagaimana tercantum dalam LDp, dengan ketentuan:

ili Kriteri*. evalu*.si diuraikan secara rinci dan terukur;

{2}Fersyaratan haru* rnerr:pertimtrangka* pei:saingan

usaha ya&g sefrat da:: jar:gka rval.{tu pem*nuhan
persyaratan.

3) Ja*a Lainnya

a) Pokja Pemilihan merneriksa pemenuhan spesifikasi/KAK yang
meliputi:

1" Spesi{ikasi teknis baranglbahan ikarakteistik fisik, detail
desain, t*leransi, materiai ya&g digunakan, persyaratan

pemeliharaatt dan per*yaratan *perasi), dilengkapi dengan

contch, hrcsur, dar; gamhar-garnbar;

2. Metode pelaksanaan pekerjaan;

3. Jenis, kapasitas, dan k*mposisi dan jumlah peralatan yang

disediakan;

4. Standar produk yastg digu*akan;

5" Garansi;

6. Asuransi;

7 . Sertifikatliain/hasii uji mutu/telmis;
8. Layanan puril.a jual;

9. Tenaga teknis/terampil;

trfi. Jangka waktu pelaksanaan;

11. Identita* {rn*rek, jcnis, tipe}; dan/atau
i2. Bagian pekerjaaft yaag aksr: disubi{*ntrakkan.

b) Dalarn hal Tender meriggunakan rnetode evaluasi sistem nilai,
maka peniiaian tekni* dengan mernberikan trobot pada neasing-

rnasing unsur.

c) Penawarar: teknis dixyataka* lulus apabila niiai rnasing-rnasing

unsur danf atau nilai tatal memenuhi ambang batas yang

ditetapkan dalarn D*kumen Femilihan.

4) Jasa Konsultaesi

a) Pokja Pemilihasr meailai periawaran tekais berd.asarkan KAK dan

kriteria evaluasi ya::ig tele.h *it*tapka:: *aiam B*kum*n #clekmi

dilengkapi dengan hukti pend*kung, melip*ti:
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1. pengalaman:

a" pengalamarr dalarr:. m*laksanakan pekerjaaa *ejenis dengan

pekerjaan yang dipersyaratkan dalam It{K dilihat dari
ruang lingkup, k*mpleksitas, dan nilai pekerjaan;

tr. pengalar$an. i:ekerja di lokasi pekerj*an; danlatau
c. pengalama.rr manajeriai dan f"asilitas utama.

2. proposal teknis:

a. pendekataa teknis dan metrdrl*gi;
b. rencana kerja; danlatau

c. organisasi dan re&cana penggunaan tenaga ahli.

3. kualifikasi tenaga ahli:

a. penCidikan;

b. pengalama* pr*fesianal;

c. sertifikat profesional;

d,. penguasaan bahasa; danlatar"l

e. penguasaan situasi dan kandisi di lakasi pekerjaan.

b) Peniiaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot pada

masing-masing unsur.

c) Fenawaran tekni* dinyat*-kan 1ulus apabile" ailai masing-masing

unsur danf atau nilai tetal mern*rr.*hi *.mbang batas yang

ditetapkan dalam dokumen pemilihaa.

C. Evaluasi Harga

Pokja Pemilihan sebelum melakukan eva-lua*i harga harus rneiakukan:

1. Untuk pengadaan Barang/Fekerjaan KonstruksilJa*a Lainnya

melakr:kan koreksi aritmatik, kewajara* harga, dan harga satuan

timpang unt*k Kontrak Harga Satr.lan dan Kantrak Gabungan

l,umsum Dan Harga Satuan; dan

2. Untuk pengadaan Ja*a Kansr:itan*i me?akukan koreksi aritmatik
r-Lntuk Kontrak lYaktu Penugasas dan Kontrak Pavung.

U Koreksi Aritmatik

a) Untuk Kontrak llarga Satuan, item pekerjaan d,engan harga

satuan pada K*ntrak G*bu*gen Lrrra*um d,arr Harga Satr.lan,

dan Kontrak Waktu P*nugasan diiakukan k+reksi aritmatik.

Kcreksi aritmatik dilakukaa $Geara *i*rllalis mceggunakan fiPfifi"
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Apabila terdapat ke*da1a atau tidak dapat rnenggri*akan SPSE,

rnaka koreksi arituratik dilakukari secara manua-l.

b) Koreksi aritmatik *ilaksanakan pada tahap awal eva-Iu"asi

seLrelum evaluasi administrasi pada ?ender yang menggltnakan

rnetode pe*yampaian penal.aran 1 {*atui fi1*.

c) K*reksi aritmalik dilaksanakan seteiah pembukaan penawaran

harga untuk Tender yans rr?enggrrilakan metode penyampaian 2 {dua)

file dan 2 idi:a) tahap dan Seleksi.

d) Hasii k*reksi aritmatik mengubah nilai penall'aran. llntuk
Fengadaan BaranglPekerjaaa Kon*truksilJasa Lainnya dan

LJntuk PengaCaan Jasa Kcnsultaflsi dengan raetsde Pagu

Anggaran, apabila hasil k*reksi aritmatik melehitri HPS maka

pena.\fi/arafl dinyatakan gllgur.

ei Tata cara koreksr aritrr:atik adalah, sebagai berik*t:

U v*lume daalatau jenis pekeijaa* yang tercantum dalam

daftar kr-rantita* dan harga dalam penawaran harga

dise*uaikan dengan volume danlatau jenis pekerjaan yang

tercantum Ca-larn **kum*n Ferailih*ri;

2j apatrila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume

dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetutran dan

harga yang berlaku adalah hasii perkalian sebenarnya. Dengan

ketentuan trarga satuan peke{aan ya::'g ditana.arkan tidak

hroleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap

sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain

dan hat'ga satuan pada daftar kua*tita* dan harga tetap

dihiarkan kosong;

4j jenis pekerjaan yang tidak tercar:tum dalam daftar kuantitas

Can harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yarlg

tercantum dalar:n llokumen Femilihan dan harga satr.ra-n

pekerjaan dimaksud dianggap nc1; d*.a

5) hasil kareksi aritmatik dapat n:e*gu?:*.h urutaa peringkat.

fl Berdasarkan ha*ii korek*i ari*tratik F*kja Pemilihan merryu$un

peringkat/ urutan dari penawaran terendatr.
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g) Penawaran harga rnemenuhi syarat apabila :

i) Untuk Pengadaaa Barang/Fekerjaan KanstruksilJasa

Lainnya, total penawarall harga terk*reksi paling banyak

sama dengan HFS; atau

2| Untuk Pengada*"n Jasa Kon*u1tar:si, t*ta1 perer{iaran harga

terkoreksi dapat trebih banyak dari HPS, kecuaii untr.rk

metode Pagu Anggaran.

h) Apabila diperlukan Pakja Pemilihan melakukan klarifikasi hasil

Koreksi aritmatik kepada Fe*erta.

2l Evaluasi Kewajaran Harga

Pokja Femilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga

penawaran trebih rendah dari 8*% idelapa-* pulerh persen! HPS, d*nga-n

ketentuan:

a) pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:

L. rneneliti dan mer:ilai kewqjaran harga satuar:. dasar meliputi

harga upah, bahan dan peraiata* dari harga satua-n penawaran,

sekurang-kurangnya pada *etiap mata pembayaran utama;

2. meneliti dan menilai kewqiaran kuantitaslkoefi*ien dari unsi.rr

upah, trahan, dan peralata* dalam Aaalisa Harga Satuan;

3. hasil penelitian br:tir t1) *an b*tir {2} digunakan untuk

rnenghituag harga satuan yang dinilai wqjar tanpa

mernperhitungkan keuntungan yarrg ditaw*rkaa;

4. harga satuan yang dinilai r,vajar digunakan untuk menghitung

harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat

dipertan ggungj awabkan ;

5. l:arga penawarari dihitung berda*arkan volume yarig ada dalam

daftar kr,rantitas/keluaran dart harga; dan

6" apabila harga penawarari lebih kecil Cari hasil

evaluasifperhitungaa maka harga peaawarari dinyatakan tidak

wajar dan gugur harga.

b) pada Pengadaan BaranglJasa Lainnya:

1". meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarakan inforrnasi

terkini harga perrarvaran daa/atar.a h*rga satr.lan di pasar;

2" mengevaluasi alasan harga pe:ra\eraran dan/atau harga satuan

produk yang ti*ak wajar;
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3. harga satuan yang diniiai wqiar diguaakan untuk menghitung

harga penawararr yang diniiai r,vajar dan dapat

dipertanggungj awabkan ;

4. harga penalfiraran dihitung berdasarka-r:. volume yal1g ada dala:r:"

daftar kuantitaslkeluaran dan ha:'ga; dan

5. Apabila harga penalnrara* lebih kecitr dari hasii

evaluasi/perhitungan maka harga penawarail dinyatakan tid,ak

wajar darr gugur harga.

3) Evaluasi Harga Satuan Timpang

a) Untuk K*ntrak Harga Satuan atau Ko*trak Gahuagan Lumsun: dan

Harga Satuan, Polqja Pemi.lihan meiakukan klari{ikasi terliadap

harga satuan yang niiainya iebih he*ar dari 110% {*eratus

sepuluh persen) dari harga satuan yang tercanturn dalam HPS.

b) Apabila seteiah dilakukas klarifikasi, ternyata harga satr.lan

tersebut dapat dipertanggungjawaLrkaaf sesuai dengan harga

pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak tirnpang.

c) Apatrila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut

dinyatakan tirapamg, maka harga satua:r limpang hanya berlaku

untuk volume eesuai saftar kuairtita* dan itarga. Jika terjadi

penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan

timpang, maka pemhayaraa terhadap tambahan ir*lume tersebut

trerdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HtrS.

4) Evaluasi Harga Pengadaan Barang

a) Untuk pengadaan dengan nilai paiing sedikit di

ata*Rp1-0CI0.000.0$* {satu mitriar rupiah} dipertritungkan preferensi

untuk produk yang mesniiiki TKf$ paling sedikit 25ah {dua

puluh iima per*en].

ffgAi = { J-IK$lYxprefere*si}x.lfargce ;

dimana :

HEA i : Hasil Euctllr"asi Akhir Petzr--warax PT. i

b) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai penawaran harga

dihitung denga:r memLraaelingfuar: harga penawar dengan harga

psnawaran terendah.

ffrrr'nn Ierlerir{fihJt'Fi- If"r.S"l .r3{}SSl
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NPi

F{arg*.i

: Nilai Pena:ran'an Harga FT. i
: HEAi fiika rneraperhitungk*"n preferensi)

5) Evaiuasi Harga Pekerjaan Konstruksi
a. Untuk Pekerjaa* Konstruksi dengan Tender Internasional

mernperhitungkan preferensi harga sebesar 7,5 1'* {ttijuh setengah

per*en).

b. I-Intuk metode eval.uasi sistem rrilai, nilai periawaran harga

dihitung dengan merribandi*gkan trarg* penawal dengan harga

pena\xr*"ra1t terendah.

- Ifcrg*r Fsre**d*E&.
l{Fi : }r"'r"g"J x r'&$ 84

NP, : Nilai Penaw*.ran Harga PT. i

Hargar : HEAi liika mernperhittt*gkan prefererusfi

6) Evaluasi Harga Jasa Lainnya

a) Untuk pengadaan dengan niiai paling sedikit di atas

Rpi.00O.0il0"SS0 {satu mili*r rupia}ri diperhitungkan preferensi

untuk pr*duk yang memiliki ?K*N paling sedikit 25ya {dua

puluh iima perseni.

.ff,Er&, = { J - TK*6f x prefer:east } x lfa4gct r

dimana :

HEA i : Hasil Eaahsctsi Akhir Penawrxrrzn PT. t

h) Untuk metode evaluasi sistem nilai, nilai perrawarell harga

dihitung dengan rrreml:a::dingkarr harga penawar dengan harga

penawaran tereredah"

ifaran Tersnrleftn,pi: -- xi"$0c;/li
ff,rr-grrl f

NPi : Nilai Penawaran Flarga PT. i

Harga; : HEA; $ik* memperhi*tngkan preferensfi

7) trvaluasi Harga Jasa K*nsultar:si

a" Jenis Kontrak Lumsum

i. Evaluasi harga unt*k j*ais kontrak lurnsum, P*kja Pemilihan

me:Eeriksa harga pene:nraran berda*arkan surat penawal"an

harga.
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ii. Menghitung niiai penawarall harga untuk Met*de Evaluasi

Kualitas Dan Biaya dengan cara membandi*gkan harga

penawaran dengan harga penawaran terendah.

Hargcr fsrenr&+ftllFf: s3{}$ffi
.fiargrr* t

NP; : Nilai Fenawaraa Harga IyT. i
Harga; : HEA; {iika *zemperhi*sngkan preferensfi

b) Jenis Kontrak Berdasarkan 1&Iaktu Fenugasan

i1i Evaluasi harga untuk jeni* kantrak berdasarkan waktu

pen:Jgasa$, Faiqj a Ferxiiiha* melakuka:: k*reksi aritmatik"

{2i Menghitung niiai per:a&'arai! harga u*tr:k Metode Sr..eiuasi Kuatritas

dan Biaya d*ngan cara merrrhatrdingkan ha;-ga pena$raran

dengan harga penawaran tcrendah.

I lJr'-:* I { *
If*r-g* Fsl"srsr{rrh

-Y t irt]- -

Jt*:r-grx f

: Nilai Penawa::an H*rga trT. i
: HEA, {1ika merrup*rWturugk*rt preferera"s$

NP;

Hargai

8) S-reverse Auction

Dalarn hal terdapat 2 {dua} periawaran yang 1u1us administrasi

teknis, Pe*erta dapat diberikan ke*er:rp*taa urrtuk berkompetisi.

kembali dengan cara mefi]ra1".r?paikan perra;t.rar&ll harga lelrih dari 1

{satu} kali dan bersifat lehrih rendah dari penawara* $ebelumnya"

Pokja Pemilihan meag:rndang Fe*erta a:elakukan E-reverse

Auction dengan mencantumkan jadraral pelaksanaan. Peserta

menyampaikan penauiaral berr-r1ang dalam kurun waktu yang tel"ah

ditetapkan.

Peserta meflyarcp#ka* per.awaralr harga rnelal.ui fitur
penyafiipaian penawaran pada aptrikasi SPSE atau sistem pengaman

d.okumen berdasarkan alokasi waktu {batch} atau secara real time

sebagaimana Jraxg ditetapkar: dal*m dokumen.
' Setelah masa penyampaian penawarari berakhir maka sistem akan

nnenginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Pclsisi

Fenawaran {pcsiti*n*} bidding} secara re*-l time sebagaimana yang

ditetapka:: daiam dakurnen"
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e. Penetapan Calon Pemeaa:rg

1. Ketentuan Umum

a. Penetapan calcn pernenang berdasarka:r pada metode evaluasi

yang telah ditetapkan dalarn Dakumea Femiiihan. Pokja

Pemilihan dapat men*tapkan ca1*rr peraer-rang lebih dari tr (satu)

datram ha-1 terdapat keterbatasar: kapasitaslXayanan dan

keragaman item dalam satu paket pengadaan atau satu paket

Tender sesuai keter:.tuan d*Iam *okumec Pernilihaa.

b. Apabila terjadi keterlamtratan dalam menetapkan percenallg dan

akan mengakibatkan $urat P*nanxraran dan/atau Jaminan

Penarnaran habis masa berlakunya, rnaka Pakja Pemitrihart

rr:elakukan konfir:nasi sec&ra tertulis kepada calor:, Femenang

untuk *ler*perpanjang S*rat Pe*auraran dar:latau Jarninan

Penawaran sampai dengan perkiraan jadwai penandatanganan

Kontrak sebeiur:l diiakukan penetapan P*reenang.

c" Calon pem€nang yang tidak ber*edia memperpanjang masa herlaku

surat pen.awararl dan Jaminan Penawaran, dianggap

mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

2" Penetapan Cal+n Pemenar:g Fengadaan tsaranglPeker.jaan

Konstruksil Jasa Lainnya

a. Penetapan Ca"trcr: Pernenang deagaa Met*de Sisterc i{iiai

1) Pol<ja Pemilihan n:enghitung nilai kombinasi hasil penilaian

harga dan teknis berdasarkan bobot penilaian yang teiah

ditetapkan dalam kriteria eval*asi.

2j Calon Per,tenang ada-trah peserta yang merniliki nilai karntrinasi

tertinggi, dan calon pem*nang cadangan adaiah peserta yang

memiliki niiai kombinasi peringkat dibawahnya.

b" Penetapaa Calon Peraenaag dengae Metod,e Biaya Selarna Umur

Ekonomi*

1) Pokja Pemilihan rnenghitung tsiaya Selama Urnur Ekonornis

berdasarkan data yafi.g disampaikai: dalam penawaran teknis"

21 Caion Peraenang a*a1ala pe*erta yarrg *:en:iliki Biaya Selama

Un,ur Ek*ncmis ya*g terendalt, darr caLon pea?crrang cadangan

adalah peserta yang merniliki periagkat di barvahnya.
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c" Penetapan Calon Pernenang dengan Metode Harga T*re*.datr

d. Pokja Pemilihan rnenetapkan calon perrrenang dan calon pernenallg

cadangan berdasarkan peringkat dari harga penawaran yang paling

rend,ah berdasarkan irasil evaluasi harga.

3. Penetapan Ca-tron Pemenar:.g Jasa Konsultaasi

a. Penetapan Calon Fer:senang dengan Metade Kualitas dan Biaya

U Pokja Pemilihan menghitung nilai k*mbinasi hasii penilaian Bia3ra

dan ?eknis berdasarkan b*b*t pe:liiaia::" yang t*lah d.itetapkan

dalam Kriteria Evaluasi.

21 Calon Pemenang adalah peserta yang merrriliki nilai kombinasi

tertinggi, dan calon pemenang cadangari adalah peserta yang

merniliki nilai kombinasi periagkat dibawahnya.

b. Fenetapan Caicn Fentenang dengan Metode Kr.ralitas

Pokja Femiiihan menetapkan pemenang terhadap penaurare"n dengan

peringkat tekni* terbaik yarlg 1ulus amba-trg batas niiai teknis.

c. Fenetapan Caion Pemenang dengan Met*de Fagu Anggaran:

Pokja Pemilihan menetapkan pemenafl.g terhadap penaw&.ran y&1l9

rnerniliki nilai teknis paling tinggi diar:.tara peserta yang memiliki

penal /aran biaya terk*rek*i sama dengaa atau lehih kecil dari nilai Pagu

Anggaran"

d. Penetapan Calon Pernenang dengan Metode Biaya Terendah

Po$a Pemilihan menetapkan peffie&ang terhadap pe&awaran yang

memiliki:

1) nilai teknis diatas ambang batas nilai tekni* {passing grade}

dan;

2) penau.aran biaya terkoreksinya paling readah.

f. Klariiikasi da* lSeg**iasi ?*knis da:r H*rgalB:aya

1. Ketentuacl Usnurz:

a. F*{ia Pen:itrih*-te srelakrekan k3*ri*k*"*i d*Sam pengadaan

barangljasa atas *E:kr:ltr*sr K*alifika*i u.ntuk per:ga*aan

barang/jasa m*iatr.r;i pa**akua-1ifika*i kepada calan pemenang

peringkat pert*.ata darr kla:'i{?kasi ata* kej*14*** subrstansi

teknis d,an tr*rga/hiaya"

b. Khusus uatuk peagada** jasa konsultansi dilakukan

negosiasi teknj.s dan i:raya k*pada calon pemenang peringkat

pertama.
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c. Wakil peserta yang hadir merupakan pers*:-rel yang

berkedudukan sebagai:

li direktur utamalpimpinan peru*ahaan/pengurus koperasi;

2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus koperasilman4ler koperasi yang

narrra penerima kuasanya tercantxm dalam akta pendirian

anggaran dasar;

3) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan

perusahaan/pengurus kopera*i yang namanya tidak

tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang

pihak lain ter*ebut adalah pengurus/karyawan

perusahaanlka-rya:a'an koperasi yaeg berstatus sebagai tenaga

kerja tetap da* merrdapat kua*a ata* pendeiegasian

wewenang yang sah dari direktur utamalpirnpinan

perusahaanf pengu.rus kcperasi berdasarkan akta

pendirian I angga-t'an dasar;

4i kepala cabang perusahaan :,4119 diangkat oieh kantor

pusat yang dibuktikan dengan dokumeri otentik; atau

5) pejabat ya-tlg men*.erut P*{artjia* konsor*ium/kerja sarna

operasi/ker*itraan/bentuk kerja sarna train yang berhak

mewakili.

d. Apabila ktrarifikasi dan rreg*sia*i teknis dar:" biaya dengan

peserta dengan nil*i tertinggi dalam peringkat teknis atalt

peserta yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan/Penyedia

tidak menghasilkan ke*epakatan, trolqja Pemiiihan melanjutkan

dengan raengundang peserta yang atesriliki peringkat

tek*i*/pefilenang cadangan dibawahnya untuk ureiak*anakan

klarifikasi dan negasiasi teknis dan biaya, dan seteru*nya.

e. Apahila klarifikasi dan negc*iasi tekriis dan biaya dengan

seluruh pese*a dslam peringkat teknisfpemenang cadangan

tidak rnenghasilkan/tercapai kesepakatan, Seleksi dinyatakan

gagal.

t. Apabila terjadi keterlamlratan jadwal sampai clengan tahapan

klarifikasi dan neg*sia*i tekr:is dan biaya, dan akan

mengakibatkan surat pe&awaran habis masa berlakunya

rnaka dilakukacl k*l:{?:r$asi kepada pecerta, untuk
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memperpanjar:g masa berlaku surat peria\rararr secara tertulis
sarnpai dengan perkiraan jadwal penar:datanganaa kontrak.

g" Hasil klarifikasi *egosiasi teknis dan biaya tersebut

dituaagkan dalam Berjta Acara Klarifikasi dan Negoisasi Teknis

dan Biaya"

2. Klari{ikasi da* Neg*siasi rekni* dan Biaya Jasa Konsu}ta&si

a. Pokja Pemilihan mengundang calori pemenang peringkat

periama untuk menghadiri klari{?kasi *aa negosiasi tekni* dan
biaya.

t). Tujuan klarifikasi dan negasiasi teknis d*.n triaya untuk:
1) meyakinkan kejelasaa eubstansi tekriis, metode, dan bia_i,a

dengan memperhatii<aa k*eesuai*n aatal.a hrobst pekerjaan

der:gan tenaga ahii danlatau teriaga pendukung yang

ditugaskan, serta- mempertrmbangkan kebutuhan
perangkatlfasiiitas pend"ukung yaag pr*porsional guna

pencapaian hasil ke{a yang *ptimal; dan

2i memperoleh kesepakatar: biaya yang efisien dan efektif

dengan tetap rnempertaha*kan hasii ya*g ingin dicapai

sesuai derrgan pen&warar! tekr:i*,

c. Aspek-aspek tekcis ya&g perlu diklarifika*i dan dinegosia*i

terutama mencerminkan k*sesuaian deagan KAK/TOR:

1) lingkup dan sasaraa jasa k*n*ulta*si;
2) metodologi pelaksanaan pekeqiaaa;

3i kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung;

4) crganisasi pelaksanaan;

5i program alih pengetahuan;

6) jadrvatr pelaksanaa* peke{aan;

7) jadwal penugaean personel; dan/atau

8) fasilitas penuaj*-ng.

d. Kualifika*i tenaga ahli Lrarus dipastikan ketersediaanriya oleh

caion pernena*g.

e. Aspek-aspek biaya yarrg perlu diklarifikasi dan dinegosiasi

terutama:

1) Tenaga ahli;

2) kesesuaiaa rencarla kerja, metoCclogi dan jenis

pengeiuara*.; dan

3) volume kegiatan darl jenis pengelu*ran.
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f. untuk Koatrak berdasarkan waktu perruga*an dan Kontrak
Payung periu diidarifikasi dan dineg*siasi biaya *atuan
ditrandingkan dengan triaya yang berlaku di pasaran

ctan/atau HPS.

g. Biaya satuar yang dapat diaegosiasikan :

ii Biaya lang*ung personel {remunerasi t*naga ahiii; dan

2) Biaya iangsung non-pers*ne1 traik yang Lrersifat lumsum,
hargasatuarr, maltpurr at **st.

h. Kiariiikasi daa aegosiasi terhadap remunerasi tenaga ahii
ditrakukan berdasarkan:

1i ciaftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor pajak

penghasilan tenaga ahii koasultan yarrg bersangkutan;

2) unit hiaya personel dihitung trerdasarkan satuan waktu
yeng dihitung }:erdasarkan *ngkat kehadiran d"engan

ketentuan sebagai h:*rikut:

{a} 1 {satu} bulan Cihitung minir*atr 22 {dua puir"ih dua}

hari kerja; dan

{h} i {satu} bulan dihit*ng minimal 22 idua putruh dua}

hari kerja; dan

3) kontrek pekerjaan s*jenis ya*g pernah diiaksanakan

sebelurnnya.

i. Klarifikasi dan aegasiasi terha*ap biaya per*anel itenaga
pendukung/tenaga telcrik dan penunjangladministrasi),

seperti: tenaga sunrei, sekretaris, atau manajer kantclr,

dilakukan berdasari<a* harga pasar tenaga pendukung tersebut.
j" Biaya Non Fersonel dapat dibayarkan sesuai dengan

pe:rgeluaran {at c*st}, F{arga Satua::r, danlatau L*rr:sum.

k. Biaya Langsung Ncn-Fersorrel yang diganti sesuai dengan

pengeluara* iat *o*t] ra:eliputi biaya uniuk biaya p*4alanan,

hiaya pengurusan surat i-jin.

l. tsiaya Lang*r"rng N*n-Per*cnel yang didasarkan Harga Satuan

meliputi biaya untuk pernl:elian ,{?K, sewa peralatan, hiaya

pengiriman d*kury:en, 'biaya k*munikasi, biaya pencetakan

laporan, ser.va k*rrriaraa*r sex.a kant*r,
m. Biaya Langsung Non-Fersonel yang didasarkan Lumsum

m*liputi hiaya **t:,.Ik hi*ya Fcnysisngf;firftan
seminar 1 warksh*p I trakal<*-:.a 

"
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n. Biaya l,angsu*g 1$or:-Perso:re1 yarrg dida*arkan Lumsum
rneliputi Lriaya rintuk biaya penyelenggaraan

seminar f workshop / iokakarya.

o. Negosiasi tekais dan hiaya dilakukan terhadap penawaran

triaya terkoreksi yartg meiebihi pagu anggaran Cengan

rne*ggunakaa acllan HPS.

p. Untuk metode evaluasi kualitas, evaluasi kualitas dan hiaya,

dan evaiuasi biaya t*r*n*ah, apabila tatal penalvararr biaya

tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka tota_l

penawaran biaya dapat diterir:ra sepanjang tidak rneiehihi pagu

anggararl.

g. Penetapan Pemenang

1i Fokja Femilihaa rnenetapka* Pem*aa.r:g Tender/Seleksi dan

Pemenang cad.angan 1 {satui dan Pemenang cadangan 2 {dr.ra}.

Pemenang cadangaa ditetapkan apafila ada.

2l Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlarnbatan

dalam pro*ses pemilihan d.an akan mengakibatkan Surat Penawaran

danfatau Jarninan Penannraran habis masa berlakunyao maka Pokja

Pemiiihan melakukan koa{irma.si $ecara tertulis kepada calon

Pen:enang untuk ffiemperpar:jang Surat Penawaran danf atau

Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal

penandatan ganan Kor:trak.

3) Calcn perrtenang yang tidak Lrersedia a?Emperpanjang masa berlaku

surat penauraran daa Jami"nan Penawaran, dianggap

mengundurkan dir:i dan tidak dikenakan sanksi. Pokja Pemilihan

rnenetapkan kembali calon Pemenang.

4| Pokja Pemilihan rnernbuat Berita Acara Ha*il Pemiiihan {BAHP}.
5) Untuk Fengadaan Barang/Pekerjaan K*nstruksi/Jasa l,ainnya

dengan niiai Pagu Anggaran paling sedikit diatas

Rp100.000.000.{i0il iseratus miliar rupiah} dan Fengadaan Jasa

Konsultansi dengan nilai Pagu Arrggaran paling sedikit diatas

Rp10.000.00O.000 {sepuluh miliar rupiah}, Fokja Pemilihan

llrengusulkan penetapa-* p*lnenang p*r:*ilihan k*pada PA/KFA

rnelalui UKBP"I yang ditembuska* kepada PFK dan APIP

Kementerian/ LembagaI Pemerintah Daerah yang ber*angkutan.

6) PA/KPA menetapkan Fsa?**aag p*rr:ilihan harda*erkan r*$$.lan

Pokja Pemilihan. ,{pahrila PAIKFA tidak sependapat dengan usularl
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Fokja Pemilihan, maka PA/KPA rsenoiak untuk m*netapkan

Pemenang pemilihsr; dan menyatakan Tender/Seieksi gagai.

7l PA/KPA menyampaikan *urat penetapan Pemenang atau

penolakaa kepada UKFBJ paiing iamhat 14 {e*'rpat belas) hari kerja

setelah usulan penetapan perneq*.ng diteri.ma" Ealam hal

PAIKtrA tidak ntemberikan pe*etapanlpenolakan rnaka PAII(PA

dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan"

8) Dalam hal PAIKPA ti{iak seperrdapat selaajutnya UKPBJ

memerintahkan Fokja Pemiliha,* bersangkutan untuk
menind aklanjuti peaolaka-tr tersehrut.

h. Pengilmumafi

1i trokja Femilihan r&engurr?urnkan Pemeaaag pernilihan melalui

aplikasi SFSE"

2) Isi dan forr:nat pengumuman Pemenang sesuai dengan fitur yang

terdapat aplikasi SPSE.

i. Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang rrrera$a

dirugikan atas penetapan hasil per*iliFran Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang ryrenyaslpaikan D*kumerr Penannaran dapat

rnengajukan sanggah :neial*i aplikasi SFSC apabila mener:rukan:

1) kesalahan dalam melakukan evaiuasi;

2) penyimparxgan terhadap ketentuan dan pro*edur yang

diaturdaiam Peraturar: Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pengadaan BarangfJasa Pemerintah dan ketentuan

yang telah ditetapka-n dalant Dokumen Femiiihan;

3) rekayasalper*ekongkoian sehingga meaghalaagi terjadinya

persaingan usaha yang s*hat; dan/atau
4) penyalahgunaan wewenang oleh Po$a Pemilihan, pimpinan

UKFBJ, PPK, PAIKPA, darrf atau kepala daerah.

h. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 {lima} hari kerja seteiaFr

pengumumall.

c.Jawaban sanggah diberikan melalui apiikasi SPSE atas semua

sanggah paling lambat 3 {tiga} hari kerja setelah akhir masa

sanggah.

d" Apabila sanggah diayatakan benarlditer{ma, Pokja Perniiihan

mmiakukan fiyalua*i ulang, F*m*"$Like:r **kur**:r p*nawe"ran ulang,

atau pemilihan Penyedia- ulan:rg.
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e. Apabila sanggah dinyatakan salahltidak diterirna, m*ka:

1) Untuk Pengadaan BaranglJa**- Lain:ryalJasa i{onsultansi,

Pokja Pemilihan rnela-njutkan prose$ pemiiihan dengan

menys"mpaikan hasil pemilihan kepada P*jabat Penandatangan

Kontrak.

21 Untuk pengadaan Fckerjaan Koastruksi, da-iarn hat

penyanggah tidak setujr-r dengarr jawaban sanggah maka

penyangg&.h dapat meriyampaikan *anggah bandiag.

j. Sanggah Banding

$anggah Banding merupaka:r pr*t*s dari penyanggah kepada KPA

pada pengadaan Fekerjaan Konstr-uksi yang tidak setuju atas jawal:an

sanggah. Dalam ftd *dak ada KPA, Sa::ggah Ba:eding ditujukan

kepada pA. Penyampaian Sanggah Bandlng diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Penyanggah menys"mpaika:r Sanggah Banding secara tertulis

kepada KPA selambat-larnbatnya 5 {lima} hari kerja setetrah

jawaban saagg*.h din:uat dalam apiika*i SFSE. Tembusan Sanggalr

Banding disarnpaikan kepada APIP yang bersa-rigkutan.

b. Penyanggair Bandi*g haru* menyerahkan Jaminan $anggakr

Banding yang ditujukan kepada F*kja Pemiiihan sebesar l'/D

{satu persen} dari nilai t*tai HFS dengaa ffi.asa berlaku 3il itiga
puluh) hari kaiend,er sejak tsnggatr pengqluan Sa:rggah Banding"

Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah

Banding b*sarnya 1?'o {satu pers*n} dari ailai Pagu Anggaran.

c. Po$a Pemilihan mengklari.fikasi atas kebeaaran Janiinan

Sanggah Eanding kepada p*nesbit jarninan dan KPA tidak akan

rnenindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mend,apatkan hasii

klarifikasi Po$ a Pernilihan.

d. KPA merlyampaikan janr.ai:** Sa::ggatr Banding, Cengan

tembusan kepada UKPBJ paiing iambat L4 {empat belas} hari

kerja seteiah menerima klarifikasi dari PoSa Pemilihan. DaleLm

hal KPA tidak rremberikan ja:raban S**ggah Banding maka KPA

dianggap menerirsa Sanggah Eanding.

e. Apabila Sanggah Banding di*yatakan benar/diterima, UKPtsJ

merneri*tahkan Pr$a P*s:?ililm.r rn*lakraka* evah.rasi ulang atau

pernilihac Penyedia ulalg.
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f. Apabila Sanggah Eanding dinyataka* saiah/tidak diterima, maka:

1) Polqja Pemitrihan mel*-ajutkari proses pemilihan dengan

menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat

Penandatangffl Kantrak; dan

21 UKPBJ rnencairkan Jaminan Sanggali Banding dan

diset*rkan ke kas negarafdaerah;

g. UKPBJ mencairkan Jamiaan Sanggah Banding daa disetorkan ke

kas negara/daerah;

h. Sanggah Banding yarlg disampaikan bukan kepa*a KPA, aLaU.

disarnpaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai

pengad.uan dan diprcses sebagairnana penanganan pengaduan.

k" Tender/Seleksi Gagal

a. Penyebab ?e*derl*e1*k*i diayatakaa gagal

1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam ha1:

a) terdapat kesai*.han dalaar pr+$e$ evalua*i;

b) tidak ada pesert*. yang rnenlrampaikan dokumen

penawaransetelah ada pemberian waktu perpanj angan ;

c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d] ditemukan kesa-Lahac, daiam }*kumen Pemilihan atau

e) seluruh peserta terlibat K*rupsi, K*lusi, dan Nep*tisme {KKN};

fj seiuruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g) seluruh pena\Iraran harga pada ?ender BarangrrPekerjaan

KonstruksilJa*a Lainnya di atas HPS;

hi negosiasi biaya pada Seleksi tidak tereapai; danfa.tau

i) KKN melibatkan P+dja PemilihanlPPK.

2l Kesaiahan dalam prsse$ evaluasi berdasarkan sanggahan dan

*anggahan banding"

3) Yang d,irnaksud dengan seluruh peserta terlibat Korupsi,

Kolusi, dan Nepatisrxe {KKN) pada a::rgka t huruf e dan KKN

yang melibatkan Pokja PemilihanlPPK pada angka t huruf i
tlerdasarkan indikasi atar-r bukti.

4) Yang dimaksud dengan *eluruh peserta terlibat persaingan

usaha tldak sehat p*"da ailgka 1 h*rui f ad*lah berdasarkan hasitr

evaiuasi perranvaran.

5) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawararr

harga pada ?ender Bara*glPckc{aan Kq*strukoi/tlasa Lainnya

di atas HPS j*S. trerlaku apabila seluruh penawaran hriaya
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pada $eleksi Jasa Konsulta**i dexgan Metade Evaluasi Pagu

Anggaran diatas HPS"

6) Tender/Seleksi gagal sebagairtrana dimaksr"r* pada angka t huruf

a sarnpai dengan huruf h ditetapkan *ish Pakja Pemilihan.

7) TenderlSeleksi gagnJ s*tragaimana dirnaksud pada angka t huruf

i ditetapkan *letr FArtgP6.

b. Tindak Lanjut Tender/Se1ek*i gagal

1i Tindak lanjut dari ?eader/Se1eksi gagal segera metrakukan

evaluasi perrawara-n ulang, penyarnpaian penawaran ulang,

atau Tender uia::g/Seleksi ular:g.

21 Sebelum dilakukan tindak lanjut dari ?enderlSeleksi gagal

Pofua Pemilihan rneiakr.rkar: r*vir: penyebab ?ender/Seleksi gagal.

3) PoQja Pernilihan meiakukar: evak-:asi pe;lawaran uiang apabila

daiam evaluasi terdapat kesalahar:.

41 Poi<ja Pemiiiha:t raengui:dang Pe*erta untuk lrten-lrampaikan

penawaran ulang, apabila :

a) ciiternukan kesalaha:r dalam Dokumen Pemitrihan atau

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiderr

Nomor 12 Ta?:urr 2*21 tentang Pengadaan Barang/.Iasa

Pemerintah dengan tertrebih dahuiu melakukan perLraikan

Dokumen Femilihan; atau

b) negasiasi biaya pada $eleksi tidak t*r*apai.

51 Pokja Pernilihan melakukan TenderlSeleksi ulang, apabila :

a) tidak ada peserta yailg men3rarnpaikan dokumen

perra$iaran setelaFr ada pemberiaa waktu perpar{angan;

b) tidak ada peserta ya*g luius evaiua*i penawaran;

ci seluruh peserta terlii:at Korup*i, Koiusi, dan lrlep*tisme {KKN}

d) selurr.rh peserta teriibat pereaiagan usaha tidak sehat;

e) seii.rruh pe$awaran harga Tend*r BaranglPekerjaan

KonstruksilJasa l,ainnya di atas HFS: atau

fl KKN melitratkan Pckja FemilihanlPPK.

6) Daiam hal Tender/Seleksi ulang yang disebabkan *leh KKN

yang melitratkan F*kja Ferlrilih*rilPPK, TenderlSeleksi u"iang

diiakukan oieh F*kja P*s*iliha*IFPK yarrg baru.
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1. Tindak Lanjut TenderlSelek*i l}lang *agal

Daiam ha1 TenderlSeleksi ulang gagal, Potrlia P*:reilih*"n

persetr"rjuan PA/KFA melakukan Penr:njukaa Lang*ung

kriteria:

1. keh,utuhan tidak dapat ditunda; dan

2. tidak cukup rnaktu untr.rk ntelaksanakan ?e*der/S*1eksi.

dengan

dengan

m. Laporan Hasil Femilihan

Po$a Pemilihan menyasrpaikan laparan hasil pemilihan kepada

PPK meialui aplikasi SPSE.

c. trELAKSA1SA,A1Y FE MILIHAT{ FglrY-E}IA S ELAl}t TEIED ER rr S E LE KS I

Pelaksanea-n pemilihan Penyedia s*iain mel*Jui Tender/Seieksi,

meliputi:

a. E-purchasing;

b. trembelian Melalui Daring;

c. Penrinjr-rkan Langsung;

d. Pengadaan Langsung; dan

e. Tender Cepat;

1". S-purchasing

a. Persiapan Pengadaan

Berdasarkan Peratu.ran Presid*rr Ncn:CIr 1,2 Tahun 2O21 dalarn

pa*ai 5S ayat {5}, bahxra pelak*a*aar: tr-purchasing wajih

ditrakukan untuk brarang/jasa yang menyangkut pemenuhan

kei:utr.rhan nasionai danJata-u strategis yang ditetapkan otreh

rnenteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

01eh karena itu, untuk bara*g/jasa yang diiuar kriteria

perrenuhan kebutuhan nasional da*latau *trategis, pengadaan

barangljasanya tidak wajib dilakukan m*1slui metcd* E-purchasing.

Dalam hal baranglja$a yarrg dibutuhkan tidak teruriasuk kriteria

wajib namun terdapat daiam Katal+g Elektronik, keputusan

pembelian melalui E-purcha*ing haru* mempertimLrangican

pernerataan ekan*mi deag*:r memberikan kesempatan pada

usaha mikro, kecil dax menengah serta Peiaku Usaha lokatr. E-

Purchasing menguta"makan perabeliair ?:arangfjasa Froduk Dalam

Negeri *esuai ketlutuhar: KIL/PD.
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Berdasarkan Peraturar: Preside* lT*sr*r 12 Tal:un 2021 dalam

pasal 55 ayat t4], nilai paket Fengadaan BaranglPekerjaan

Konstruksi/Jasa l-a,innya paling banyak Rp15.000.000.0CI0,00 {lima

belas miliar rr.rpiah), ciicadangkan dan peruntukannya bagr usahn

kecil dan atam k*perasi, kecuali uatuk paket p*kerjaan yang

rnenuntut kemampuan teicais yang tidak dapat dipenuhi *leh

trsaha kecil.

Memperhatikan hai terse'but di atas, untuk paket pengadaan

paling banya-k Rp15.*0fi.***.000,0G {1ima belas n:iliar rupiah)

yang kompetensinya dapat dipeniihi oieh Usaha Kecil dan/atau

kclperasi, maka paket tersebut dipri*ritaskan untuk Usaha Kecitr

dan/atai-r Koperasi.

Persiapan Pengaclaan melaiui B-purchasing oleh PPK, rneliputi:

a. Penyusunaa Spesifikasi ?eknis DaSam penyusunan $pesifikasi

Teknis dimungkirtkast peayebutan merek baralg/jasa yang

diruruat dalam katal*g etrei<tronik, deagan didukung ju*tifikasi

teknis secara tertulis yaag riitetapkan PPK.

b" Perkiraan harga

Perryuxunan HPS tidak diwajibkan daJam E-Fur*hasing. PPK

mencari referensi harga barangljasa yang akan diadakan,

termasuk biaya pendukung seperti : cngkos kirim, instalasi,

dan/atau training {apabila diper{ukan} pengirirnan

barang/pelaksanaan peke{aan, ha,rga, pembayaran, sal:ksi, denda

keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaian perselisihan, dan

larangan pemlrerian koraisi."

E-purchasiag untuk BaranglFekedaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang Pagu Ar:ggar*nnya bernilai paii*g banyak Rp2*0"**G.000,00

{di-ia ratus jut*" r'upia}r} €i1*k**-e:.ak*-:r *lei: Fejabat Fe:rgada*n.

E-pur*Lra*ing untuk BaraeglPekerjaar: l{q:n*tmk*ilJasa Lai*nya
yar:g Fagr.: A:rggaraan;ra b**rilai paliag *edikit di atas

Rp200.***.**G,** {dua ratr:* juta n:pia}:} diiaksar:akan oleh

PPK. Dalasar ha}. r:itrai E-perchasi*g deragari Fag* A*.ggarannya

h,erriilai paling **dikit di atc"* Hp1**.***"***"***,S0 {seratus

miliar rupiah), PPK rneagu*ulkan penetapan kepada PA/KPA.

Daiam hal PPK menyerahk*n Frssf* S-pur*haning kepada

Pe.jaba,t Pengadaarr raaka FPK ftlerryanr:.paikar: spesi{ikasi teknis,
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perkiraanfreferensi harga, dan raacarigan Surat Pesanan kepada

Pejabat Pengadaar:.

b. Persiapan dan Peiak$aeaan E-purchasing

Persiapan E-Purchasing {ilakukan oleh PPl{lPejabat Pengadaan

dengan melakukaa pencarian pada portal katal*g *lektronik dan

rnerrb,andingkan barangljasa ya*g tercanturn dalam katalog

elektronik, dengan memperhatikan antara iain : gambar, fungsi,

spesifikasi teknis, a*ai b*ramg, ?KDN iapabiia ada), harga" barang,

dan biaya ongkos kirimy instalasil training {apabila diperiukan} .

Untuk pengadaan barang yang komplekslteknologi tinggi rnelalui

E- Purchasing, FPK dapat meminta calon Fenyedia untu"k

inelakukan presentasil derno pr*duk.

Petraksanaan E-purchasing merigacu pada:

a" Prosedur untuk E-purchasing;

b. Syarat dan ketentuan perrggrrftaan pada aplika*i E-Purchasing;

d.an

c. Panduan pengguna aplikasi E-purchasi*g iuser guidei. Prose<lur

E-purchasing, syarat d,arl k*tentr:a:r penggunsan padaaplikasi

E-purchasing dale panduan perlgsuna {r-rser guid*} aplikasi E-

purchasing ditetapkan oleh Deputi Bidang Monit*ring Evaluasi

dan Pengembangan Sistem Inf*rmasi LKFP.

Pro*edur E-purcha*ing meliputi:

a. PPK/Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan barang/jasa

pada kata-l*g elektronik;

hr" CaLon Penyedia menanggapi pesarlan dari PPK/Pejahrat

Pengadaan;

c. PPKlPejabat Pengadaan dan calon P*nyedia dapat melakukan

neg*siasi tekni* darr harga, kec*ali untuk barang/jasa yang

tidak dapat dinegosia*i.kan" N*go*iasi harga dilakuken

terhadap harga satuan barangljasa dengan

mempertimbangkan ku*tttita* baraag/jasa yallg diad,akan,

ongkos i<irirn {apahi}a ada}, biay* instalasi/training {apabila

diperiukan);
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d. PPKlPejabat Pengadaan dan cal*n Fenyedia

menyetuj ui / menyepakati p*mbeliaa baranglj asa; dan

e. Penerbitan Surat Pesanan:.

Dalam hal terdapat 2 {duaj atau }ebih Penyedia yang dapat

menyediakan barangljasa yang dibutuhkan, rnaka untuk

rnendapat harga barang/jasa terbaik dapat dilakukan:

a. Negosiasi kepada penyedia yang harga barangljasarrya

paling murah dan telah m*a:.p*rhitxngkaa ongko* kirim, instatrasi,

trai.ning {apahila diperlukan} ; atau

b. E-Reverse Auctian.

c. Tata c.ara dan pand*an penggllfl.a {u*er guide) aplikasi E-

reverse Auction dalam E-p:.rrcha*iag ditetapkan cleh. Deputi

BiCang h{onitaring Evaluasi darr P*egembanga* Sist*rn Infcrmasi

LKPP.

c. Katalog Elektranik L*kal.

L" If iteria barangljasa Katalog Elektronik Lokal meliputi:

a. barangljasa dibutr,rhkan *Leh Per*ngkat Daerah;

b. hrarangljasa standar atau Capat distandarkan; dan

c. kebutuhan barang/jasa bereifat b*tulang

2. Kajian dan Evaluasi U*ulaa F**cantxa:ar: Bara*g/Jasa, meliputi :

tU Pencantuma& barangljasa untuk Katalog Elektr*nik d.apat

diproses berdasarkan hasil kajiari yang diiakukan oleh Kepaia

Daerah rxeLalui Sekretaris Daerah danlatau berdasarkan hasil

evaluasi usutran dari Kepala Srganisasi trerangkat Daerah pada

Pemer"intah Daerah.

t2| Usulan dari Kepala Orga-reisasi Ferangkat Daerah sebagaimana

dimaksud diatas ditujuka:r kepada Kepala Da*rah Cq.Sekretaris

Daera-h deng*:r dilengkapi :

a) Jenis;

b] Perkiraan waktu penggunaan;

c) referensi harga ata:-:. HPS;

d) informasi produksi {dala*: n*geri danf atau truar negeri}; clan

e) persyaratan Peayedia.
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(3) Kepala Daerah rrr*1alui Sekretaris Daerah melakukan evaluasi

terhadap kelayaka* usulan bar*::.glj*sa sesuai dengan kriteria

baralg/jasa Katalog Eleletr*nik.

(4) Dalam hal hasil evaluasi rnenyatakan barangytasa rnemenuhi

krtter:l*-, Sekretarjs Daerah merneri*tahk*n Kepala UKPtsJ untuk

menetapkan Kelornp*k Ke{a P*milihm.

(5) Dalam hal hasil evaluasi menyatakan barangljasa tidak

reemenuhi kriteria, Sekretaris llaerah m*ngirirnkan surat

pemtreritahuan kepada pihak pengusul

3. Pemitrihan Penyedia.

{1} Femilihae Fe*yedia dil.eJ<uk** *1*h K*l*mpok t{erja Pcrnilihan

denga* rl:*t*d*:

a. t*srder; atar.:

tl" negcsiasi..

{2i h{*t*de perciiiha:t F*ayedia *iiclsrika:} d**gar:. cara neg*sia*i

Atau tartp* negr:xix"si.

(3) Seiain metode pemilihan seLragaimana dimaksud. pada ayat (1)

dan ayat {2i untuk rnetode Negasiasi dapat dilakukan dengan

prakualifikasi tanpa negosiasi {Ccrnpetitiue Cxtr't*gue\, dengan

ketentuan:

a. penawaran harga d.acar ]'a*g disampaikan oleh Penyedia

melalui apiika*i C*ntpetitiu* C*t*l.ogue yailg

dikembalgkan oleh LKPP rnerupakar: harga penawara nyang

rrempakan nilai harga diantara harga Lratas atas dan batas

bawa.h;

b" harga hat*-s atas da.tr hatas bar#*h sebagairnana dimaksud

dalam huruf a ditetapkan *1eh Kepaia *aerah; dan

c. data penawaran harga sebagaimana dimaksud rlalam

huruf a dan liqr*f b terekam dalam databa.*e Campetitive

Catal*gue dan tidak terbuka.

(a) Metcde pemilihan Penyedia Tender dengan negosiasi digunakan

untuk mendapatkan iebih dari 1{*atu} pemenang untuk menjarnin

pemenuhan kebutr.r.han barang/jasa"

{5} Metode pemiSihan Fen3.edia Neg*siasi digunakar: untuk

barang/ja$a yailg l11flInitriki kriteria trrdiri atas.
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a. kebutuhan ?rarang/jasa melebihi kemampuan dari 1 {*atui
Penyedia;

b. spesifikasi teknis dan kualitas barang/iasa beragam;
c" barangljasa yang harganya sud,ah dipublikasi melalui

media cetak dan elektr*nik;

d. penS-edia tungg*i; darlatau
e. barang/iasa selain yang dimaksud dalam huruf a sampai

huruf d, berdasarkan penilaia* Kelorapok Kerja pemilihan

i:ahwa pelaksanaan p*milihan akan iel:ih efektif/efisien/
mudah apabila mengguriakan rnet*de Negosiasi.

2. Pembeiian Melalui ?*ko Daring

Peiaksanaan pembelian rceiaiui ?*ko Daring se*uai dengan

ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode E-purchasing.

3. Penunjukan Lacgsung

Penunjukan langsung dilakukan oleh pejatrat pengadaan untuk
pengadaan Bara*glFekerjaan l{*nstruksilJasa Lainnya yang

Lrernilai paling tranyak Rp20*"o*o.sil*,os {dua i-atu* juta rupiah}

dan untuk pengadaa* Jasa K*n*uitansi yang bernilai paling

banyak Rp i0C.000.000,0* {seratus juta rupiahi.

Penunjukan langsung dilakr:kan *ieh Pokja pernilihan untuk
pengad,aan BaranglPekerjaa* KonstruksilJasa Lainn3,a d.engan

niiai paling sedikit di atas Rp200.0o0.o00,o0 {dua ratus juta
rupiah) dan untuk pengadaan Jasa K*nsultansi yang trernilai paling

sedikit di atas Rp1S0"***.C*O,** {**ratxs juta lrpiah}.
a. Ferencanaan Fengadaan

Untuk pengadaan barangljasa yaag belum masuk dalam

perencanaan pengad*an karena keadaan tet'tentu yaitr"l

penyelenggaraari penyiapaa kegiatan yang mendadak untuk
rnenindaklanjuti komitmen internasianai yang dihadiri oleh

Presiden/I#akil Presldert, rns,ka perellcanaan pengadaan

dilakukan segera *ntuk rn*ndapalkan persetujuan allggaran.

Seteiah anggara;: disetujr-li r:encarta pengadaan barangljasa

diumumkan ke dalam Rencaria Umr-rm Pengadaan melalui aplikasi

SIRUP. Pelaksanaan p*nr:aji:kan lar:gsung ddakr_rkan $etelah

RUP diumumkar: terlebih dahulu r-netr*l*i *plikasi SIRUF.
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b. Persiapan Pengadaan

Pelaksa::"aan persiapan pengad.aan d*ngan metade Fenunjukan

Langsung sesuai dengan ketentuan per*iapan pengadaan yang

diatur pada B*"gian II {Persiapan Perrgadaan Barang/Jasa).

Dikecualikan dari keter.tuan persiapan pengadaan yang diatur
pada Bagian Ii, dalara penyllsunarr spesifika*i teknis/KAK,

l{PS, dan raacaflgan Koatrak ur:tuk Penury'ukan Langsung

dapat dilakukaa bersaraa cei*n Pe::3r*dia yang akan ditunjuk.
c. Persiapan Pemilihan

Seteiah dokuraen persiapan pengad.aan ditcrirna dan

dinyatakan trengkap, Pokia Pernitihan/Fe.jabat Fengadaan

melakukan persiapan pemilihaa trenyedia sesuai dengan

ketentuan persiapan pemilihan Fenyedia yang diatur pada

Bagian IIi {Persiapan Femilihan Penyedia}.

Dikecualikan dari keter:taar: per*iapan pemilihan PenyeCia

yang diatur pada Bagran III, d*lam persiapan Penunjukan

Langsung Pol<ja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menetapkan :

a. Metode kualifikasi dengax prakualifikasi;

tr. Metode penyar&paian penawaran der:gal 1 {satui file; dan

c. Evaluasi teknis dan harga deagan klarifikaei dan negosiasi.

Pokja Pemilihan/Pejabat Per:.gadaan ffrerryu$un jadwal dan

d okurnen Feaunjr.:kar: Lar:g*r.rxg.

d" Penyusunan Tahapan Penunjukam l,an:gsung

1) Undangan prakualifikasi;

2) Penyampaian dan Evaluasi dokumen kualifikasi;

3) Pemkruktian kuaiifikasi;

4l Penetapan hasitr kualifikasi dan penyampaian undangan

{apabilalulus kualifika*ii ;

5) PemLrerian penjetra*an;

6) Penyampaia-n dan Femhukaan dakumen pena$raran;

7l Evaluasi dokurnen periawarar;

8) Klarifikasi dan r:egosi.asi teknis dan harga; dan

9) Penetapan dan pengufiiurftan. P*kja Perailihan menyusun

jadwal percilihan sest"aai dengarrk*bartr.ehan.

e. Pelaksanaan Perrrilihan

fr, Po$a PemiiihanlPcjahai Prngadaan lrlfngufida.ftg sekaiigus

rnenyaxnpaikan Dckurcre?x Kuaiifikasi untuk Penunjukan
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Langsung kepada Felaku Usaha yang dianggap $?arnpu

untuk menyediakal BaranglJasa"

b. Pelaku U*al:a yang dir:ndar:g menyampaikan Dokumen

Kuaiifikasi.

c. Pokja Pemiliha-nlFejabat Pengadaan m*lakuk*"n evaluasi

kualifikasi.

d" Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan rnelakukan pembuktian

kualifikasi.

e. Pokja Pemiliha:r/Pejabat Peagadaan melakukan penetapan

hasil kuaiifikasi dan pealrampaian undangan {apabila lulus
kualifikasi);

f. Po$a Femiiihan memlrcrikan penjela*an.

g. Pelaku U*aha rcenyarnpaikan D*kurr:en Fenawaran

dalam 1 {satu} file yang berisi d,okumen administrasi. teknis,

<lan harga.

h. Pokja PemilihanlPejahat Pengadaa:r membuka Dokurnen

Penawaran, melakukan evaluasi administrasi, teknis,

korek*i aritmatik, dan harga.

i. Pokja PernitrihanlP*jabat Pengadaan melakukan klarifikasi
dan nego*iasi teknis dan }:arga.

j. Apabila hasii evalua*i administrasi, teknis, atau harga

dinyatakan tidak rnearear:hi syarat, Pckja Pernilihan

mengunCang calon Penyedia iain fiika ada). Jika tidak ada

calon Penyedia lain Pckja PemilihanlPejabat Pengadaarr

rneiaporkan kepada PPK.

k. Pokja Pemilihar:/Pejabat Pengadaan rnerryusun Berita Asara

Hasii Fenunjukan Lang*ung-

1. Pckja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan

Langsung di dalam aplika*i SPSE.

rn. Pokja Pemilihan/Pejahat Pengadaan menyampaikan hasil
Penunjukan Langsung kepada Kepala UKF,BJ untuk
d:isampaikan kepada PPK.

4. Pengadaan Langsr:ag

Felaksanaan Perniiihan

&, Pengadaan Lang*:,ang l*alrik Bara:rglJa*a

harganya sudah pasti dengaa niiai

Lai*nya yang

pali:rg banyak
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Rp50.000.00$,*fi ilima pulul: juta rxpiail:, dilaksanakan der:gan

tahapan sebagai berikut:

1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan BarangfJasa
Lainnya ke Penyedi.a;

2l Penyed.ia dan pPK melakukan serah terirxa Barang/Jasa

Lainnya;

3) Penyedia rnenyerahkan bukti pernbeliaa/pembayaran atau

kuitansi kepada FFK; danlatau
4) PPK melakukan pembayararr.

5i PPK dalam melaksaaakaa tahapan Pengadaan Langsung

dapat dibantu oleh tim pendukung.

b. Fengadaan Langsuag untuk :

1) Jasa Kons*ltansi dengar: nilai patirrg banyai< Rp100.000.00CI,00

(seratus juta rupiah);

2) Barangl.Jasa Lainaya r1e*gan nilai di atas Rp5*.0CI0.0S0,0O

{iima puluh juta rupiair} sampai dengair nilai paling tranyair

Rp200.000.000,00 idua ratus juta r:-rpiah); dan

3) Pekeijaan Konstruksi dengar: nilai paling banyal<

Rp2O0.*OO.OO*,*il {dua ratus juta rupiah};

dilak*anakan dengan tahapan sebagai h*rik*t:
a. PejaLrat Pengadaan rfiencari infor:r:asi terkait pekeq'aan yang

akan dilak*a*akan dan harga, antara train melalui rnedia

elektr*nik daal atau non*elektronik.

b. ilalam ha1 inforreasi *ebaga!ffLar'a dimaksud daiam buti.r I
tersedia, trejabat Pengadaan memhandingkan harga dan

kuaiitas paiing sedikit dari 2 {dua} sumber iaf*rmasi yang

berbeda.

c. Pejabat Fengadaan mengundang calon Penyedia yang

diyakini ffiampu i:ntuk rrlenyatrlpaika* perrawaran

administrasi, t*knis, ha:'ga dan kualifikasi.

d. Undangan dilampiri spe*ifikasi teknis dan/atau garnLrar

serta dokumen-dokumen lain yang r*eriggambarkan jenis

pekerjaa* yang dibutr:hksn.

e" Catron Feriyedia yaag diunda::g rsrenyampaikan penal,r/arar1

administrasi, teknis, harga dan ku*}ifikasi secara langsung

fifi$i,iai jad.wal yang tclali dit**tukaa dalam riEdangfrfl.
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f. Pe.]'abat Pengadaan membuka penawaran d.an mengevaluasi
ad,rninistrasi, teknis dar:. kuatrifikasi dengan sistem gugur:
rnelakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk
mend*.patkan penyedia dengan harga yang wajar serta
dapat dipert*lggungj a:nrabkan.

g. n*gosiasi harga dilakukae berdasarkar-r Hps dan/atau
informasi lain sebagaimaaa dimaksud dalam butir 1.

h. dalam hal negcsiasi harga tidak r*e*gha*i1kan kesepakatan,
Pengadaan Langsung dinyatakar: gagal elan dilakukan
Fengadaan Langsung utrang der:garr mengundang pelaku usaha
lain.

i. Pejabat Fengadaan membsat Berita Acara Hasil Pengadaan

Langsung yaftg terdiri dari;

a. nama dan alamat Peny*dia;

b. harga penaxrara$ terk*reksi dan harga ha*i1 negosiasi;

c. Llnsltr-unsur yang dievaluasi iap*"bi1a ada];

d. hasil negosia*i harga {apalrila ada};

e. keterangan lain yans dianggap perl*.r; dan

f. ta:rggal dihuatnya Berita Acara.

j. Pejabat P*ngadaan meiaporkan hasil pengadaan Langsung

kepada PFK.

c. Calon Penyedia tidak dirvajih'kan untuk merryampaikan

fCIrmulir isian kualifikasi, apabila rcenurut uertimkrangan

Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimak*ud memiliki
kemampuan untuk melak*anakan pekerjaan,

5. Tender Cepat
Tender Cepat dilaksanakan derlgan met*d,e penyampaian

penawaran harga secara berulang {E-reverse Auction}.

Feiaksanaan Tender Cepat d.*r:.gan tahapan sebagai berikut:

a. Fersiapan Femilihan ?end*r Cepat

1) Po$a Pemilihar: r:r*rryus:.ln jadwai petraksartaan pemilihan

herdasarkan hari k*{a, deagan waktu proses pemilihan

paling cepat 3 {tiga} h*ri pada hari k*rja"

t) Pokja Pemilihan dapat ntetrakukan peruhaha-n jadwal takrap

pemilihan darr wajib r*e*gisi atrasan perubahan yang dapat

dipertan ggungj awabka*.

3) P*kja Pemilihaa nlel:.]rusr1n kriteria kr:aiifikasi danfatau kinerja

trelaku Usaha-
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4| Penyusunan dokumen pemilihan secara elektronik

melekat pada aplikasi SPSE d*-* diunggah {apload} pad"a

apiikasi StrSE.

b. Undangan

1i Peserta yang terkualifikasi dalarn StKaP dan rxemenuhi kriteria

meneriraa u*dangar:. untuk n:e*gikuti p*iak*anaan Tender

Cepat.

2\ Apabria diperluka* P*$a P*:nilihan dapat melakukan

pemberian penjeiasan setelah und.angan dikirin:kan sampai

dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.

3) Proses peraberian penjelasaa dilakrikan secara daring

tanpa tatap muka metrah:i aplika*i SP$E.

c. P*nyarnpaian dan Perntrukaan Penawara*

1) Peserta men;,rarnpaikan periawaran harga melalui fttur

penyam.paiarr ;leriawarefi pada aplikasi SPSE atam sistern

Xrengaman dokumen Lrerdasark** alokasi waktu {tratch}

atau secara real time sebagaimana yang ditetapkan dalam

dokurnen.

2l Setelah mssa penlra::lpaiaa pena$raran berakhir maka

sistemakan raenginf*rmasika* peringkat dapat berdasarkan

Urutan Posisi Penawaran {pasitional bidding} secara real

time sebagaimaaa ya&g ditetapka* dalam dakumen"

3) Peserta diberikan kesertpatan *lenyampaiican penawaran

berulang {e-reverse auction} daiam kurun waktu yang telah

dttetapkan datram d*kumeri pemilihan. Penyampaian

pena\A/aran berulang dapat diiakukan lebih dari 1 {satui katri

selama kurun waktu yaftg telah ditetapkaa tersebut.

4l Pengumufilan pemenallg dengan p*nawaran harga terendah.

5) Dalam hai seteiah batas akhir penlrarnpaian penawe"rarl

tiriak ada peserta yang rnemasukl<am penawaran, Fokja

Pernilihan dapat a?emperpanjang batas akhir jadwal

penyampaian periawararr, Perpanjangan jang&a waktu

jadwal penyarnFaian penau''aran dilakukan pada hari yang

$arfia dengan bata* akhir Feflyan:paia.r: penawar&n.
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D" K*ISS*LIDA$I

1. Konsolidasi eleh PPK

Konsoiidasi Pengadaal BaranglJasa oleh PtrK dengan rnenggabungkan

paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau

bei:erapa paket yang dilaksa-nakan ]:ersamaan dengan persiapan

Pengadaan BaranglJasa rceial*i Peayedia.

Paket Pengadaan BaramglJasa sejenis merupakan paket yang terdiri

dari barang/jasa dengam mer:rperhatika* Klasifikasi Baku l{omoditas

Indonesia {seksi, divlsi, keloarp*k, kela*, sui: kelas, kelompok

kornoditas, danf atau kam*dita"s] yang $ama. Konsolidasi juga

dengan memperhatikan k*ndisi pasar Felaku Usaha antara lain

Klasifikasi Baku Laparigal U*ha Indcne*ia ikategari, golongan

pck+k, g*iartgarr, suh gol*agan, dari/atau kel*rnpok), kapasitas

suplai/produksi iokasi pekerja*-e, dan/atau l*kasi Pelaku Usaha.

Konsolidasi oleh PPK selragai berikut:

a" PPK rnenerima Dokurnen Perencanaan Pengadaan dari PAIKPA.

t]. PPK melakukan reyiu Dakumen Perencanaan Pengadaan untuk

mendapatkan datalinfcrrnasi p*ket P*ngada*-::. BarangfJasa
apienicuuJqr.alv,

c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket

Pengadaan BaranglJa*a sej*ni,s apahila t*rdapat indikasi

pemecahan paket uatuk menghiaCari TenderlSelek*i.

d. PPK melakukan Kons*lidasi untuk paket Pengadaan Barang/"Iasa

sejenis yang dicadangkan uttuk usaha mikro atau usaha kecil

sampai dengan nilai maksimum hasil kcas*lidasi sebe*ar

Rp2.500.*00.000,- {dua miliar iisra ratus juta rupiah}.

e. PFK dilarang rcenyatukan atau merrusatkan beberapa paket

Pengad,aan BaranglJasa yang terseLrar di beberapa lokasildaerah

yang rRenurut *ifat pekeijaaa dan tingkat efisiensinya

seharusnya diiaksanakan/dikerjakal di beberapa lokasildaerah

masing* masing.

f. PPK mengusulkan p*rubahan pemaketan kepada PAIKPA.

g. Dalam ha1 usr.llaa perubaha-r pemaketan disetujui oleh

PAlKFA,maka ditiadakla*juti dengan pembahan RUP.

$elanjutnya PFK meny*.rnpaika* ha*il Kcn*olidasi kepada Pejahat

Pengadaan/UKFtsJ untr-rk dilak*kan pemilihan Penyedia.
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2. Konsolidasi *leh UKPBJ

Konsolidasi Pengadaan Bara*,gfJasa *ieh UKPBJ dengan

menggabungkan paket-paket Pengadaan BaranglJaea sejenis

menjad"i satu atau beherx.pa paket yafl"g dilakukan sehel.urn.

persiapan pemitrihar: Fenyedia aleh Fc$a Pemiiiltaa.

Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis raerupakan paket yang

terdiri dari barangljasa *.e*gar: memp*rhatikan Klasifikasi Baku

Kornoditas Indonesia {seksi, divisi, k*tr*mp*k, kelas, sub kelas,

kelompok komoditas, danlatau k*moditas) yang sama"

Konsotridasi juga dengan n:*mperhatikan kondi*i pa$ar Petraku

Usaha antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

{kategori, golor:ga* pok*k, g*longan, *ub golongan, dan/atau

kelompok), kapasitas suplailproduksi lokasi pekerjaan, dan/atau

ioka*i Pelaku Usaha.

Konsoliciasi oieh UKPB.I *etragai berikut:

1. UKPBJ menerima Dokurren Persiapan Pengadaan rnelalui

PenyeCia dari PPK"

2. UKPBJ melakukarr reviu D*kumen Persiapan Pengadaan

untuk rrrendapatkan datalinf*rrsasi paket-paket Pengadaan

Barang/Jasa *e.jenis.

3. UKPBJ dapat $1eflglrsll1kan perubahan spesifika*i tekni*lKAK,

HPS, d,an/atau rarlcarrgarr kon*:ak keparla PPK.

4. UKPBJ raelakukan koord,inasi kepada PpK untuk

melaksanakan strat*gi Tender/Seleksi bersamal?ender itemized

atas beberapa paket Fengadaar: Bara:rg/Jasa sejenis.

5. UKPB"I meiak*ar:aka* strale.gi p*nggab*ngan beherapa paket

Fengadaan BarangfJasa se"jenis apabila terdapat indikasi

pemecahan paket untlrk rxengkir:.dari ?eaderl Seleksi "

6. UKPBJ melakukan Kcnsolidasi untuk p*.ket Pengadaan

Barang/Jasa sejenis yang dicad*"ngkan r-rntuk usaha mikro

atau usaha kecil sampai der:gan *ilai maksimum hasil

konsoiidasi sebesar Rp2.5*C.0O0.fiO*,- {dua mitriar }ima ratus juta

rupiah)

7. UKPBJ diiara:tg me*yatukarr ata* memusatkan treberapa

paket Pcngadaan Bara*gl.Iasa yarl5 termhar di heberapa

iokasi/daerah yaEg nternrrl- t sifai pekerjaan dan tingkat
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efisiensinya seharusc,ya dilaksauakanldike*akan di beherapa

lokasildaerah ma*ing- masing.

L UKPBJ mengusulkan peruhr*,han pemaketan kepada PPK/PAIKFA.

L Dalam hai usulan perubaha.n pernaketan disetujui oleh

PAlKPA,maka d,itindaklanjuti dengaa p*mtraha-n RUP.

Selanjutnya PPK/PA/KPA rrlelryarnpaikan hasil Konsolidasi

kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ untuk dilakukan pernilihan

Penyedia.

M" PELAKSANAAN KON?RAK

Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak m*liputi:

1. Perretapan SPFBJ

2. Penandatangaaan Kontrak

3. Penyerahan Lokasi Kerja

4. Surat Perintah l4ulai Kerja {$PMKi/Surat P*rintah Pengiriman (SPP}

5. Pemberian Uang Muka

6. Penyusunan Progran:n h{utu

V. Rapat Persi.apan Peiaksanaan Kontrak

8" Mobiiisasi

9. Ferneriksaan Bersama

L0. Pengendalian Kontrak

1 1. trnspeksi Pabrikasi

12, trembayaran Prestasi Pekerjaan

13" Perr-ibahan Kontrak

14. Penye*uaian Harga

tr5. Keadaan Kahar

16. trenghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

17" Pemutusan K*ntrak

1 8. Pemberian Iiesernpatan

19. Denda dan Ganti Rugi

1. Penetapan Surat Peaunjukan P*::yedia Barang/Ja*a {SPPBJi

Pejabat Penandatangan Kentrak *ebelurn menetai:kan SPPBJ

melakukan reviu atas 1ap*rar: ha*il pemilihan Feny*Ci*. dari Pokja

Pemitrihanl Pej a}:at Pengadaan untuk r::*rnastikara :

a. baJ:wa prosfs pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan

prosedur yarrg ditetapkan; d*"::.
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b. bahwa pemen.ang pemilihanlcatron Peny*dia memiliki kemampuan

untuk melaksanakar Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandataugan Kontrak memutuskan

untuk menerima atau menalak hasil pemilihan Fe*yedia ters*but.

a. Perselisihan Pendapat ata-s Hasil Pemilihan

Daiam hal PPK yang bertindak *ebagai Pejabat Penandatangan Kontrak

tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka pPK

menyarnpaikan peilolakan terseb*t kepada P*kja Pemilihan/Pejabat

Pengadaan disertai dengan alasan dan i:ukti. Sclanjutnya, PPK

dan Pokja PemilihanlPejabat Pengadaan melakukan pemtrahasan

bersarna terkait perbedaan pendapat ata* hasil p*milihan PenyeCia.

Dalam ha1 tidak tercapai kesepafuatan, maka pengactbilan

keputu*aa cliserahkan kepada pAlKtrA paiing iambat 6 ienam) hari

kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PAI KPA d.apat memutuskan:

a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja

Pemilihan/Pejahat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang,

penawaran ularig, atau Tender ulang; atau

b. Menyetu:*i hasrl perxiiihaa Periyedia, PA/KF,,{ menterintahkaa PPK

untuk menerbitkan SPPBJ paling iambat 5 {lima} hari kerja.

Keputusan FAIKPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PAIKPA yang bertindak sel:agai Pejabat Penandatangan

Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Pen3redia, PAIKPA

rnenyampaikan penolakan t*r*e?:ut k*p*da Pokja tremilihan/Pejabat

Fengadaan disertai dengan alasaa dan b*kti darr memerintahkan

r.lntuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender utrang

paling lambat 6 {mam} hari kerja **tela-trr hasil pemilihan Fenyedia

diterima.

b. Pengunduran Diri Calon Penyedia

Apabiia pemenallg pemilihanlcalon Penyedia yang ditunjuk

mengundurkan diri deagan alasan yang tidak dapat diterirna oleh PPK,

dan masa penal4,rarannya ma*ih fueriaku, maka caXon Penyedia tersebut

dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 {satu} tahun dan

*Iarninan Penawara*nya di*#rkan *ai: di*etcrkan pada Kam

NegaralDaerah.
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Setranjutnya penunjukan Fenyedi.a dilakuk*n kepada peserta deagan

peringkat dibawahnya fiika ada!.

Dalam hal tidak ada calan pemeriang *adangan, PPK n:elaporkan

ke Pokja Pemilihan rlntuk kemudian dilakrikan Tender/Seleksi Ulang

atau Evaluasi Ulang.

c. r*/aktu Fenerbitan StrFBJ

Dalam hal Tender/Seieksi dilakukan raendahuiui tahun anggaran,

SPPEJ dapat diterbitkan *et*lah persetujuan Reacana Kerja dan

Anggaran atau R*ncana K*rja Anggaran Perangkat Ilaerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penandatanganan K*ntrak

Fenandatanganan K*rrtrak dapat dilakukan setetrah IIIFA/DPA

disahkan. Daiam hal pe:randatangan kcntrak dii*kukan sebelum

tahun anggaran. maka K*atrak muiai berlaku daa dilaksanakarr

setelah DIPAIDPA berlaku efektif.

a" Persiapan Penandatanganan Kontrak

$eLrelurn penandatanganari K*ntrak diiakukan rapat persiapan

penandatanganan Kontrak antara Pejabat Fe*andatallgan Kontrak

d.engan trenyedia yans membahas hal-ltal *ebagai berikut:

i) finatrisasi rancarlgan Kontrak;

2) kelengkapan dokua:en pendukr.lng Kcntrak, *eperti Jaminan

Petraksanaan telah diteriaa sebelum penandata::ganan Kontrak,

asuransi, dsb;

3) rencana penandatanganaa Kontrak; danlatau
41 hal-haL yarrg telah diklari{rkasi danlatau dikonfir-masi pada saat

evaluasi penarvaran.

Nilai Jaminan Pelaksanaan iapabila ada), dengan kete*tuan:

a" untuk nilai penawaran antara 8S% {delapan puluh persen}

sampai dengan 1O0% {s*ratue persen} d*.ri nilai HPS atau Pagu

Anggaran, Jaminan Pelakea*aan adalah sebe*ar 5Y" {lima persen)

dari nilai kantrak; atau

b. untuk nilai pe&a:*/aran di ?:axrah 8*9'a {delapan puiuh persen}

dari nilai HPS atau Pagr Aaggaran, b*san-aya Jaminan Pelaksarlaar:r

5% ilirna Ffrrfifir:] dari nilai HPfi atau Pagu,t*g66ra*,
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Pejahat Penandatangarr Kontr*k melakukan verifikasi secara tertuiis

kepada penerbit jamiran sebelum penandataag*ran Kontrak.

Setelah Jami.nan Pelaksanaan dinyatakan *ah dan diterima, P*kja

Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Pe*awarans {ap*bila ada}.

Pejabat Penandata::.gan Ksntrak daqr Penyedia tidak diperkenankan

rnengubah substansi hasil perciiihan Fer:yedia s*.mpai dengan

penandatanganan Kontrak, kecuali rrlernper$ingkat waktu

pelak*anaan pekerjaan.

Daiam ha1 penetapan SPPBJ dilakukall sebelum DIP.A.IDPA

Cisahkan, dan ternyata a-lokasi anggarall dalam DIPAIDPA tidak

disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, rnaka

penandatanganar: K**trak d.apat dilakukaa s*telah Pagu Anggaran

cukup tersedia m*tralui re:risi DIPAIDFA. Jika peaarr:bahan Pagu

Anggaran melalui revisi DiPAIDPA tidak tercapai maka penetapan

pemenang diiratalkan dan kepada *al*rl Penyedia BaranglJasa tidak

diberikan ganti rl-rgl.

Penandatanganan Kclntrak Pengadaan BarangfJasa yang kompleks

dilakukan setelah memperoieh pendapat ahli !:ukum Kontrak.

b. Pelaksansan Penand,atanganan Kontre"k

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib rnemeriksa

keml:ali rancangan Kontrak raeliputi substaesi, Lrahasa,

redak*ional, angka, dan huruf *crta raernhubuhkar:. paraf pada

setiap lembar Doku,rnen K**tr:ak.

Kontrak ditandatangali dei:gan ketentuan:

1) DIPA/DPA tetrah ditetapkan;

2i penandatangan kontrak diiak*ka* paliag laa:bat 14 iempat

bela*) hari kerja **telair Siterhitkan SPEBJ, kecuali apabila

DIPAI*P6. beham disahka*; d*::

3) ditandata-r:geni *1*h Fihak yang berx'e**ng r::ea*;r*.4.{angani

Kr-,atrak"

Pihak yang berwen*,ng rn*na*dataag*.ai K*ntrak atas rtalria Peayedia

adalah *ir*kft.rr Ut*mafFixtpin** F**.as*itaa*lFengr:*:s Kcpera*i yang

disebutkan namanya **-1*::r AktEi F*a*iria::/,&aggaran *a*ar, yeng telah

didaftarkan $esuai dengan peratura* perundar:g-undangarr atau Penyedia

perfirangan. Selain Fih*k yans di**hut d* atas, pihak iai:: yang dapat.

n:enandatangani Kontrak adaialt pihak yaris rrread.apat kuasa ata"u
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pendelegasian rvewenalrg yang sah dari Direktur UtamalPimpinan

FerusahaanlPengurus Kcperasi atau pihak yarig sah berda*arkan Akta

penCirianlAnggaran Dasar untuk mena-ndatangani Kontrak sepanjatrg

pihak lain tersehut merupakan perrgurusf karyawan

perusahaan/karyawan k*perasi ywug berstatus seba,gai tenaga kerja

tetap"

Kontrak d.ibuat sesuai clengan ketrutuhan yang terdiri dari :

a. sekurang-kurangrrya 2 idua) K*1.itrak asii, ter*iri dari:

1) Kontrak asli pertaraa untrlk Fejahat Penaildatangan Kcntrak

dibubuhi r:raterai pad,a bagian yang ditandatangani oleh Penyedia;

dan

Z] Kontrak asli keCua untuk Fenyedia dibui:uhi rnat*rai pada bagian

yeng ditandatangani *tr*h Fejab*at Penandatangan Kontrak;

br. Rangkap/salinan Kontrak tanpa diLrubuhi materai apabila

diperlukan.

Kontrak mulai trerlaku pada tanggal penardata:rganan Kontrak oleh

Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapka:r dalam Kontrak.

3. Penyerahar:. Lokasi Ke;ja

Apal:iia diperlukan Pejabat F*nandata*gart Kontrak rnenyerahkan

lokasi kerja kepada Penyed"ia. Penyerahan lakasi kerja dilakukan

setelah sebelurrtnya dilakukan peninjauarr iapangan aleh para pihak

dan pihak terkait yang dituar:gkan dalam Berita Acara Peirinjar.lan

Lokasi Kerja.

Penyerahan lokasi kerja dituang!<an dalam Berita Acara Serah

Terima Lckasi Ke{a yang ditandatangaai aleh para plhak.

Apabiia Fejairat Penaadataagan Ken*-ak tidak dapat menyerahkan

seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalarn

rerrcana kerja untuk *elaks*-nakan pekerjaan se*uai Kontra-tr<, maka

Pejabat Penandatangan Kontrak menetapkan kondisi ini sebagai

Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

4. Sural Perintah Mr"rlai Kerja {SFMK}lSurat Ferintair Pengiriman {SpPi

1) SPMK uatr:k Pekerjaaa K*nstruksi/Jasa LainnSra/Jasa Konsultansi

Surat Perintah Malai Kerja {SPMK} adalah surat perintah dari

Pejabat Penandatangan K*ntrak krp*da Pei:yedia Pckrrjean
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petraksanaaa pekerjaan sesuai K*ntrak"

SPMK d,iterbitkan selaffrbat-lambataya 14 {ernpat belas} hari

keq'a setelah tandatangan Kontrak atau 1,4 {empat belas} hari

keia sejak penyerahaa l*kasi pekerjaan.

ilalare SPMK dicantumkar: seluruh lingkup pekerjaan den

tanggai muiai kerja ya11g mer-upakan waktu dimuiainya pelaksanaan

pekerjaan sesuai Koatrak.

2j SPP untuk Barang

Surat Perintah Pengiriman {SPFi adalah surat perintah tertuLis

dari Pejabat Penamdatangan Kontrak kepada Fenyedia Barang untuk

mulai rnelaksar:.akan pekerjaan peayediaan barang sesuai Kantrak.

Pejabat Penandate*gan Ko*trak mer:erbitkan SPP seiambat-

laurbatnya l+ {empat belas} hari kerja sejak tanggal

penandatan ganan K*ntrak"

SPP harus sudah disetujuilditandatangani oleh Penyedia sesuai

dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja sejak tanggal penerbi,tan SFP.

Tanggal penandatar:.ganr*rr SFP oleh P*nyedia ditetapkan sebagai

tanggal awal perhitungan avaktu petraksanaan pekerjaan sarnpai

dengan serah terima Barang.

Untuk peke{aan yeng peagiriman barang*ya dijadwalkan tidak

dilaksanakan sekaligus tetapi seeara berkalaltrertahap sesuai

rencarta ketrutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak.

5. Perni:erian Uang Muka

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis

kepada Pejabat Penandatangaa Kontrak disertai dengan rencana

penggunaan uang rnrlka u*tr.rk rrrelaksanakan p*kerjaan sesuai

Kontrak dan rencana pengembaliannya.

Nilai besaran Llarrg muka paling Linggi sesuai dengan yang

ditetapkal dalam Kcntrak. Uang Muka dibayar setelah Penyedia

menyerahkan Jaminan Ua*g Muka sei:i1ai uang rnuka yang

diterima" Besarnya Jaminan Uaeg &{uka adalah senilai uang rnuka

yang d.iterima Penyedia.

PrngemLraiian uang rauka dap*.t dilak*k*n der:galr dipcrhitungkan

berangsur-a&g$ur secara proporsional pada *etiap pembayaran

i09
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prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan _t'ang diatur daianl Kontrak

cian paiing iamtlat harus lunas pada saat pekeijaan lnencapai prestasi

i00% {seratus persen}.

6. Penyusunan Frogram Mut*
Pr*gram mutu disusun *ieh Fer:yedia *ebelum rapat

pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi:

a. inforraa*i mengenai pekerjaa* yang akan dilaksanakan;

b. organisasi ker.ja Penyedia;

c. jadwal pelaksanaarr pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. proseder instruksi kerja; danlatau
f. pelaksana kerja.

persl;lpai:l

Pr"r*gra.m mutu d,isesi-raikan Cengan

karakteri stikdar r kompleksitas pekerjaan .

jenis barangljasa,

7. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak yang bernilai besar atau kompleks,

Pe"jakrat Fenandatangan Kaatrak dan Peayedia harus melakukan rapat

secara tatap rnuka urituk ::aendiskusika* kesamaan pemahaman

dan administrasi Kontrak. Rapat tatap mr:ka harus dilaksanakan

secara:

n". formal;

b. agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan

rapat; dan

c. para pihak masing-masing harus rnenunjuk narahubung selama
pelaksanaan kontrak;

I{al-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

a" rerriu kontrak, dan pemba#an tugas darr tanggung jawab Cari

kedua Lrelah pihak;

b. pemutakhiran/pembahamaa reilcana pekerjaan seperti tanggal

efektif pelaksanaan, dan tahapa* pelaksa:raan kontrak;

c. reviu rencana penilaian kir:*rja pekerjaaa sebagai dasar melakukan
evaluasi kemajuan pekerjaa::;

d. reviu rerlcarla penilaian ki*erja pekerjaan +ebAg*i daoaf mqlAkUkan

evaluasi kemajuan pekeriaan;
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e. Tata cara, waktu dan frekuensi peagukuran dan pelaporan yang

disesuaikan dengan k*ndisi pekerjaan;

f. rnelakukan klari{ikasi iral-}ral yang rsasih kurang jelas dan

mendiskusikan prosedur untuk mar:"*"j ernen perr.rbahan ; dan

g. melakukal klarifikasi ren*a:ra k**:rdir:asi antar para pihak

selama pelaksanaar:. p*ke{aa:=.

8. Mobilisasi

&. Motrilisasi paling lambat harus sudah n-rulai dilak*anakan sesuai

waktu yang ditetapkaa.

b. Untuk Pekerjaan Konst*-iksi darl Jasa Lainnya, mobilisasi

dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, meliputi:

1) mendatangkan bahanlmaterial d*a peralatan terkait yang

diperlukan daJarn pelak*anaan peke*aan;

2l mempersiapkaa fasilitas seperti kantcr, ruma.h, gedung

laboratorium, bengkel, Sudang, dan sehagainya; d.an latau
3) mendatangkanpersonil.

c" Untuk Jasa K*nsultansi, r*obilisasi dilakukan sesuai dengan

lingkup pekerj aan, rneliputi:

1) m*nCatangka* t+rraga ahli;

2j mendatangkan tenaga pendukuag; dan/atau

3) rnenyiapkan peralata* pendukur:g"

d. Mobilisasi baharifmaterial, peralataa d,an personii dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

L Femeriksaan Bersarna

a. Apabiia dipertrukan,pada tahap arval pelaksanaan Kontrak, para

pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan

dengan melakukan pengukuram dan pemeriksaan detail kondisi

lokasi pekeqjaan untuk setiap tahapan pekerjaal dan rencana rilata.

pembayaran.

l:. untuk perneriksaan bersama ini, FAIKPA dapat menetapkan ti.m
teknis dan PFK dapat rnenetapkan tim atau tenaga ah,1i.

c. Fiasitr pemeriksaan bersama dituaegk*n daiarn Berita Acara.

Apabila dalarn pemeriksaaa bersarrra mengakibatkan perubahan isi
Kontrak* maka harus dituangkan dala::r adcnd*m K*ntrak,
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10. Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasanf pengenda}ian terhadap

pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak

lain yang ditunjuk. Fengawasan/pengendalian Kcntrak dapat

dilaksanakan secara sendiri-sendiri atarl bersan::.a-sai'ea oleh :

a" P*jabat Fenandatar:.gan K+ntrak;

h" pihak ketiga yang independen;

c. Penyedia; danfatar:

d. pengguna akhir"

DaLarn hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target

pelaksalaanKontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak

melakukan Rapat Fembukti*.n {Sh*w Cause MeetinglScM}. Pejabat

Fenarrdatangan Kontrak m*merintahkan Penyedia untuk
melaksanakan perbaikan target dan realisa*i pelak*anaan pekerjaan"

Apabiia Penyedia tidak fl1an1pri mfncapai tar*et yang ditetapkan

pada SCfuf maka PejaLrat Penandatarigaa Ko*trak rnengeluarkan

Surat Peringatan {SP} kepada Penyedia.

Dalarn hal tei*h dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia Cinitai

tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat

Penandatangan H*rrtrak dapat melakukan pemutusan Kontrak

secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai

ketentuan yar:g berlaks.

i 1. Inspeksi Pabrikasi

Para pihak dapat meiakukan inspeksi atas proses patrrikasi

barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat daa ruang lingkup

inspeksi harus s*sr:ai Sengan ketentuae delarn Kontrak.

12. Pernbayaran Frestasi Pekerjaaa

Penyedia rneng4jukan permnhonan perrbayaran prestasi

pek*rjaaa secara tertr:lis kepa*a Pej*.b*t Per:andat*-ngan Kontrak

disertai laporan kemqjuanloutprit pekerjaan sesuai Kontrak"

Pemhayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan der:gafl. ffiengacu ketentuan dalam Kontrak
dan tidak 1:*1eh meXebitrri kemajuan h.asil peketjaan yang

telah dicapai dan diterirea oleh Pejabat Penaa*atangan Kontrak.

b. Pembayaran dilakukan t*rhadap pekerjaan yang sudah

t"erpasar:9, tidak t*rmasr:k baha*/n:ateriai dara peraiatan yans

ada di lokasi pekerjaan.
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c. Pembayaran ditrakr.lkar: dengan sistem buiarlan atau sistem

terrnin atau pembayara:: secara" *ek*ligus setelah kemqluan

hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalarn

Kontrak.

d. Pernbayaran hulanaaltermin dipo,tong angsurarr uar.g muka,

uang retensi {untuk pekerjaarr yang mensyaratkan ffrasa

pemeliharaan] dan pa.iak. Untuk pembayaran akhir, dapat

ditambahkan pot*ngan den*a apabila ada.

e. Untuk pekerjaan yang di subkoatrakkan, permintaan

pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada

subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan ha.sil

pekerjaan.

f. Dikecuaiikan pembayaraa dapat dilakukan *ebelurn pre*tasi

pekerjaan diterimal terpasaeg untuk:

1) Pengadaan BaranglJasa yang kareaa siiatnya dibayar

terieLrih dahulu sebeium BaranglJasa diteria:a;

2) Pemtrayaran bahanlmaterial dan/atau peralatan yang

menjadi bagi*.n dari hasil pekerjaan yang akan

diserahterimakan, ra:r:.urr belum terpasarrg; atau

3) pembayarafl pekeq'aan yang beh.rr* sele*ai 100% {seratus
persen) pada saat batas akhir peng4juan pembayaran

dengan r:cenyerahkan jaminaa atas pen:.bayaran.

g. Ketentuan lebih ianj:.lt mengenai tata cara pen:bayaran

termasukbentui< jarainan diatur oleh menteri yang

rnenyelenggarakan urusan pernerintahar: di bidang keuangan

rregara.

Peml:ayaran terrnia terakhir har:ya dapat setelah seluruh

ketentuan yangpel<erjaan selesai 100% iseratr.rs persen] sesuai d

termuat dalarn Kontrak dan Fara pihak menandatangaai Berita

Acara Serah Terima pekerjaan. Untuk pekerjaan yang rnensyaratkan

masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan seteiah masa

pemeLiharaan berakhir {serair terima kedualFl{o}. Da}am hai rnasa

pemeliharaan Lterakhir pada tahun an.ggaran berikutn3ra yang

rnerryebabkan retensi tidak dapat ditrayarkal, reaka uang retensi

dapat dibayarkan dengan syarat Fenyedia ffienyampaikan Jarninan
Pemeliharaan senilai ilanfl r*t*nei t*rsebnt*
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Perubahan Kantrak

a" Perubahan Kontrak Kareaa Ferbedaan l{ondisi l"apangan Pada

Saat Pelaksanaaa d*ngan Gambar dan/atau Spesifikasi

TeknislKAK datram Dokumen Kontrak

Perubahafl Kontrak kan:ena perlledaal k*ndisi lapalgan

pada saat peiaksanaar: dengan garxbar danlatau spesifikasi

teknis/KAK dalam dckumen kontrak diberlakukan untuk

Kontrak Lumsura, K*:r*:ak Harga *atuaa, Kontrah Gatrungan

Lurnsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Terima Jadi

{Turnkey}.

Dalam ha1 terdapat perbedaa* antara k*ndisi iap*,egan

pada saat pelaksaflaan d*ngan gambar dan/atau si:eei#ke*i

teknisll{.AK yang ditentukar: dalam dskurrr*n K+ntrak, Fejaha-t

Penandatangan Kontrak bersama Penyed.ia dapat melakukan

perubahaa kontrak, ya::g melip*ti:

a. menambair atau meng*rangi v*lurae yans tercaetum dalarn

Kontrak;

b. ntenambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifi.kasi teknis *es*ai dengan kondisi

iapangan; dan f atau

d. rnengubah jadwal pelaksar:aan"

Perutrahan Kcntrak yang disebabkar masalail adminietrasi,

dapat diiakukan sepanjang disepakati kedua helah pihak"

htlasalah administrasi yang dimaksud antara lain pergantian

PPK, perubahan rekening penerirr.a.

Peke{aan taa?b*"h dils"ksanakail dengan k*tentuaa:

a. tidak melebihi 1*7s {*epriluir p*r*e::} d*.ri

ter*a::rtum d*-trallr p*{anj'i*:llK*atr*"k *rryaJ: d*:r
.b" t*rs*dia anggara:l *r:trrk p*kr$a*rt ta€iheh.

harga yang

Unt*k p*m*rik*aa:t dalaq* rar:gka per*bahar: k*ntrak, Pejahat

Penandatan:ga-* K**tr*k dapat rrl*n*tapkarr liar atax"r teaaga ah1i.

Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan

waktu penyetresaian pekerjaan {masa denda} akihat dari
keteriambatan setelah waktu pelak*anaan kontrak berairhir.
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14. Penyesuaian Harga

Penyesuaian harga diberlakukar: terhadap Kontrak Tahun Jarnak

yang berbentuk Kontrak H*rga Satuan atau berdasarkan lVaktu

Penugasan yang masa pelaksaaaarr pekerjaannya lebih dari 18

{delapan bela*} bu}an, dengan ketentuan:

a. Ketent:-ran, persyaratan, dan tata cara perhitungan

penyesuaian harga dicanturakan daiarn Dokumen Pemilihan

{rancangan Kontrak} danlataa peruha}ian Dokumen Perr:.iiihan,

yang se1an3'utnya dituangkan dalam Koatrak.

b. Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:

1) penyesuaian diberlakukan mulai bularl ke-13 itiga belas)

sejak pelaksanaan pekerjaan;

2) penyesuaian harga satuan treriaku bagi seluruh kegiatanlmata

pernbayaran, kecuaSi k*rr:ponen keuntungan, biaya

overhearl, dan ha::ga satuan timp*ng *ebagaimana

tercaritum daiam penawaraa;

3i penyesuaian harga satuan diberlakukan sesua.i dengan

jadwal peiaksanaa* yang tercantum dalam l{*ntrakladendum

kontrak;

4) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang

berasal dari luar n*geri, mengglir}akan ineieks penyesuaian

harga dari negara a*ai barang ter*ebut;

5) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai

akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan

penyesuaian harga mulai br-rlan kc-13 {tiga belas} sejak

adendum kontrak tersebut <iitandata*gani; Carr

6) Indeks yang digunakan dalam ha1 pelaksanaan kontrak

terlarnbat diseba-i:kar: cleh kes*lahaa Fenyedia adalah

indeks terendah antara jadwai kontrak dan reaiisasi pekerjaan.

c. Rumusan penyesuaia:: nilai kont-rak ditetapkan seh'agai berikut:

P"={H"1 xV1} +{H"2xV2} +{Fi,#xV3} +...

P,' : Nilai Kcntrak **t+1ah dilakukan penyesuaian harga

satuan;
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H^ = harga satuan baru setiap jenis komp*nen pek*rjaan

setelah diiakukan penyesuaian harga menggunakan

rurnusari penyesuaian Harga Satuan;

V = Volume setiap jenis komponen pekerS'aan yang

diiaksanakan"

15. Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah *uatr,r keadaax yang terjadi di luar

kehendak para pihak daia:n Kcr:trak dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan

dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipei:uhi.

Tidak termasuk keadaan kahar adaiah hal-hal merugikan yang

disebabkan oieh pertruatan atau kelalaian para pihak"

Dalam hal terjadi keadaan kahar, trejabat Penandatangan Kontrak

atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar

kepada salah satu pihak se*ara tertulis dalarn waktu paling lambat

14 {empat helasi hari kaiender sejak a:er:yadari atau seharusnya

menyadari atas kejadian atau kea*aan yang mer-upakan keadaan

kahar.

Dalam 1:41 terjadi keadaan: kaha::, pelaksanaan Kcntrak dapat

dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Dalarn hal pelaksarraarr Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat

melakukan perabahan ko*trak. Jaagka waktu penyelesaian

pekerjaan dapat diperpa*ja*g sekura::g-kurangnya sama dengan

jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar"

Perpanjangan ',\iaktu untuk pe*yelesaian K*ntrak dapat melewati

Tahun Anggaran.

Dalss1 hsl p*lak*a*aan H*ntrak dih*:rtikan, Ftr* pihak

rtlenyelesaikan kew{iba:r yarlg telah dilek**rrak*rl. Feayrdia berhak

unft:k l:rerl*rirrlap*r:rba3-*raa s**x*i *.*rlg*: pre*iaxi atau

kemajua* pelak*anaan p*k*{ean }rasrg t*la}a dicapai.

Seiarna r&asa kcadaaa kahar, jika Pejabat Penandatangan

Ko*trak mea:e::i::taiakan secara t*rtr:1i* k*pada F*nyedia untuk
*edapat urungkirr rga*n*rrtxk*-r? p*kerja*:a, rsaka F*r:yedia herhak

untuk menerirna pemha3rar*:: selragaimana ditentukan dalam

Kontrak dan rnendapat penggantian biaya yang wajar seeuai.

dengan kondisi ya:rg t*lah dikeiuarkaa untuk bekerja dalarn
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keadaan kahar. Penggantian Lri"*.ya ir:i haru* diatur dalam suatu

adendum Kontrak.

Kegagalan salah *atu pihak r:rernenuhi kervajiban yang

disehutkan dalam Kontrak Lrukan merupakan cidera

janji/wanprestasi jika diseb*"bk*-e *leh kar*na keadaan kahar.

Contoh keadaa:: kahar dala*r Kontrak Fengadaan Earang/Jasa

tidak terbatas pada: bencana alam, hencana aon alam, Lrencana

*osial, pemogokaa, kebakaraa, koadisi cl.iaca ek*trim, dan gangguan

industri lainnya.

Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kantrak

a. Penghentian Kcntrak
K*ntrak berhenti apabila ter_iadi kead,as-:r kaltar.

Penghentian Kontrak kareaa keadaaa kahar dilakukan secara

tertulis oleh Pejabat Penandatangan K*ntrak dengan disertai

alasar:. penghentian pekerjaa*-

Pengkrentian kontrak karena keadaaa k*har dapat berslfat:

i. sementara hingga Keadaan Kahar herakhir; atau

ii" permanen apabila akibat keadaa* kahar tidak
memu ngkinkan dilanjutkan/ disetresaikannya pekedaan.

Dalam ha1 Kontrak dihentikan kar*na keadaan kahar, rnaka

Pejabat Penandatangan l{oatrak i.vajib membayar kepada Penyedia

sesuai dengan kemajua:r hasii p*kerjaar: yeng telah di*apai setelah

ciilakukan pemeriksaan Lrersama atau trerdasarkan hasil ar-ldit.

b. Berakhirnya K*ntrak

Kontrak berakhir apabila pekeriaaa telah selesai dan hak dan

kewajitran p*ra pihak yar:g terdapat Calam K*ntrak sudah

terpenuhi. ?erperiuhinya hak dar: kewajiban para pihak

aclalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan
akitrat dari pelaksa*aaa k*ntrak. Sebagai c*ntoh meskipun

k*ntrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 10CI%

{seratus perserl} namun kcntrak belurn berakhir a.pabila rnasi}r

terda"pat sisa pembayaran yang belum ditrayarkan oleh PPI(

kepada Penyedia" Misainya pembayaran atas sisa pekerjaan

akibat keterlambatan yarlg naeiewad tahr:n anggaren alau
pernbayaran atas penye*reaian harga.
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17. Pemutusar: Kontrak

Pernutusan:. Kor:,trak adalsh tir:dakan yar?g dilakukan oleh

Pejabat Penandatangan Kpntrak atau Penyedia untuk mengakhiri

berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

a. Femutusan Kolttr*k oleh Pejabat Penandatangan K*ntrak

Fejabat Fenacldatangan Kontrak melak*kaa pemutusan

Kontrak apabila:

1. Penyedia terhukti rrelak*kan KKI{, kecurangan dan/atau

pemalsuan dalam prs*es pengad*ae yang diputuskan oleh

Instansi yang trerwen*-:rg.

2. Pengaduan teatarrg perryimpaagan pr*sedur, dugaan KKN

danlatau pelanggaran persaingaa sehat dalam

peiaksaaaan Peagadaar: Bara*gfJa*a dinyatakan h*nar

oleh Instansi yang berwer:.ang;

3. Penyedia berada dalam keadaa* pailit;

4. Penyedia terbukti dik*nakan S*.t:ksi Daftar Hitam sebelum

penandatangal Kontral<;

5. Penvedia Sagal meraperbaiki kineija setelah mendapat

Surat Peringatan *eha-nyak 3 itigai kali;

6" Penyedia tidak r*er*pertaha*k*n berlakunya Jarninan

Pelaksanaan;

7. berdasarkan peneiitiara Pejabat Penaadataagall Kontrak,

Penyedia tidak akan mampu rnenyelesaikan keseluruhan

pekedaan u.alaupun diherikan kesempatan san:pai dengan

50 {lima puluh} hari kalender *ejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaarr uatuk mea3relesaikan peke{aan;

Penyeclia lalai/*idera janji dalam rnelaksanaka:r

kewajibannya dan ridak memperbaiki kelalaiannya daiam

jangka :a,'aktu yang telah *itetapkaa;

f. irerdasarkan penelitian Fejabat Penanriatangan Kontrak,

Penyedia tidak akan marrlpu menyelesaikan kesetruruhan

pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan

50 {lima puluh} hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekedaart ur:tuk m*nye1*saikan pekerjaan;

9. setelah diberikan kesempata,n menyelesaikan pekerjaan

santpai dengan 5* ilima pr*h*hi hari kale*der *ejak masa
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berakhirnya pelaksariaafl, pekerjaar:, Penyedia BarangfJasa

tidak d.apat menyelesaikan pekerjaan; atau

l0.Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang

ditentukan d*lam Kontrak dat: pe*ghentian ini tidak

tercantum d*-lam prograur ::sutu serta tanpa persetujuan

perrgawas pekerjaan.

Dalam hatr pernutusan Kcntrak dilakukan karena kesaiahan

Penyedia:

a. Jarninan Pelaksanaan dicairka::;

b. $isa Uang Muka harus dilunasi sleh Fenyedia atau

Jaminan Uang tr*{uka dicairkan {apabila ditrerikan}; dan

c. Penyedia dikenakan *ank*i Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan perautusan Kontrak secara sepihak oleh

Pejabat Penandatangan Kontrak kar*na kesalahar: Penyedi.a,

rnaka Pokja Pemilihan rlapat menunjuk pemenang cadangan

Lrerikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia

yang malnpu dan memenuhi syarat.

b. Pemutusan Kontrak *leh Fenyedia

Penyedia melakukarl pemutusan Kontrak apabila:

1 Setelah mendapatkaa perset*juan Pejabat Penandatangan

Kontrak, Pengawas pekerjaaa memerintahkan Fenyedia untuk
menunda pelaksaaaan pekerjaan atau keianjutan pekerjaan,

dan perietah ter*ebut tidak ditarik selama waktu yang

ditentukan dalam Kontrak.

2. Pejabat Penandatangan K*r:trak tidak me**rtritkan Surat
Permintaan Pembayaran {SPP} untuk pembayaran tagihan

angsllran sesuai dergan yang di*epakati setragaimana

tercantum dalam Syarat-*yarat Kcntrak.

18. Peml:erian Kesempatan

Dalam hai Penyedia gagal menyelesaikan pekedaaa sampai nrasa

pelaksanaan kor:trak Lrerakhir, rraarurl Pejabat FenanCatangarl

Kontrak rnenilai bahwa P*nyedia lt:ampu rnenyelesaikan

pekerjaan, Pejabat Peaa:ad*"lan6arr Kontrak memberikan
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ke*empatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaa-n Cengan

pengenaan sanksi d*nda keterlarnbatan.

Pemherian kesempatan kepada Pen3,edia untuk raenyelesaikan

pekeq'aan dituangkan dalam actendurs kcntrak yang didalamnya

mengatur pengenaafl sanksi c1*nd.a ket*r1am}:atan kepad"a

Penyedia dan perpanjangan masa berlakr: Jar*i*an Felaksanaan

{apakrila ada}.

Pemtrerian kesempatan kepada Per:yedia r".:enyel*saikan pekerjaan

sampai dengan 5O {lima puluh} hari kalender, sejak masa

berakhirnya pelaksaaaan pekerjaan. Pemberian kesernpatan

kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melarnpaui

Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugr

a. Sank*i frnansial yafi-g dikenakan kepada Penyedia sesuai

ketentuan yarrg berlaku kar*rra lerjadinya cidera
janji/wanpre*ta*i yarrg tercar:tum dalara Kontrak.

Ll. sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda

keterlambatan-

c. Sanksi ga.reti rugi apabila te{adi; kegaga3an bangunan,

menyerahkan jaminan yatrg tidak hisa dicairkan, rnelakukan

kesalahan dalam perhitungaa valume hasil peke{aan

berdasarkan hasil audit- rn*nyerahkan barang/jasa yang

kuaiitasnya tidak ses*ai dengan Kontrak berdasarkan hasil
audit. Besarnya sanksi ganti rugi adaiah sebesar nilai kerugian
yang ditimbillkaa.

d" Denda keterlambratan apabila terj*"di keterlar.nbatan

penyelexaian pekerjaan. Be*ar:ly*" **n*a k*t*rlarz:hatan adalah ;

U lYra {**.tu F*rrc1il} p*r h*::i de.ri h*rga }:agia:: K*ntyak yang

t*rcanturn dslann K**trak; atsu
2) 1?!* {sata* perrniS} p*r ?tari *ari }aarga E{*ratu:ak.

e. Bagian Kontrak adalah bagiarr pek*rj*an dari sat* pekerjaan

yal?g Sii*tapka* datra* d*ke:an*r: p*a:ililaarr

f. Tata c*ra pe*rfoa3-*r*:: denda di*.t*r di deia:qr D*lqxmen

i(ontrak.
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F. SERAI-{ TERIMA

Petraksanaan penyerahan ha*il pekerjaan 1tl*% {seratus perseni dari

Penyedia kepada Pejahat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah

terima hasil pekerjaa* kepa$a PAIKPA dijela*kan daJam bagan aLur

berikut:

1. Serah Teriraa Hasil Pek*rjaan

a. Setelah pekerjaan selesai 1G0% {seratr.rs persen} sesuai

dengan ketentuan yang tertr-tang dala* Kontrak, Fenyedia

mengajukan permintaaa secara tertulis kepada Fejabat

Penandatangan Kantrak rintuk penyerahan hasil pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan

Kontrak melakukan per*eriksaan terhaCap hasil pekerjaan,

yang dapat ditra*tu *leh Kr:nsultan F*agar,vas atau tim ahli dan

tim teknis.

c. Pemeriksaan ditakukan terhad,*.p k*se*uaian haeil pekerjaan

terhadap kriteria/ spe*ifika*i yang tercaatum dalam Kontrak.

d" Apabila dalam perneriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai

etrengan ketentuan yang tercantum daiam Kantrak dan/atau

caca.t hasil peke{aan, Fejabat Penar:dateeg*.n Kontrak

memerintahkar: Penyedia untuk r"*emperbaiki dan/atau

rnelengkapi kekurallgan pekerjaan.

e" Apabila dalam pere*rik*aa* haxil pekerjaan telah sesuai

dengan ketentuan yarig tercantum dalam Kontrak maka

Pejabrat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani

Berita Acara Serahr Terirna"

f. $etelah penandatangana& Berita A*ara Serah Terima, Pejabat

Fenandatangan Kontrak menyerahkar: baranglhasii pekerjaan

kepada PA/KPA.

g" PAIKPA merninta FjFHPIPPHF u*tuk rr.elakukan pemeriksaan

aCministratif terhadap baraag/3rasil pekerjaan yaflg

diserahterirnakasr"

h. PjPHPIPPHP ntelakukan pen:eriksaan adn:inlstratif
prosespengadaar: Lraraxglj*sa *ejak perencanaan pengadaan

sampai dengan serai: teirca ?ra*iI p*kerjaan, meiiputi

dokumen programlpenga*ggararr, surat penetapan PPK,

dokurnen pere:rcafla,arr p*rrgadaan, RUF/SiRUP, dokr-rmen

persiapan pengadaan, dakurnen pemilihan Penyedia, dokumen
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Kontrak dan perubahannya serta perrgend,aliannya, dan

dokumen serah terima- hasil pekerjaa:t.

i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan

ketidaksesuaianfkekuranga:r, FjPHPIFFHP melalui PA/KPA

memerintah.kan PejaLrat Fenaedatanganan Kontrak untl"rk

memperbaiki danlata* aielengkapi kekurangan dakurnen

admini*tratif.
j. Hasii pemee-iksaaa adraini.stratif ditr:a*gkan dalara Berrta Acara.

PFK i"nenyer*hkan d*kr.rrnen per*iap*-n pengadaa-n kepada

Pejabat Pengadaan atau UKPBJ.

2. Masa Pemeliharaar

a. Fenyedia wajib rcerneiikara hasil p*k*rjaa* selama fflasa

pemeiiharaan sehingga k*ndisi tetap seperti pada saat penyerahan

pertama pekerjaan.

Lr. Setelah firasa pemelih*raafl i:eraklr.ir, Penyed,ia mengqjukan

permintaan s*cara tertulis kepada Pejabat Penandatangarr

Kon.trak untuk penyeraha* akhi.r peke{aa-n.

c. Pejabat Pen*:rdatangan Kcrstrak rsenerirna penyerahan akhir
pekefaan s*telah Penyedia rnelak*anakan serltua

kewajibarrnya selama nlasa peateliharaaft Cengaa baik. Pejabat

Penandatangan Kontrak wajih melakuka*. pembqyaran sisa

nilai kontrak yang beium ciihayar atau atengemtralikan Jaminan

Pemeliharaan.

d" Khusus Pekerjaan Konstruk*i:

1) masa per*eliharaaa pali*g *i*gkat untuk pekerjaan

pefirranen selan:a 6 {er:ar:r} bxian, sedangkan untuk
pekerjaan semi peffnanen selarna 3 itiga) bulan; dan

2) masa pemeliharaan dapat melamp*.ui Tal:un Aaggaran.

e. Khusus Pengadaan Baraeg, fi1asa garansi difoerlakukan sesuai

kesepakatan para pihak dalam K+n?ak.

f. Apabila Fenyedia tidak mel*ksanakan kewajitran pemeliharas.n

sebagaimana m*stinya, uiaka Fejabat Pen*.:rdatangan Kcntrak

i:erhak *ntuk fidak rrr*::rb*.yar r*ter:"si atau mencairkan

Jaminan Pemeliharaan *ntuk membiayai

perbaikan/perrteliharaan; **rta Perty*di.a dikenaka* *ank*i Daftar

Hitam.
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g. Dalam ha1 terdapat r:i1ai sisa Fenggrin.aan uang retensi atau

uang pencairan Ja:rrinan Per:reliharaa"n untuk membiayai

Pemkriayaanf Femeliharaan rnaka Pejal:at Penandatangan

Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.

h. Apabila dalant p*merik*aan hrasil peke{aan telah sesuai

dengan ketentuan yallg ter*ai:tum da-1am Kontrak maka

PejabatPenandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani

Berita Acar"a Serah ?erirna akhir"

i. PA/KPA m*nga1*kasikan arrggarafi untuk keperiuan

operasionat PPK selama rnasa pemeliharaan oleh Penyedia.

j.Jaminan Pemeliharaan dikembalikarr 14 {ernpat belas} hari

kerja seteiah rfi.asa pemeliharaan selesai.
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BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALTAN, PELAP*R{$ }AN PENGAWASAN

A. FEMBiNAAN

1. Gubernur melalui Bira Administrasi Perirbangunan Setdaprovsr-r

bersama perangkat daerahfsatuan kerja *relakr:.kee sosialisa*i atau

himbingan tekni* secara intensif kepada $ernua pejabat perenc&rra,

pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait agar

mel.ak*anakan ketentuan peraturax s*hagaimana diatur di dalarn

Peraturan Gubernur ter:tar:g Fetunjuk Teknis Felaksaaaan Kegiatan

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A22.

2. Kepala Perangkat Daer*.hlSatua:: U*it Ke{a selaku PAlPengguna

Barang dan KPAlKuasa Peagguna Barang *ehragai pen:iiik pekerjaan

yang berta*ggung jawab atas p*Iak*anaan kegiatan APBD Provinsi

Suraatera Utara di lingkungaft Satuan Ke$a masing-masing wqiib

mensosialisasikan da::. memb*rikan bir*bingaa teia:is se*ara intensif

kepada semua pejabat perencana, pelaksana d*-n perigawas di

lingkungan Satuan Kerjanya masing-masing, agar ketentuan

peratural rnengenai Peraturar: *ubernur Sum*tera Utara tentang

Petunjuk Pelaksaaaan Kegiataa AtrB* Fravinsi Sur:ratera Utara

Tahun Anggaran 2*22 dapat dipahami dar: dilak*anakan secara

maksimal.

3. Perangkat Daerahlsatuan Ur:it Kerja *ebagairrran"a dirnak*r:d pada

angka 1 dam 2 agar secara rutin melakukan pemhinaan terhadap

pejabat strr-r-ktural mallpun fungsional dan staf/pelaksana di

lingkunge.n instansi yang dipimpinnya.

B. PENGTNDALiA}{

1. Pengendalian kegiatan d.imaksud dilakukan untuk mengukur
peralehar: akan reaiisa*i pelaksanaan kegiata:a capaian target

Lrerdasarkan tertih administrasi, tepat waktu, tepat mlrtu, tepat

sasaran dan manfaat, dengffl Fe*gertian :

a. Tertib Administrasi

Masing-masing kegiatar: karus dilak*anakaa sesuai elengan

ketentuan peraturan p*n:rada*g-unda*ga*.
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h. Tepat XVaktu

Setiap kegiatan haru* dilaksanakan sesuai dengar: jadrval rvaktu

yang telah ditetapkan dalaia batas sraktu satu tahrin

ariggaran {1 Januai - 31 Desemher}.

c. Tepat Mutu

Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan

persyaratan teknis yeng disyaratkaa

d. Tepat Sasaran

Kegiatan harus dilaks*naka:: sesuai dengan saran teknis

fungsional yang telah d"itentukan *alam perericanaarr.

e. Tepat manfuat

Kegiatan yang dilaksanaka* dapat raer:rberikan manfaat ekonouri

yang semaksirnal mungkin, sebagaimana ditentukan daiam

perencarlaan kegiatan _var:g bersangkutan "

2. Fengendalian Kegiatan meliputi :

a. Pengendalian Umura

Pengendalia-tr yang meliputi sernrla k*giatan dan sub kegiatan

yang berlangsung di daerah sebagai i*rplementa*i dari

pelaksanaan anggararr daerah, yang diiakukan cleh Gubernur

melalui Bira Administrasi Pembaagurra* S*tdaprsvsu.

b. Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan di lingkungan perangkat daerah/ satuan

kerja yang dilaksanakan oleh pe*ggr{ra anggarafl dan pengenclali

kegiatan, agar kegiatan dapat dilak*anakan *esuai dengan jadwal

waktu yang diren*anakan *ehingga tercapai tepat waktu, tertib
administrasi, tepat rnutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta

dapat berda3'a Suna da* berhasil gurra. Hasil p*ngendalian

kegiatan dilaporkan kepada Kepaia Biro Adrninistrasi
Pembalgllnafl Setdaprovsu.

c. Pengendalian Administrasi

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan

untuk me'rvujudkan tertib admi*istrasi pelaksanaan kegiatan

se su ai den garr ketentu an peraturarr perdrnCan g-u ndan gan.
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d. Pengendatrian fi*ik di lapangaa :

1) Dilakukan melaiui peninjaua;: ke 1*kasi kegiataa, dengan

tujuan Gupaya pelak*anaa* kegiatan sesuai

bestek/gambar/desain dan Re*ca*a Anggaran Biaya iRAB)"

2) Waktu peninjaua:: lapangan diiaksanakac secfira peri*dik

{terprogram} rnaupun in*identil imen*adaki.
e, Pengawasar:/rnonitoring di lapangan

Pengendalian kegiata* deagan peainjauan dilapangan untuk

meneliti apakair kelengkapan pelak*anaan kegiatan sr"rdah

etipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain

meiiputi Direksi Kit, papan rrarna kegiatan, jadwal pelaksanaan,

krukn direksi, laporaa tingkat k*majuan kegi"atan perrninggu, buku

rnaterial dan sehagainya" Kelengkapan tersebut berfungsi puia

sebagai sararta pengawasan rtiasyarakat. Pengawasan lapangan

diiakukan *leh pengguria anggaran. pengendaii kegiatan,

pembantu pengendalian kegiatarr, konsultal pengawas dan

instansi/komponen lainnya Gutrernur untuk rnelakukan

pengend"alian pelaksan aan kegiat*:.

f. Lain - Lain

Untuk pengendalian, Pengg*ria Angg*-ran wajib menyarnpaikan

dokumen pengadaan barangljasa iSurat Keputusan Penetapan

Penyedia BaranglJasa dar: Kontrak b*serta Dckumen Pengadaan

lainnya), atas peiak$anaan kegiatan melalui rnetod.e Pelelangan

UrRurn, Pelelangan Terhatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan

Langsung, Fenunjukan Lan:g$uri€;, Fengadaan Langsung, maupurl

K*nteslSayembara kepada. Kepaia Birs Adrninistrasi

Pernbangunan Setdapravsu.

3. Jika d.iperlukan dalam rangka untuk mengefektifkan pengendalian

pelaksanaaa penga*aan barangljasa lnsta:rsi Pemerintah, dapat

dibentuk dan *itetapkan TM PEMBINA DAN PSNGENDALI

Pengadaan BarangfJasa Pemerintah yang terdiri dari unsur
perangkat da.erahf satuan k*{a t*rkait.

4. Pembentukan Can penetapan ?ira sebagairtana- dirnaksud pada butir
3 diatas diprakarsai sekaligu* dik*ordi*ir aleh Bir* Adrnir:i*traei

Pembangunan Setdapr$v$1.i d*ngan Kcputusan Gubernur dan/atau
Keputusan Seitretari* Daerah alas narrl* Guber*sr yarr6 bertugas

untuk memanitar atau mexg*:ra1*asi s*luruh pelaksartaan pengadaan
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barangfia$a pemerintal: r*enggulrakan d.ana APBD Fr*vir:si Sumatera

Utara.

5. Selanjutnya Sekretariat Tim berad* pada Biro Administrasi

Pemhangunan S ekretariat Daera}; Provinsi Sum*.tera Utara.

C, PELAPORAI{

Sebagai bahan pengeadalian pelaksanaan kegiatan dalam haX

mengantisipasi terjadir:ya kesalaha:rlpeayirapangaa setiap rangkaian

kegiata.n pelaksanaan APBD dan upaya percepatan pelaksanaan

kegiatan mengena.i kesesuaian antara realisasi fisik dengan reaJisasi

keuangan, serta memberikan gambaran **bagai masukan terhadap

penyusunan kegiatan untuk setiap tahr.rn k* *epannya, sehingga setiap

pengguna anggara:1ri kuasa pertgguna anggar*:: diwajibkan

menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

a. Laporan bulana:: yang n:emuat realisasi fisik atas pelaksanaan

kegiatan beserta realisasi keuangannlra disampaikan oleh

Pengguna Anggara::lF**ggur:.a Barang d*n/atau Kuasa

Pengguna Anggaran/Keasa Fe*ggu*a Barang.

b. Kepala Perangkat DaerahlSatuan Kerja selaku Pengguna

AnggaranlPenggu*a Barang dait Klrasa Pengguna

AnggaranlKuaxa Pengguna Barang kepada Kepala Biro

Administrasi Pembangunan Setdapror,.su, dengan tembusan

kepad"a :

1l Kepala Eappeda Fr*vsu

2) ir:spektur *aerah Pr*r.insi Sucnalera Utara

3) Kepala Badan Pengelolaan K*uangan dan Aset Daerah Provsu

Jadwal penyarflpaian Lap*rari Buianan disar,rpaikan selambat-

larnbatnya setiap tanggai 5 bulan i:erikutnya {format laporan

trulanan terlampiri

c. Laporan reaJisasi dan *"ktifitas p*rrgadaan bulanan yaflg telah

disampaikan SKPD Pr*'v*u dihimpun *leh Bir* Administrasi

Pen:Lra*gufta* Setdapr*v** urstuk dilap*rkan ke dalam

SISMONTEP Tim Evaluasi dan Fengawasarr Realisasi Anggaran

iTmPRAi Kantor Staf Pre*ider:" {K*P} dant atam Manev $nline

LKPP.
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2. Laporan Realisaei APB* Seraest*r Pertama

Kepala Perangkat Daerah/$atuar: Ke:ja rrrenyusun laporat reelisasi

semester pertama anggaran pendapatan darr belanja beserta

prognosis untuk 6 {enam} bulan lrerikutnya sebagai hasii

pelaksanaan anggaran yar:g menjadi tanggung jawahnya- Laparan

sebagairnana dimak*uri disampaikan kepada Guh*rnur Sumatera

Utara d"p" Badan Pengelalaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara dan temhusarrr:ya kepada Bappeda Pr*vsu dan Biro

Aciministrasi Pembangurran Setdaprov*u, paling iama 1O isepuiuh)
hari kerja setelah *emester pertama tahua anggaran berkenaan

berakhir, selanjutnya dik*npilasi sebagai bahan terhadap

penyusunan laporan realisa*i APB* ser::ester pe$afila.

3. Laporan ?ahunan

Kepala Perangkat DaerahlSatuan Kerja menyiapkan laporan

keuangan in*tar:*i ya*g dipimpinr:rya ur:tuk disa:npaikan kepada

Gubernur Sum*.tera Utara d.p. Badan Fengelolaan Keuangan dan

Aset Daeralt Provsu paling iamtrat 1 {satu} bulan setelah tahun

anggaran berakhir dan tembusac.nya kepada Bappeda Provinsi

Sumatera Utara dan Biro Admir:istrasi Peml:angunan S*tdaprovsu.

Laporan Keuangar: Ferangkat Daerah *ebagaimana dimaksud terdiri

dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran {LRA);

b. Laporan 0perasion*l iL*);
c. Neraca;

d" Laporan Perr.rl:ahan Ekuitas {LPE]

e. Catatan Ata* Lap*ran Kenang*:r {Caik}

Laporan Keuangair P*rangkat *aerah/Satuaa Kerja tersebut

dilarnpiri dengan Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Satuan

Kerja sebagaimana terlaa:pir.

D. PENGAWASAN

1 Arah Dan Ketrijaka:: Pengarvasan

a. Memantapkan per:.ye1*r:ggaraar: etca*e:i daereh dare terciptanya
pemerintaF, yasg bersih, lr:*iayarri, baik, dicint*.i da:r berwibawa

(Clean Government dan Sa*d Governancc).
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b. Memberanta* K*rupsi l{olusi Nepati*rne {i{KN} di lingkungan

Apar*.tur Sipii $*gara {ASN} ya:rg didukung dengar: p*negakan

peraturan dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah.

c. Mewujudkan karspetensi aparatur pe:lga$ra$ yang profesional dan

trertanggung ja:a'ab *ehingg*" dapat n:ewujudkan pengawasan yang

berkr:alitas.

d. Mewujudkan peayelenggaraan pe&gawasatl yang sinergi terhadap

kinerja pemerintah daerala dalam rangka r:ren:berhasilkan visi dan

rnisi Pemerintah trroirinsi Surnatera Utara.

2. Straregi Pengawasarr

a. Pengawasaa atas penyelenggaraan $rusan pemerintahan dengan

penggunaan anggara* olei-l aetiap perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Pr*:rinsi S*matera Utara yang metrip*ti Dinas, Bada:r

dan Satuan Keqja, serta pefigawasall umurn dan teknis atas

penyelenggaraafi urlrsa:l p*raerint*-h*rr yaag dilakukan oieh

Pemerintah Kabupaten I K*ta se Surnat*ra Utara.

t]" Pernantauan Tindak Lanjut Hasitr Pemeriksaan {TLHP} BPK

Canlatau APIP atas per:gelolaan AFBD Tahun Anggaran 2A22

maupull tahun-t*hun s*belultrrlya sampai. tuyrtas sesuai

rekornendasi.

c. Melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pemeriksaan, sehingga

dapat dilakuka* laagkah-iangkah *rrtuk sebuah perbaikan

danlatau peringatan dini.

3. Sasaran Pengawasan

a. Mengawal kek*nsistensian: penerapan pelaksanaan ketentuan

peraturan peruadang-undacgan b*serte. kehijakan dalam

kerangka perencanaan, peiaks*naan darl Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah.

b. Fengeloiaan Uang dan Barang melip*ti *isi pen+rianaan maupun

Pengeluaran APBD TA. 2O22.

c" Pelaksanaac Tugas*tuga* desentralisasi, dek*nsentrasi dan tugas

peurbantuan di P:'*vinsi Suraatera Utara.

d. Penanganail ka*i"rs-kasus p*ngad*an ya*g ada hr.lhungannya

de*gan penggunaan keuarag*.r: daerah dan Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah trr*l'insi. dar:. Kabupatenl Kota.
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e. Femantauan tindak lanjut ha*i1 peng*$rasan salripai tuntas sesuai.

rekomendasilketentua-r: peraturan p*mndaeg-undangan dan

pengaduan masyarakat.

f. h{elakukan Ferrrbinaan *esuai d**gan kewena:rgan meliputi :

pemberian s*sialisasi berikut ped*rxan, bimbingan/pelatihan,

choacing clini*, *r":p*rrrisi da:: k**rdil:a*i dalam F*r:gawasan.

g. Melakukan koordinasi maupun saling tukar inlormasi dengan

Aparat Pengawasan Hukr-lqr dan Aparat Pengax.as Fungsicnal

3.ainnya, dengan tetap mernperhatika* kerahasiaan sekaligus

rnenghargai kewenangan masing-masing.

4. Pengawasan Fungsianal Inspekt*rat Prcvinsi Surrratera Utara

a. Inspektarat trrovinsi $uanatera Utara rneiakukan perrga$rasan

pengelolaan keuangan llaerah terhadap satuan kerja di

Lingkungan Pemerintah Pr*vinsi S umatera U tara.

b. Pengawasail yang dilakukair cleh laspekt+rat Daerah Provinsi

Sumatera Utara Cilak*anakan melalxi k*giatan yaitu :

1) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil mar-lpun

pemeriksaaa terpadu"

2j Pengujian terhadap 1ap*ran berkala dam atau insidentil dari

satuan kerja.

3) Pengusutan atas kebenaran laporan m*ngenai adanya indikasi

terj ad inya p enyeie :r",'en gari I pen3tft "rpan gs.ri.

4l Peniiaian atax rrranfaat dan kebertrasilan kebijakan, pelaksana

program serta kegiatan.

c. Aparat Pengannas Fung*iona1 {APF} Femcrintah lainnya yang

meiakukan pemeriksa,a:r terhadap satuan kerja di Lingkungan

Pemerintah Pr+viasi Sumatera Utara terletrih dahr.llu berkoordinasi

dengan Inspektorat Prcvinsi Sumatera Utara.

d,. Satual Kerja di lingkurigaa Pen:*riatahi Provinsi Suntatera Utara

wajii: meninelak lanjuti hasil pemerikxaan yang dilakukan oleh

Inspektorat Provin*i Sxmatera Utara dan Aparat Pengawas

fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang trerlaku.

e. Hasil Pemeriksas* *leh lnspekta'rat Fr*:ri,nsi Sumatera Utara dan

AFF lainnya diiaporkan kepada {iubernxr Surnatera Utara, sesuai

mekanisme pelaporan ya&g berlaku.
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5. Tahapan Pengawasari Inspektorat Pr*vi,nsi Sumatera Utara

a" Perencanaam Pengau'asal-r

Hal ini tertuang dalarn Prograra Kerja Pembinaan dan Pengawasan

Tahunan {FKFtT} Tahun 2*22.

b, Pelaksar:raall Pengawasan

Ha1 ini ditempuh dengan cara :

1) penyusunan ?im/Surat ?ugas.

2) rnembuat Pragram Ker.ja Pemeriksaan {FKF}

3) pengr.lmpulan Data dar: Dokumen

4) pelaksaraan Pengawasan meriyeluruh pada objek pemeriksaan

{obrik}, melalui kegiatan :

a) Pemeriksaan

b) Pengujian

c) Pengusutan

d) Penilaian

5) membuat Na*kah Hasil Perneriksaa:r {NHFi, ditranjutkan dengan

per:ntrahasal lewat ekspase oleh Tim dan menuangkannya

dalam Lap*ran Hasil Pemeriksanaari ttHPi.
6) menyampaikan Lapora* Hasil Pemeriksaan {t,HP} kepada.

pimpinan darr *}:jek pemeriksaan {obrik} yang her*angkutan.

c. Melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Inspektorat Provin*i Sr.:rnatera Utara melakukan kegiatan

pengawaszu: terhadap cbjek perneriksaan, terdiri ata* :

a.. Pemakai Anggaran Frovinsi :

1) DPRD dan Sekretariat DPR* Pr*vinsi Sumatera Utara.

2) Arrggaran KepaJ.a Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3) Sekretariat Daerah Pro'cdr:*i $xn:atera Utara a:eliputi para

Asisten dan Kepala Biro

4l Dinas, Baclan, Kantor: Pemeri*tah Provin*i Sumatera Utara

5) BUMD dan Badan Laya:ran Umum Daerah

b. Fernerintah KabupatenlK*ta di Sumatera Utara

c. Perneriksaan Khusu* :

1) kasus

2] pe*gad.uan rnasyarakat

3) pengelalaan dana - da*a Khusu*

d, Aparat Penegak Hukam {APHi r::.elakukan pemeri.ksaan atas

laporan atau pengadu*:: ya31g di*a:apaikan *ieh masvarakat
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sesuai t*.ta Cara penangari*J1 lap*r*.a atau pengaduan

hrerd,asarkan ketentua* per*.tlrras perrer:darig-und,a$gan setelah

teriebih dahulu berkaordir:,asi dengaa Inspekt*rat Provinsi

Sumatera Utar*.

7. Kel:.gian Keuangan Daerah, S*nkxi Admiaistratif Can Ganti Rugi

a. $etiap kepaia p+rangkat daerah;satuar: kerja yang rnengetahi-ri

indikasi terjadinya kerugian keuxrgan daeral:, harus sesegera

rnungkin metakr:kan upaya-upaya peayelamataa perbendaharaan

terhadap uang dan hara-ng mii:k riaerah.

b. Upaya-upaya ditrraksr:d adalah :

1] Mengamankaa bukti-bukti, dcku:n*n: u.&:rg dart barang dengan

rnembuat B*rita Acara.

2] Menyarnpaiiran lap*rar: kepada *uber*ur t*ntang indikasi

kerugian.

3) Meiakukan K**rdinasi d*nga* irrsp*kt*rat Provsu dalam

roe n emp r-r h u p aya p efl garlariar se iar:j u tnya.

c" Terhadap infonnasi terjadinya kerugian keuangan daerah,

Inspekt*rat Pr*vinsi Suntatera Utara ryrernbentuk Tin: Femeriksaan

Khusus yang bertugas melakukan pemerik*aan khusus untuk
mendapatkan data dar: inicr-arasi guna ditiadakianjuti dengan

menerbitkan Lapararr Hasil Pemeriksaan {LHPi yang di daiamnya

dintuat sarafi d.an kesiatpulan *.e:ta rekomendasi disampaikan

kepada Gubernur.

d. Penyelesaian kerugian yang dialami daerah haru* segera diproses

melalui ?untutan Perbendaharaan atau ?untutaa *anti Rugi oleh

Majeli* ?untutan Ferbead.aharaaa*?iratutara *anti Rugl {TP -TGR

E" Pembinaan ?erhadap APBI] Kabupaten/K*ta

a. Terhadap peiaksanaan kegiatan APBI) KabupatenlKc,ta dilakukan

pemeriksaan reguler *leh inspekt*rat Daerah Fr<rvinsi sesuai

ketentuarr peratura-i: perundang-un*argalx.

b. Terhadap dana Fr*vinsi yaxg di*a}:"rrkan ke Kabupaten/Kota

dilakukan pemeriksaan, s*sliai keteatuan peraturan perundang-

undangan.

c. Melakukan p*r**riksa*"n khi:**s, atas :

1) kasus ;

2\ pcngaduan a:.a*yaraka*.
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BAB IV
PENU?UP

petunjuk pelaksanaan Kegiatan APBD Frovi.nsi Sumatera Utara ini

disusun dan dibuat untuk digunakan sebagai ped*mar: f aouan bagi satuan

Kerja Ferangkat Daerah di Liagk'aftgan Femerintah Fr*vin*i *Bmatera Utara

dalarn pelaksanaan kegiatan da:r *ub kegiatan, pelapcran dan

pertanggungjawaban APED dapat me$lenuhi ketentuan tertil: administrasi

atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan azas ketertiban, ketaatan,

efektif, efisien, ekcncrtis, trar:*para:e dan akrtntabel *esuai kete:ttuan

peraturan perundang-undangaa rlengan r*entperhatikan afias keadilan,

kepatutan dan rnanfaat urltr-rk rcasyarakat.

Keberhasilan datram pelaksanaan tata keiola APBD akan sulit

terwujud jika tid"ak disertai d:-rkuaga:r dari *ek:t'uh Aparatur Sipil Negara

(ASN) pada Satuan Kerja Perangkat *aerah, *1eh icare&anya da-iam rangka

gntuk sukses pereflcaaaam, pelaksailaaa, pelap*ra*, penatausahaan dan

pertanggungjar.vaban APBIJ Pravinsi Sumatera Utara *angat Cipengaruhi

olehr ket*rpariuan *an ko*rdir:a*i *e*ara hersar:ra-sa&-ra gu*a mewujudkan

tata keicia keara"h yang lebih klaik.

Demikian Fetunj*k Tekais Pelak*anaan Kegiatan APBD Provinsi

Surnatera Utara Tahun Anggaran 2{}22 itri dihuat *ebagai Pedornan bagi

perangkat daerahfsatuar: *r:it k*rja di Lir:gk:.:ngan Femerintah Frovinsi

Sumatera Uta-ra daiarc rx.engel*lalrnel*k*anakan teiuruh FrCIgram ?-'reserta

kegiatan dan sub kegiatan yarig teiah ditetapkan untuk tahun aflggaran

2*22.

GUBERNUR SUM,{TERA U?ARA"

trDY RAHMAYANI

Salinan *$esuai Dengan Asiinya
BIRC HUKUM,

DWi ARIBS SUDARTC
PEMBINA UTAMA MUDA
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